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Kata Pengantar 

Tahun 2013 merupakan tahun ke tiga dari 

rangkaian RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-

2016.  Perjalanan proses pembangunan dalam kurun 

waktu tiga tahun terakhir telah menunjukan realisasi 

kinerja yang cukup menggembirakan, baik dilihat aspek 

pelaksanaan pembangunan, capaian kinerja maupun 

peningkatan pendapatan dan belanja daerah.  Selaku 

kepala daerah tentunya kami sangat mengapresiasi atas apa yang telah dicapai.  Namun 

demikian, masih banyak pula yang perlu disempurnakan dalam sisa waktu dua tahun 

terakhir untuk mewujudkan Batang Hari Berlian 2016.  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan 

salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik atas 

penyelenggaraan pembangunan tahun 2013 dengan tujuan memberikan informasi 

kepada semua pihak yang berkepentingan dan berwenang dalam rangka 

mengimplementasikan sistem AKIP untuk mewujudkan instansi pemerintah yang 

akuntabel, bersih dan berwibawa.   Penyusunan LAKIP Kabupaten Batang Hari tahun 

2013 ini juga dimaksudkan untuk memenuhi amanah Instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Patut disyukuri bahwa berdasarkan hasil analisis, capaian kinerja Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 digolongkan dalam kategori baik dengan nilai 

capaian 98,96 persen, atau meningkat sebesar 5,93 persen dibanding capaian tahun 

lalu. 

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi.  

Semoga laporan ini menjadi bahan informasi untuk memotivasi kinerja di masa yang 

akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Terakhir, disadari sepenuhnya masih banyak yang perlu disempurnakan dari 

laporan ini.  Oleh karena itu, saran dan masukan dari pihak yang berkompeten tentu 

selalu diharapkan. 

Plt.BUPATI BATANG HARI 
         
 
 
             SINWAN, SH 
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Ringkasan Eksekutif 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah mengamanahkan kepada setiap daerah untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerjanya dalam bentuk 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  Penyampaian 

laporan akuntabiltas ini juga bertujuan untuk menciptakan keterbukaan 

informasi bagi publik dalam upaya mewujudkan good goverment .  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2013 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas  

pelaksanaan program kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah 

sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 

2011-2016.   Sesuai RPJMD ini, visi yang akan diwujudkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Batang Hari di tahun 2013 adalah  : 

“Bangun Ekonomi Rakyat Lanjutkan Pembangunan dengan Iman dan 

Pemerataan”   

Visi di atas dicapai melalui pelaksanaan misi sebagai berikut  :  

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjalankan kebijakan 

pembangunan  ekonomi dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan;  

2. Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak mulia, yang 

ditopang oleh kesadaran saling menghormati dan saling mendukung antara 

ulama’ dan umaro; 

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk Sumber Daya 

Aparatur; 

4. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara 

proforsional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan 

Reformasi Birokrasi yang berkeadilan; 
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5. Meningkatkan penggalian potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai salah 

satu sumber daya pembangunan, dengan prinsip berkelanjutan serta 

menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. 

Selama  tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah melakukan 

program dan kegiatan untuk mewujudkan visi misi pembangunan yang 

mempedomani RPJMD 2011-2016 dan sesuai dengan target kinerja tahun 2013 

yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Batang Hari sebagai 

Kepala Daerah.  Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang 

telah dilaksanakan pada masing-masing SKPD diperoleh rata-rata capaian 

kinerja sebesar 98,96 persen.  Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 5,93 

persen, jika dibandingkan dari capaian tahun 2012. 

Capaian kinerja per misi dapat digambarkan sebagai berikut : 

Misi 1 :  Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjalankan kebijakan 

pembangunan  ekonomi dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, 

meliputi lima sasaran pembangunan dengan rata-rata capaian sebesar 

108,00 persen, atau meningkat 11,74 persen dibandingkan capaian 

2012 sebesar 96,26 persen. 

Peningkatan kinerja pada misi I ini dalam tahun 2013 wujudnya dapat 

terlihat pada peningkatan produktivitas pada ekonomi kerakyatan 

bidang pertanian, kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur, 

investasi daerah, daya saing daerah pengurangan penduduk miskin.  

 

Misi 2 :  Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak mulia, yang 

ditopang oleh kesadaran saling menghormati dan saling mendukung 

antara ulama’ dan umaro, meliputi tiga sasaran pembangunan dengan 

rata-rata capaian relatif rendah hanya sebesar 66,01 persen, atau 
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meningkat 4,85 persen dibandingkan capaian 2012 sebesar 61,16 

persen. 

Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada misi 2 ini terlihat 

pada peningkatan masyarakat yang khatam alquran, penurunan kasus 

talak, peningkatan kualitas pembinaan umat beragama oleh para da’i, 

kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen pernikahan.  

 

Misi 3 :  Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk 

Sumber Daya Aparatur, meliputi enam sasaran pembangunan dengan 

rata-rata capaian sebesar 107,96 persen, atau meningkat sangat 

signifikan 32,93 persen dibandingkan capaian 2012 sebesar 75,03 

persen. 

Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada misi 3 ini terlihat 

pada peningkatan kualitas SDM seperti nilai APK dan APM, rata-rata 

lama sekolah, angka melek huruf, angka usia harapan hidup, 

menurunnya angka AKB dan jumlah kematian ibu melahirkan, serta 

partisifasi perempuan dalam pembangunan. 

Misi 4 :  Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara 

proforsional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui 

penerapan Reformasi Birokrasi yang berkeadilan, meliputi lima 

sasaran pembangunan dengan rata-rata capaian sebesar 96,74 persen, 

atau meningkat  13,76 persen dibandingkan capaian 2012 sebesar 

82,98 persen. 

Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada misi 4 ini terlihat 

pada peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan 

keuangan , dan pencapaian WTP serta peningkatan kualitas regulasi 
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Misi 5 :  Meningkatkan penggalian potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai 

salah satu sumber daya pembangunan, dengan prinsip berkelanjutan 

serta menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem, 

meliputi dua sasaran pembangunan dengan rata-rata capaian sebesar 

116,11 persen, atau turun sebesar  51,92 persen dibandingkan capaian 

2012 sebesar 168,03 persen. 

Dalam mendukung misi 5 ini, Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

melakukan berbagai upaya antara lain, melakukan perlindungan dan 

pengamanan hutan, pembinaan terhadap pertambangan mineral dan 

nonmineral. 

 

Secara ringkas capaian kinerja pemerintah Kabupaten Batang Hari pada 

tahun 2013 dapat terlihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel  1.  

Rekapitulasi capaian Kinerja per misi dan Sasaran Pemerintah Kabupaten 
Batang Hari Tahun 2013 

 

No MISI SASARAN 

CAPAIAN 

RATA-RATA  (%) 

2012 2013 

I Meningkatkan 

kesejahteraan rakyat 

dengan menjalankan 

kebijakan pembangunan  

ekonomi dengan prinsip-

prinsip ekonomi 

kerakyatan; 

1 Terwujudnya peningkatan kualitas 

infrastruktur Pelayanan Umum. 

- Rasio rumah layak huni 98,90 Persen 

-  Persentase panjang jalan kabupaten 

dalam kondisi baik 45,75 

-  Jumlah desa/kelurahan yang dialiri listrik 

sebanyak 113 desa/kelurahan 

- Persentase ruang kelas kondisi baik 86,93 

persen 

- Nilai tukar Perkebuanan (NTP) sebesar 

87,31 persen 

- Kondisi jalan aspal baik 240,764 KM 

-  Kondisi jalan aspal sedang 51,930 KM 

-  Kondisi jalan aspal rusak ringan 42,616 

KM 

- Kondisi jalan aspal rusak berat 190,963 

KM 

-  Kondisi konstruksi jalan kerikil 79.540 KM 

-  Kondisi konstruksi jalan aspal 526,273 KM 

138,05 140,82 
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-  Kondisi konstruksi jalan tanah 246,550 KM 

-  Kondisi ruang kelas SD baik sebanyak 

1.232 kelas 

- Kondisi ruang kelas SMP baik sebanyak 

306 kelas 

- Kondisi ruang kelas SMA/SMK baik 

sebanyak 204  

- Jumlah ruang kelas SD 1.347 kelas 

- Jumlah ruang kelas SMP 345 kelas 

- Jumlah ruang kelas SMA/SMK sebanyak 

214 Kelas 

 

2 Tersedianya  lapangan pekerjaan melalui 

pendekatan ekonomi kerakyatan : 

-  Produktivitas padi  meningkat  dari 4,66 

menjadi 4,90 Ton/Ha  

-  Produktivitas jagung 3,4 Ton/Ha/Tahun 

-  Produktivitas kedelai 1,12 Ton/Ha/Tahun 

-  Produktivitas karet  meningkat  dari 910 

menjadi 932 Kg/Ha/Tahun 

-  Produktivitas kelapa sawit  meningkat  dari 

3.327 menjadi 3905 Kg/Ha/Tahun 

- Populasi ternak besar  14.203 Ekor 

-  Populasi ternak kecil 28.127 Ekor 

-  Populasi ternak unggas 5.449.123 Ekor 

-  Produksi ikan 9.074,68 ton 

- Konsumsi ikan 25 Kg/Kapita/Tahun 

160,53 98,58 

3 Terciptanya peningkatan daya saing 

perekonomian daerah skala regional dan 

nasional. 

0 100 

4 Terciptanya iklim investasi yang kondusif. 

- Nilai Investasi PMDN sebesar  1,49 Triliun 

- Nilai ekspor sebesar 1,36 Triliun 

- Nilai Impor sebesar 1,7 Triliun 

 

97,74 121,55 

5 Terciptanya pengurangan jumlah penduduk 

miskin. 

- Penduduk miskin 10,10 Persen 

- Tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 

1,26 Persen 

- Jumlah tingkat keparahan kemiskinan 

sebesar 0,25 persen 

85 79,05 

   Rata-rata capaian  MISI 1 96,26 108,00 

II Meningkatkan kualitas 

kehidupan yang agamais, 

berakhlak mulia, yang 

ditopang dengan 

kesadaran saling 

menghormati dan saling 

mendukung antara ulama' 

dan umaro; 

1 Terwujudnya komunikasi antara ulama, 

umaro dan masyarakat dalam praktik 

kehidupan beragama 

51,65 78,7 

2 Terwujudnya peran serta lembaga 

keagamaan dalam pembangunan 

13,3 4,94 

3 Terwujudnya peningkatan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana keagamaan 

118,54 114,39 

   
Rata-rata capaian  MISI 2 61,163 66,01 
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III Meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia 

(SDM) termasuk Sumber 

Daya Aparatur; 

1 Terwujudnya peningkatan kualitas SDM 

Masyarakat. 

- APS, meningkat ke 79,83 menjadi 83,43 Persen 

- Rata-rata lama sekolah naik dari 7,52 menjadi 

8,33 tahun 

- IPM, naik dari 73,44 menjadi 73,83  

104,1 112,22 

2 Terwujudnya peningkatan kualitas SDM 

Aparatur 

- Aparatur yang sesuai kompetensi jabatan 21,89 

persen 

88,57 81,26 

3 Terwujudnya peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan masyarakat. 

- IKM RSUD naik dari 77 menjadi 79,25 

- IKM Puskesmas naik dari 75,25 menjadi 75,75 

145,29 146,71 

4 Terciptanya peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana kesehatan. 

- Puskesmas rawat inap 47,06 persen 

- BOR, naik dari 58,2 menjadi 59,12 

64,72 69,57 

5 Meningkatnya peranan  Perempuan dalam 

pembangunan. 

98,3 140,51 

6 Menekan tingkat Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial. 

-50,8 97,5 

   
Rata-rata capaian  MISI 3 75,03 107,96 

IV Meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

secara proforsional, 

efektif, efisien, akuntabel 

dan transparan melalui 

penerapan Reformasi 

Birokrasi yang 

berkeadilan; 

1 Terciptanya kelembagaan dan 

ketatalaksanaan pemerintahan  yang bersih, 

efisien, efektif, transparan, profesional dan 

akuntabel. 

172,85 153,16 

2 Terhapusnya peraturan perundang-

undangan dan tindakan yang bersifat 

diskriminatif terhadap warga negara, 

kelompok, atau golongan masyarakat. 

0 0 

3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan kebijakan publik. 

115 106,48 

4 Terjaminnya konsistensi dan kepastian 

hukum seluruh peraturan per UU-an 

ditingkat pusat dan daerah. 

33,33 70 

5 Berkurangnya secara nyata praktik KKN di 

birokrasi. 

93,75 154,08 

   
Rata-rata capaian  MISI 4 82,986 96,744 

V Meningkatkan penggalian 

potensi Sumber Daya 

Alam (SDA) sebagai salah 

satu sumber daya 

pembangunan, dengan 

prinsip berkelanjutan 

serta menjaga kelestarian 

lingkungan dan 

keseimbangan ekosistem; 

1 Terwujudnya pemanfaatan SDA secara 

lestari untuk mendorong peningkatan 

ekonomi daerah dan kesejahteraan 

masyarakat. 

99,45 75,3 

2 Terjamin kelestarian lingkungan dan 

keseimbangan ekosistem. 

 

236,6 156,91 

   Rata-rata capaian  MISI 5 168,025 116,105 

 
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2013 93,03 98,96 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemarintah mengamanahkan kepada setiap daerah untuk menyusun 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk dari 

pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas publik atas 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun yang berkenaan. 

Secara substantif LAKIP ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan dan 

meuwujudkan pemerintahan yang lebih efesien dan efektif, bersih dan 

bertanggungjawab.  Selain itu, melalui LAKIP ini diharapkan dapat mengukur 

tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan 

pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. 

Mekanisme dan tatacara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 ini 

berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah serta Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Hari. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi media bagi pemerintah 

untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh 

Stakeholders, terutama kepada masyarakat Batang Hari melalui DPRD.  LAKIP 

ini juga merupakan istrumen untuk evaluasi atas pencapaian kinerja 

pemerintah Kabupaten Batang Hari.  Capaian kinerja yang disajikan dalam 

LAKIP ini merupakan  informasi yang sangat berguna sebagai bahan 

pertimbangan untuk perbaikan kinerja pada masing-masing SKPD di masa 

datang.  
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Secara umum terdapat dua aspek utama yang termuat dalam laporan 

akuntabilitas ini, yaitu aspek akuntabilitas kinerja dan aspek manajemen kinerja 

yang keduanya secara simultan dapat memberi gambaran tentang capaian 

kinerja pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam 

rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. 

Aspek Akuntabilitas Kinerja disajikan untuk keperluan eksternal 

organisasi.  Hal ini menjadikan LAKIP sebagai media pertanggungjawaban 

pemerintah atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh 

mana visi, misi serta tujuan dan sasaran telah dicapai.   

Sedangkan Aspek Manajemen Kinerja disajikan untuk keperluan internal 

organisasi.  Dalam konteks ini, LAKIP dijadikan sebagai media evaluasi 

pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah bagi usaha perbaikan kinerja 

dimasa datang.  Manajemen kinerja pemerintah dapat merumuskan strategi 

pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah dapat 

ditingkatkan secara berkelanjutan dimasa datang. 

Kedua aspek di atas disajikan melalui capaian kinerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Batang Hari pada sejumlah program kegiatan yang telah 

dilaksanakan  dalam tahun 2013 serta sumber pembiayaan yang bersifat 

strategis, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi  maupun 

APBN dan bantuan lain yang sah. 

Capaian kinerja (Performance Result) tahun 2013 diukur dengan 

membandingkan antara realisasi dengan target  (Performance Plan) sebagai 

tolak ukur keberhasilan tahunan pada setiap indikator.  Sebagai pembanding 

keberhasilan, capaian kinerja tahun 2013 juga dibandingkan dengan capaian 

tahun 2012 yang lalu.  Analisis atas pembandingan capaian kinerja terhadap 

rencana kinerja ini perlu dilakukan untuk melihat celah kinerja (performance 

gap) yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari dimasa 

datang. 

 

1.1. KEDUDUKAN DAN LETAK GEOGRAFIS 

 
Kabupaten Batang Hari secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam 

lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.  
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Secara geografis 

Kabupaten Batang Hari 

memiliki luas wilayah 5.804,83 

KM2 yang terletak di bagian 

Timur Provinsi Jambi  antara 

1˚15 Lintang Selatan sampai 

dengan 2˚2 Lintang Selatan 

dan di antara 102˚ 30 Bujur 

Timur sampai dengan 104˚ 30 

Bujur Timur, yang beriklim 

tripos dengan tingkat elevasi  

sebagian besar terdiri dari 

dataran rendah dengan 

ketinggian 11-100 meter di atas permukaan laut (sebesar 92,67 persen) 

sedangkan 7,33 persen lainnya berada pada ketinggian 101-500 meter di atas 

permukaan laut. 

Sedangkan secara administratif Kabupaten Batang Hari dibagi menjadi 8 

Kecamatan dan 113 Kelurahan/Desa dengan dengan perincian sebagai berikut : 

1. Muara Tembesi Ibukota di Muara Tembesi, terdiri dari 11 desa dan 2 

kelurahan. 

2. Batin XXIV Ibukota di Muara Jangga, terdiri dari 14 desa dan 2 kelurahan. 

3. Muara Bulian Ibukota di Muara Bulian, terdiri dari 15 desa dan 5 

kelurahan. 

4. Bajubang Ibukota di Bajubang, terdiri dari 8 desa dan 1 kelurahan. 

5. Maro Sebo Ilir Ibukota Terusan, terdiri dari 7 desa. 

6. Pemayung Ibukota di Jembatan Mas, terdiri dari 17 desa dan 1 

kelurahan. 

7. Mersam Ibukota di Kembang Paseban, terdiri dari 15 desa dan 1 

kelurahan. 

8. Maro Sebo Ulu Ibukota di Simp. Sei. Rengas, terdiri dari 13 desa dan 1 

kelurahan. 
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1.2. KEPENDUDUKAN 

Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2012 sebanyak 

252.731 jiwa, meningkat 2,16 persen disbanding jumlah penduduk tahun 2011 

sebesar 247.383 jiwa.  Tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2012 turut 

mengalami peningkatan menjadi 44 orang per kilometer persegi (KM2). 

Grafik 1. 
Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 

 

 
 

 

Tabel 2. 

Kepadatan Penduduk pada Kecamatan di Kabupaten Batang Hari  
Tahun 2012 

 

NO KECAMATAN 
LUAS 

(Km
2
) 

JUMLAH 
KEPADATAN 
PENDUDUK 

1  Mersam     801,90  27.220 34 Jiwa 

2  Maro Sebo Ulu     906,33  31.031    34 Jiwa 

3  Batin XXIV     904,14     26.632 29 Jiwa 

4  Muara Tembesi     419,77     28.791 69 Jiwa 

5  Muara Bulian     417,97    58.082 139 Jiwa 

6  Bajubang  1.203,51  37.512 31 Jiwa 

7  Maro Sebo Ilir     129,06  12.737 99 Jiwa 

8  Pemayung  1.022,15  30.726 30 Jiwa 

JUMLAH 5.804,83 252.731   44 Jiwa 

Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2012 
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Tingkat kepadatan penduduk Tahun 2012 terendah di tingkat kecamatan 

adalah Batin XXIV dan Kecamatan Pemayung : 29 orang per km2 dan tertinggi 

pada kecamatan Muara Bulian: 139 orang per km2. Peta sebaran penduduk di 

Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dari gambar berikut: 

Gambar 1 

Peta Sebaran Penduduk di Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, 

disebutkan bahwa yang 

menjadi urusan pemerintahan 

dan  menjadi kewenangan 

pemerintahan daerah terdiri 

atas urusan wajib dan urusan 

pilihan. Penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang 

bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal. Adapun urusan 

wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten Batang 

Hari meliputi: 
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1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman  masyarakat; 

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum; 

5. Penanganan bidang kesehatan; 

6. Penyelenggaraan pendidikan; 

7. Penanggulangan masalah sosial; 

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; 

9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 

10. Pengendalian lingkungan hidup; 

11. Pelayanan pertanahan; 

12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 

14. Pelayanan administrasi penanaman modal; 

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- 

undangan. 
 

Sedangkan yang menjadi urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan 

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi 

unggulan daerah yang bersangkutan. 

 

1.4. PERTUMBUHAN EKONOMI 

Dalam era perekonomian 

modern seperti sekarang ini, kinerja 

perekonomian suatu daerah tidak 

terlepas dari kondisi perekonomian 

kabupaten/kota dan provinsi lain, 

nasional bahkan dunia internasional. 

Pada tahun 2012, kondisi 

perekonomian Kabupaten Batang Hari 

relatif melambat dibandingkan tahun 

sebelumnya. Nilai tambah bruto sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Batang 

Hari dapat diukur melalui PDRB menurut lapangan usaha yang mengukur 

kondisi ekonomi dari sisi penyediaan (supply side). Pada tahun 2012, nilai 

tambah bruto yang dihasilkan Kabupaten Batang Hari atas dasar harga berlaku 

mencapai 5.335.196,22 juta rupiah (5,3 trilyun rupiah), meningkat dari tahun 
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2011 yang mencapai 4.701.632,66 juta rupiah (4,7 trilyun rupiah). Bila dilihat 

menurut harga konstan tahun 2000, nilai tambah bruto yang dihasilkan 

mencapai 1.378.014,51 juta rupiah (1,4 trilyun rupiah), meningkat 

dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 1.286.562,19 (1,3 trilyun rupiah). 

Grafik  2. 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Berlaku  
dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008 - 2012 

 
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2012 

 

Perkembangan ekonomi Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dari indeks 

perkembangan PDRB yang diuraikan menurut sektor setiap tahun. Indeks ini 

menunjukkan seberapa besar perkembangan ekonomi suatu daerah pada tahun 

berjalan dibandingkan dengan keadaan pada tahun dasar (dalam hal ini tahun 

2000).  

Bila dibandingkan dengan tahun 2000, terjadi perkembangan PDRB atas 

dasar harga berlaku sebesar 760,82 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

dua belas tahun terakhir, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Batang Hari 

mengalami peningkatan hingga lebih dari tujuh kali lipat dibandingkan nilai 

PDRB pada tahun dasar 2000. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan 

2008 2009 2010 2011 2012

Atas dasar harga 
konstan

1,069.41 1,124.40 1,192.42 1,286.56 1,378.01
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dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 mengalami perkembangan sebesar 

96,51 persen.  

Pada tahun 2012, 

pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Batang Hari 

sebesar 7,11 persen  (y-o-y), 

menurun dibandingkan tahun 

sebelumnya yang mencapai 

7,90 persen (y-o-y). Hal 

disebabkan oleh situasi 

perekonomian di Kabupaten 

Batang Hari yang sedikit 

menurun pada tahun 2012, 

yang mana hal ini turut dipengaruhi oleh situasi ekonomi dunia internasional. 

Laju pertumbuhan beberapa sektor/subsektor mengalami perlambatan, seperti 

subsektor pertambangan non migas khususnya komoditas batu bara yang 

mengalami penurunan harga di pasar internasional, dimana hal ini berpengaruh 

pula terhadap penurunan produksinya. 

Kurang stabilnya situasi ekonomi internasional dan nasional ini 

berpengaruh pula terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Batang Hari, yang 

mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012. Penurunan 

pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi pada beberapa sektor diantaranya 

listrik, gas dan air; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan 

komunikasi;  serta jasa-jasa. 

Sektor pertanian, peternakan, 

kehutanan dan perikanan terutama 

subsektor tanaman perkebunan 

masih merupakan subsektor yang 

berperan besar terhadap 

pertumbuhan PDRB Kabupaten 

Batang Hari tahun 2012 (15,64 

persen dari total PDRB ADHK 

2000). Selain itu, sektor 

perdagangan, hotel dan restoran terutama subsektor perdagangan besar dan 

eceran juga memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Batang 

Hari tahun 2012 (23,62 persen dari total PDRB ADHK 2000). 
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Jika PDRB dihitung tanpa memasukkan subsektor minyak dan gas bumi, 

pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2012 mencapai 7,10 persen.  

Grafik    3 

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga 
Konstan 2000 Tahun 2008 – 2012 

 
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2011 

 

Pada tahun 2011, sektor listrik, gas dan air merupakan sektor dengan 

laju pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 15,01 persen dari tahun sebelumnya. 

Angka ini dominan dipengaruhi oleh pertumbuhan subsektor air bersih yang 

besar yaitu 37,63 persen, walaupun share sektoralnya (28,29 persen) lebih kecil 

daripada subsektor listrik (71,71 persen). Peningkatan jumlah pelanggan PDAM 

Tirta Batang Hari yang berimplikasi pada pemasangan infrastruktur baru dan 

peningkatan jumlah air bersih yang disalurkan terutama untuk pemakaian 

rumah tangga dan industri, turut mempengaruhi peningkatan nilai tambah 

bruto subsektor ini. Peran subsektor energi seperti air ini mempunyai pengaruh 

yang besar bagi tumbuhnya nilai tambah bruto sektor yang lain, misalnya sektor 

industri pengolahan. 

 Besaran Sumber Pertumbuhan (Source of Growth/SoG) digunakan untuk 

memperlihatkan kontribusi masing-masing sektor terhadap laju pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah. Untuk mendapatkan angka sumber pertumbuhan, laju 

pertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing share sektor. Sumber 

pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2012 adalah sektor perdagangan, 
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hotel dan restoran yaitu 2,19 persen, disusul sektor jasa-jasa yaitu 1,54 persen 

dan sektor pertanian yang memiliki sumber pertumbuhan sebesar 1,21 persen 

Grafik  4. 
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 

 
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2012 

 

Pada tahun 2012, sektor pertambangan dan penggalian merupakan 

sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 15,01 persen dari tahun 

sebelumnya. Angka ini dominan dipengaruhi oleh pertumbuhan subsektor 

pertambangan tanpa gas, terutama komoditas batubara, yang mencapai 17,48 

persen, walaupun share sektoralnya (2,55 persen) lebih kecil daripada 

subsektor minyak dan gas (4,61 persen). Hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian masih cukup tinggi di 

Kabupaten Batang Hari. Ini didukung volume ekspor migas dan nonmigas, 

khususnya batubara yang relatif tinggi, meskipun di tahun 2012 banyak usaha 

yang mengurangi produksinya, bahkan sebagian berhenti bereksploitasi untuk 

sementara waktu. 

Meskipun demikian, secara makro ternyata hal ini tidak berpengaruh 

terhadap perekonomian Kabupaten Batang Hari, karena peran sektor ini 

terhadap perekonomian hanya sekitar 10 persen sehingga secara global 

penurunan nilai tambah bruto sektor ini tidak terlalu berdampak terhadap 

perekonomian Kabupaten Batang Hari. 
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Grafik 5. 
Laju Pertumbuhan Sektor Listrik, Gas dan Air, Sektor Bangunan,  

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Sektor Jasa-jasa  
Tahun 2008-2012 

 

 

Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2012 

Sementara itu, laju pertumbuhan kedua terbesar adalah sektor 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, yaitu sebesar 9,17 persen. Laju 

pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran berada di urutan ketiga, 

dengan laju pertumbuhan sebesar 9,06 persen. Fenomena ini menunjukkan 

bahwa perekonomian Kabupaten Batang Hari didorong oleh sektor tersier.  

Pertumbuhan nilai tambah sektor jasa berada di urutan keempat dengan 

9,02 persen. Pertumbuhan nilai tambah sektor jasa yang berasal dari 

pemerintah lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan nilai tambah 

sektor jasa yang berasal dari pihak swasta. Laju pertumbuhan nilai tambah 

subsektor jasa pemerintahan lainnya adalah yang paling tinggi pada subsektor 

jasa pemerintah dan pertahanan, sementara pada subsektor swasta, subsektor 

yang mengalami pertumbuhan paling cepat adalah subsektor jasa perorangan 

dan rumah tangga, diikuti jasa sosial kemasyarakatan.  
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Secara umum, pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi 

sedikit melambat bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 9,49 persen 

pada tahun 2011 menjadi 

7,51 persen pada tahun 

2012. Perlambatan ini 

disumbang oleh 

perlambatan laju 

pertumbuhan subsektor 

pengangkutan maupun 

komunikasi.  

Pada subsektor 

komunikasi, terjadi 

perlambatan, baik di sektor 

pos dan telekomunikasi 

maupun jasa penunjang komunikasi. Laju pertumbuhan subsektor 

pengangkutan juga mengalami perlambatan hampir di semua sub subsektornya, 

kecuali sub subsektor angkutan sungai dan penyeberangan, yang mengalami 

percepatan laju pertumbuhan. Percepatan ini didorong oleh semakin maraknya 

penggunaan sarana angkutan sungai, terutama untuk keperluan pengangkutan 

hasil tambang batubara. Pengangkutan batubara melalui jalur sungai dirasa 

lebih baik, karena tidak beresiko menimbulkan kerusakan jalan raya. Sungai 

menjadi alternatif prasarana transportasi yang baik, mengingat adanya 

pembatasan bahkan larangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari untuk 

mengangkut batubara lewat jalur darat, guna menghindari kemacetan dan 

kerusakan jalan raya. 

Pertumbuhan sektor bangunan mengalami  percepatan yaitu dari 6,66 

persen pada tahun 2011 menjadi 7,64 persen pada tahun 2012. Percepatan ini 

terjadi karena meningkatnya pembangunan sarana publik pada tahun 2012 

dibandingkan tahun 2011. Pembangunan prasarana fisik di Kabupaten Batang 

Hari pada tahun 2012 meliputi berbagai infrastruktur seperti jalan raya, gedung 

perkantoran, sarana olah raga, sarana rekreasi dan sebagainya. Pembangunan 

tempat-tempat usaha seperti ruko serta tempat tinggal seperti kompleks 

perumahan juga semakin marak sehingga berkontribusi terhadap peningkatan 

nilai tambah sektor ini. 
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Grafik    5. 
Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2007 - 2011 

 
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2011 
 

Sektor Pertambangan dan Penggalian yang mempunyai source of growth 

sebesar 0,81 mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup besar, yaitu dari 

sebesar 8,89 persen pada tahun 2011 menjadi 10,39 pada tahun 2012. Kenaikan 

ini terutama disumbang oleh peningkatan laju pertumbuhan subsektor 

pertambangan minyak dan gas, yaitu dari 3,19 persen pada tahun 2011 menjadi 

7,29 persen pada tahun 2012.  

Sementara itu, subsektor pertambangan tanpa gas justru tumbuh 

melambat, yaitu dari 24,47 persen pada tahun 2011 menjadi 17,48 persen pada 

tahun 2012. Penurunan produksi batu bara pada beberapa perusahaan 

pertambangan batu bara yang telah melakukan eksploitasi menjadi penyebab 

turunnya laju pertumbuhan sektor ini, yang mana hal ini dipicu oleh turunnya 

rata-rata harga batu bara di pasaran internasional pada tahun 2012 

dibandingkan tahun 2011. Namun demikian, hal ini tidak mempengaruhi 

perekonomian Kabupaten Batang Hari secara makro, mengingat kontribusi 

sektor ini yang besarnya hanya 10,95 persen, atau berada pada urutan kelima 

terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2012.   

Pada tahun 2012, subsektor penggalian mengalami percepatan 

pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu dari 2,65 persen pada tahun 2011 

menjadi 6,73 pada tahun 2012. 
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Tabel   3. 
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari dengan Laju 

Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2012 

 

Uraian/Description 2010 2011 2012 

[1] [2] [3] [4] 

Kabupaten  Dengan Minyak 
6,05 7,89 7,11 

Batang Hari With Oil  

Batang Hari  Tanpa Minyak 
6,38 8,13 7,10 

Regency Without Oil 

  Dengan Minyak 
7,31 8,54 7,44 

Provinsi Jambi With Oil  

Jambi Province Tanpa Minyak 
6,79 6,94 8,69 

  Without Oil 

Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2012 

Selama periode tahun 2010-2012, pertumbuhan PDRB Kabupaten 

Batang Hari dengan minyak selalu lebih kecil dari pertumbuhan PDRB Provinsi 

Jambi 

 

1.5. STRUKTUR EKONOMI 

Struktur 

perekonomian suatu 

daerah sangat 

ditentukan oleh 

besarnya peranan 

masing-masing sektor 

ekonomi dalam 

memproduksi barang 

dan jasa. Struktur yang 

terbentuk dari nilai 

tambah bruto masing-

masing sektor tersebut 

menggambarkan 

ketergantungan suatu 

daerah terhadap kemampuan berproduksi dari tiap sektor.  
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Tabel   4. 
Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 – 2012 (Persen) 

Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2012 

 

Pada tahun 2012, struktur perekonomian Kabupaten Batang Hari masih 

tetap berbasis pada sektor pertanian (23,23 persen). Di urutan kedua sektor 

perdagangan, hotel dan restoran (21,41 persen) dan sektor jasa-jasa di urutan 

ketiga (19,27 persen). Pada tahun 2012, kontribusi sektor pertanian terhadap 

PDRB secara umum sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. 

Penurunan ini terutama disumbang oleh subsektor tanaman perkebunan, 

dimana laju pertumbuhan nilai tambah subsektor ini pada tahun 2012 tidak 

secepat  tahun sebelumnya. Sementara itu, kontribusi subsektor tanaman bahan 

makanan, peternakan, perikanan dan kehutanan mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun sebelumnya.  

Jika dilihat berdasarkan ada tidaknya pergeseran kontribusi masing-

masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Batang Hari secara keseluruhan, pada 

tahun 2012 tidak terjadi pergeseran kontribusi masing-masing sektor terhadap 

PDRB. Tidak terdapat perbedaan berarti dalam kontribusi tiap-tiap sektor 

terhadap PDRB keseluruhan antara tahun 2012 dengan tahun 2011. 
 

  

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 Industrial Origin 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Pertanian 24,39 24,01 23,23 Agriculture 

Pertambangan dan Penggalian 10,78 10,90 10,95 Mining and Quarrying 

Industri Pengolahan 14,84 13,32 13,15 Manufacturing Industry 

Listrik, Gas dan Air Bersih 0,19 0,22 0,22 Electricity, Gas and Water Supply 

Bangunan 5,13 4,67 4,75 Construction 

Perdagangan, Hotel dan Restoran 17,68 20,88 21,41 Trade, Hotel and Restaurant 

Pengangkutan dan Komunikasi 4,66 4,81 4,80 Transportation and Communication 

Keuangan 2,30 2,18 2,22 Finance 

Jasa-jasa 20,02 19,02 19,27 Services 

PDRB 100 100 100 GRDP 
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Grafik  6. 

 Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 

 
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2012 

 

Subsektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan penyumbang 

terbesar bagi sektor perdagangan, hotel dan restoran berhubungan erat dengan 

perkembangan sektor perekonomian yang lain. Di Kabupaten Batang Hari, 

peningkatan kontribusi subsektor ini didorong oleh peningkatan nilai tambah 

sektor-sektor lainnya, diantaranya: sektor pertanian terutama subsektor 

tanaman bahan makanan dan perkebunan terutama karet dan kelapa sawit; 

serta sektor pertambangan dan penggalian, terutama subsektor pertambangan 

migas dan penggalian. 

Pada tahun 2012, kontribusi sektor jasa-jasa mengalami peningkatan, 

dari 19,02 persen pada tahun 2011 menjadi 19,27 persen pada tahun 2012. 

Kontribusi sektor jasa berada pada urutan ketiga sebagai penyusun PDRB 

Kabupaten Batang Hari. Kontribusi sektor jasa didominasi oleh kontribusi 

subsektor administrasi pemerintahan dan pertahanan, yang erat kaitannya 

dengan pengeluaran pemerintah (government expenditure),  sebagaimana 

termuat dalam APBD. 

1. 
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DAN 
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Kontributor terbesar 

keempat dalam pembentukan 

PDRB kabupaten Batang Hari 

adalah sektor Industri 

pengolahan dengan kontribusi 

sebesar 13,15 persen, 

kemudian diikuti oleh sektor 

pertambangan dan penggalian; 

pengangkutan dan komunikasi, 

bangunan, serta keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan 

dengan kontribusi masing-

masing sebesar 10,95 persen, 

4,80 persen, 4,75 persen dan 

2,22 persen. 

Pada sektor 

pertambangan dan penggalian, 

subsektor minyak dan gas bumi 

merupakan penyumbang nilai 

tambah bruto terbesar, yaitu 

sebesar 61,39 persen dari total nilai tambah sektor ini. Sementara itu, 

pertambangan tanpa gas dengan komoditas utamanya yaitu batubara berada di 

urutan kedua dengan kontribusi sebesar 32,45 persen dan penggalian 

merupakan pemberi kontribusi terkecil yaitu sebesar 6,16 persen.  

Listrik, Gas dan Air merupakan pemberi kontribusi terkecil PDRB tahun 

2012, yaitu sebesar 0,22 persen. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya 

jangkauan listrik dan air sehingga belum semua daerah di wilayah Kabupaten 

Batang Hari terlayani fasilitas listrik dan air bersih sehingga jumlah pelanggan 

menjadi terbatas. Selain itu, terdapat sebagian masyarakat yang memanfaatkan 

sumber air bersih selain PDAM seperti sumur, mata air dan lainnya. 
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Grafik    7. 
Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap PDRB,  

Tahun 2010 – 2012 
 

 
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2012 

 

Berdasarkan atas output maupun input menurut asal terjadinya proses 

produksi, sektor pada PDRB dapat dikelompokkan menjadi sektor primer, 

sekunder dan tersier. Sektor primer merupakan sektor ekonomi yang 

melakukan proses produksi dengan menggali atau memperoleh hasil langsung 

dari alam. Sektor primer juga mencakup produksi berupa barang mentah dan 

bahan baku makanan. Sektor yang masuk dalam kategori ini adalah sektor 

pertanian; dan sektor pertambangan dan penggalian.  

Sektor sekunder adalah unit-unit kegiatan ekonomi yang biaya 

produksinya (inputnya) sebagian besar berasal dari sektor primer. Sektor 

sekunder meliputi sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air minum 

serta sektor bangunan.  

Sektor tersier merupakan sektor yang menyediakan jasa-jasa kepada 

masyarakat umum dan unit usaha, yang mencakup sektor perdagangan, hotel 

dan restoran; sektor transportasi dan komunikasi; sektor keuangan dan sektor 

jasa-jasa. 
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Antara tahun 2010-2012, perekonomian Kabupaten Batang Hari 

didominasi oleh sektor tersier, diiikuti oleh sektor primer di tempat kedua dan 

sektor sekunder di tempat ketiga. Ini berarti, selama tiga tahun terakhir, secara 

umum pola perekonomian tidak mengalami perubahan berarti.  

Jika dilihat perkembangan kontribusi tiap sektornya selama periode 2010-

2012, terlihat bahwa sektor tersier terus mengalami peningkatan kontribusi. 

Sektor primer mengalami hal yang sebaliknya, dimana pada periode tersebut 

konsisten mengalami penurunan kontribusi. Hal yang sama terjadi pada sektor 

sekunder dimana kontribusinya terus menurun selama tiga tahun terakhir. 

 

1.6. TINJAUAN SOSIAL POLITIK 

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh 

masyarakat Kabupaten Batang Hari telah mencerminkan kedewasaan 

masyarakat dalam berpolitik dan pengambilan keputusan. Ini merupakan suatu 

prestasi yang patut dicatat, bahwa pembangunan dibidang politik merupakan 

syarat mutlak untuk menuju keberhasilan pembangunan disegala bidang, maka 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara persatuan dan 

kesatuan bangsa serta menciptakan iklim kehidupan politik yang kondusif perlu 

disingkronkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan sosial politik ini. 

Situasi politik di Kabupaten Batang Hari turut mengalami perubahan, 

dimana proses demokratisasi tumbuh dengan pesat untuk membangun 

kehidupan politik yang demokratis, stabil namun dinamis. Berbagai upaya telah 

dilakukan dalam rangka membina pembangunan dibidang mental dan spritual 

masyarakat melalui beberapa pelaksanaan sosialisasi kesadaran berpolitik, 

sosialisasi hukum dan wawasan kebangsaan.   

Pelaksanaan ketentuan  pasal 28 UUD 1945, tentang kebebasan berserikat, 

berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dalam 

kehidupan politik di Batang Hari sebagaimana halnya didaerah lain, telah 

diwujudkan dalam sistem multi partai, pembentukan organisasi 

kemasyarakatan, interest group, pers yang bebas dan sebagainya. Masalah yang 

dihadapi, adalah bagaimana piranti demokrasi ini dapat memenuhi fungsinya 

dalam usaha mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

Untuk itu diperlukan pendidikan politik yang lebih intensif. 
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Untuk sisi keamanan di Kabupaten Batang Hari relatif dalam kondisi 

baik, tetapi masalah-masalah yang berpotensi menimbulkan gangguan 

keamanan, tidak dapat diabaikan, misalnya: tindak kejahatan, sengketa tanah 

dan lahan serta masalah tapal batas wilayah. Untuk itu peran serta masyarakat 

terus diupayakan, sehingga peningkatan keamanan bukan merupakan tanggung 

jawab pemerintah dan aparat keamanan saja akan tetapi disadari oleh 

masyarakat bahwa keamanan merupakan milik bersama dan merupakan 

kewajiban setiap orang untuk memelihara dan menjaganya sehingga visi misi 

Kabupaten Batang Hari dapat diwujudkan secara optimal.  



21 

 

 

 

 

 

  

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 

 

BAB II 
PERENCANAAN DAN 
PERJANJIAN KINERJA 
 

2.1.  PERENCANAAN  

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan 

Nasional, merupakan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan 

termasuk pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Mengacu kepada 

undang-undang ini, Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2006-2025 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016.   

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah, maka setiap daerah 

wajib membuat laporan 

pertanggung jawaban kinerja 

pemerintah dalam bentuk Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah  (LAKIP).  Penyusunan 

LAKIP ini berpedoman pada Inpres 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP). 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Batang Hari 2011-2016 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, yang dijabarkan 

dalam kebijakan program dan kegiatan daerah, serta menjadi pedoman bagi 

setiap penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di 

Kabupaten Batang Hari. 
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Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RPJMD diderivasi 

atau di jabarkan ke dalam  visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tingkat 

SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).  

2.1.1. VISI DAN MISI 

a. Pernyataan Visi 
 

“Bangun Ekonomi Rakyat Lanjutkan Pembangunan dengan Iman dan 

Pemerataan”   

b. Penjelasan Makna 
 

Secara eksplisit agar dapat digunakan sebagai acuan arah pembangunan 

lima tahun yang lebih terukur, maka visi Kabupaten Batang Hari mengandung 

makna: 

Ekonomi Rakyat ; Adalah tumbuh dan berkembangnya kehidupan 

perekonomian suatu daerah dengan keberpihakan kepada ekonomi rakyat 

dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraannya.  

Iman ; Sebagai sumber inspirasi serta keyakinan ajaran moral dalam 

menggerakkan masyarakat untuk pembangunan daerah, dan sebagai landasan 

perilaku yang diwujudkan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat 

Kabupaten Batang Hari. 

Pemerataan ; Maksudnya adalah pembangunan yang dilaksanakan 

memperhatikan azas pemerataan dan sekaligus mengurangi kesenjangan antar 

Kecamatan dan antar desa diperlukan strategi dan kebijakan pembangunan 

daerah yang komprehensif dan pendekatan pembangunan yang berbasis 

kewilayahan. 

c. Pernyataan Misi 

Dalam rangka menterjemahkan visi di atas, maka ditetapkan lima misi 

pembangunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjalankan kebijakan 

pembangunan  ekonomi dengan prinsif-prinsif ekonomi kerakyatan;  

2. Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak mulia, yang 

ditopang oleh kesadaran saling menghormati dan saling mendukung antara 

ulama’ dan umaro; 
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3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk Sumber 

Daya Aparatur; 

4. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara 

proforsional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan 

Reformasi Birokrasi yang berkeadilan; 

5. Meningkatkan penggalian potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai salah 

satu sumber daya pembangunan, dengan prinsip berkelanjutan serta 

menjaga kelestraian lingkungan dan keseimbangan ekosistem; 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas sebagai perwujudan 

cita-cita Rakyat Batang Hari lima tahun ke depan fokus pada empat bidang 

Agenda Utama Pembangunan Kabupaten Batang Hari yaitu;  

1. Bidang Ekonomi Rakyat  

2. Bidang Pendidikan 

3. Bidang Kesehatan 

4. Bidang Infrastruktur 

Keempat bidang tersebut akan di laksanakan secara sinergis, holistik dan 

komprehensif serta terintegrasi dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, 

kesemuanya ini akan ditentukan oleh kinerja aparatur penyelenggara 

kepemerintahan umum, pelayanan publik, dan pembangunan.  

Kebijakan yang akan di laksanakan lima Tahun kedepan adalah terus 

melanjutkan pembangunan yang terbengkalai, melanjutkan pembangunan yang 

belum tersentuh, memperbaiki pembangunan yang saat ini sudah sangat parah 

dan memperihatinkan dengan prinsif kebersamaan dan pemerataan.  

 

d. Penjelasan Misi  

Berdasarkan visi sebagaimana diuraikan  di atas, selanjutnya ditetapkan  

misi  pembangunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 – 2011, yaitu: 

a. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM; 

b. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 

c. Mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan; 

d. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, 

akuntabel, transparan, partisipatif, efektif dan efisien;  
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e. Mewujudkan tatanan masyarakat yang agamis, demokratis, serta 

menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM. 

 

2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN 
 

Penetapan tujuan pembangunan didasarkan kepada faktor-faktor kunci 

keberhasilan dalam proses pembangunan daerah.   Berdasarkan visi dan misi 

maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Batang 

Hari dalam tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : 

 

a. Mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita melalui program pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan umum 

2. Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi 

kerakyatan  

3. Terciptanya peningkatan daya saing perekonomian daerah skala 

regional dan nasional 

4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif 

5. Terciptanya pengurangan jumlah penduduk miskin. 

 

b. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Batang Hari yang agamis 

dan berakhlak mulia, dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Terwujudnya komunikasi antara ulama, umaro dan masyarakat dalam 

praktik kehidupan beragama 

2. Terwujudnya peran serta lembaga keagamaan dalam pembangunan 

3. Terwujudnya peningkatan kualitas dan sarana dan prasarana 

keagamaan 
 

c. Mewujudkan kualitas pelayanan dasar masyarakat, profesionalisme dan 

integritas aparatur, dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Masyarakat 

2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Aparatur 

3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 
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4. Terciptanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 

5. Meningkatnya peranan  Perempuan dalam pembangunan 

6. Menekan tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

 

d. Terwujudnya kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, 

dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan  yang 

bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel 

2. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat 

diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan 

masyarakat 

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan 

publik 

4. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan per 

UU-an ditingkat pusat dan daerah. 

5. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi 
 

e. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan SDA melalui peningkatan kualitas 

penataan ruang dan lingkungan, dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Terwujudnya pemanfaatan SDA secara lestari untuk mendorong 

peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat 

2. Terjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem 

2.2  PERJANJIAN KINERJA 
3.  

2.2.1  Penetapan Kinerja Tahun 

Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja yang ingin dicapai 
untuk mewujudkan kinerja  yang baik berdasarkan pada sumber daya yang 
dimiliki, maka pemerintah kabupaten Batang Hari menetapkan perjanjian 
kinerjanya sebagai berikut : 
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Tabel 5. 
Perjanjian Kinerja Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 

 
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya peningkatan kualitas 
infrastruktur Pelayanan Umum. 

 39 Rasio rumah layak huni 

Persentase Panjang jalan kabupaten dalam Kondisi baik (> 
40 KM/jam) 

32,2 

Jumlah desa/kelurahan yang  dialiri listrik 108 

% Ruang kelas kondisi baik 78 

Nilai Tukar Petani (NTP) 96,41 

2. Tersedianya  lapangan pekerjaan melalui 
pendekatan ekonomi kerakyatan. 

 72 Rasio penduduk yang bekerja 

Tingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja yang terdaftar 17,28 

3.Terciptanya peningkatan daya saing 
perekonomian daerah skala regional dan 
nasional. 

 0 Jumlah perusahaan yang menerapkan ISO 

jumlah komoditi produksi potensial daerah yang sudah SNI 0 

4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif.  0,79 Nilai Investasi PMDN 

Nilai Ekspor 1,5 

Nilai Impor 2 

5. Terciptanya pengurangan jumlah 
penduduk miskin. 

 15,57 Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan 

Tingkat Kedalaman kemiskinan 0,6 

Jumlah tingkat keparahan kemiskinan 0,13 

  3.000 6. Terwujudnya komunikasi antara ulama, 
umaro dan masyarakat dalam praktik 
kehidupan beragama 

Jumlah usia sekolah yang hatam al qur'an 

Jumlah kasus talak/perceraian 85 

  60 7. Terwujudnya peran serta lembaga 
keagamaan dalam pembangunan 

% kegiatan pembangunan yang melibatkan lembaga 
keagamaan secara aktif 

8.   Terwujudnya peningkatan kualitas dan 
kuantitas sarana dan prasarana 
keagamaan. 

Jumlah DTA 230 

% DTA dalam kondisi baik 65 

9. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM 
Masyarakat. 

Angka melek huruf 99,15 

Angka rata-rata lama sekolah 7,85 

Angka putus sekolah 0,31 

Angka usia harapan hidup 70,13 

Angka kematian bayi  (per 1.000 Kelahiran hidup) 5,6 

Angka kematian ibu melahirkan (per 1,000 kelahiran hidup) 5 

10. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM 
Aparatur 

Jumlah PNS yang dikenakan teguran/hukuman pelanggaran 
disiplin 

0 

Persentase Unit Layanan yang memiliki SPM 8 

 % PNS yang memiliki kompentensi di bidangnya 50 

11. Terwujudnya peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan masyarakat. 

 75 Persentase pelayanan kesehatan Rujukan pasien 
masyarakat miskin 

Persentase pertolongan persalinan Oleh tenaga kesehatan 
yang memiliki kompetensi kebidanan 

91,51 

  60 12. Terciptanya peningkatan kualitas sarana 
dan prasarana kesehatan. 

% Puskesmas Induk yang melayani rawat inap 

 Rasio dokter per satuan penduduk 28 

  28 13. Meningkatnya peranan  Perempuan 
dalam pembangunan. 

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 

 Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan 16,1 

    Jumlah PMKS 200 
14. Menekan tingkat Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial. 
  

15. Terciptanya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintahan  yang 
bersih, efisien, efektif, transparan, 
profesional dan akuntabel. 

  Jumlah temuan pemeriksaan aparat pengwasan ekternal dan 
internal : 

- BPK 153 

- Inspektorat Provinsi 98 

- Inspektorat Kabupaten 236 
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16. Terhapusnya peraturan perundang-
undangan dan tindakan yang bersifat 
diskriminatif terhadap warga negara, 
kelompok, atau golongan masyarakat. 

Jumlah Perda yang bersifat diskriminatif 0 

      17. Meningkatnya partisipasi masyarakat 
dalam pengambilan kebijakan publik. 

Persentase program dan kegiatan ekonomi dan sosial 
budaya daerah yang dialokasikan dalam APBD 

 

  11,51 

   18. Terjaminnya konsistensi dan kepastian 
hukum seluruh peraturan per UU-an 
ditingkat pusat dan daerah. 

Jumlah Perda yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan lebih tinggi 

10 

19.  Berkurangnya secara nyata praktik KKN 
di birokrasi. 

  Jumlah temuan pemeriksaan eksternal tentang kasus KKN 18 

Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal tentang kasus 
KKN 

17 

20. Terwujudnya pemanfaatan SDA secara  
lestari untuk mendorong peningkatan  
ekonomi daerah dan kesejahteraan  
masyarakat 

Jumlah Kasus penebangan liar 30 

Pertambangan tanpa ijin 10 

21. Terjaminnya kelestarian lingkungan dan  
keseimbangan ekosistem 

Persentase penanganan sampah 28 

Persantase luas pemukiman yang tertata 10 

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air 
bersih 

14 

 

2.2.2  Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam menjalankan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan visi, misi, strategi dan 

arah kebijakan pembangunan. Untuk itu dalam mewujudkan capaikan 

keberhasilan pembangunan, Kabupaten Batang Hari mendefinisikan fokus 

utama pembangunan dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Batang 

Hari 2011-2016 dengan Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan untuk 

mengukur tercapainya tujuan pada akhir periode RPJMD adalah sebagai 

berikut: 

 
Tabel   6. 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari 
Tahun 2011-2016 

 

Tujuan Sasaran 

 INDIKATOR KINERJA 

UTAMA PEMERINTAH 

DAERAH 

Target 

Capaian 

Tahun 

2013 

1 2 3 4 

Misi I  :   Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjalankan kebijakan pembangunan  

ekonomi dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan; 

Mewujudkan 

peningkatan 

pendapatan 

perkapita melalui 

program 

1. Terwujudnya peningkatan 

kualitas infrastruktur Pelayanan 

Umum. 

Rasio rumah layak huni  39 

Persentase Panjang jalan 

kabupaten dalam Kondisi 

baik (> 40 km/jam) 

32,20 
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pemberdayaan 

ekonomi 

masyarakat. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jumlah desa/kelurahan 

yang  dialiri listrik 

108 

% Ruang kelas kondisi 

baik 

78 

 Nilai Tukar Petani (NTP)  96,41 

2. Tersedianya  lapangan pekerjaan 

melalui pendekatan ekonomi 

kerakyatan. 

Rasio penduduk yang 

bekerja 

72,00 

Tingkat Pertumbuhan 

Angkatan Kerja yang 

terdaftar 

17.28 

3.Terciptanya peningkatan daya 

saing perekonomian daerah skala 

regional dan nasional. 

Jumlah perusahaan yang 

menerapkan ISO 

0 

jumlah komoditi produksi 

potensial daerah yang 

sudah SNI 

0 

4. Terciptanya iklim investasi yang 

kondusif. 

Nilai Investasi PMDN 0,79 

Nilai Ekspor 1,50 

Nilai Impor 2,0 

5. Terciptanya pengurangan jumlah 

penduduk miskin. 

Persentase Penduduk di 

atas garis kemiskinan 

15,57 

Tingkat Kedalaman 

kemiskinan 

0,7 

Jumlah tingkat keparahan 

kemiskinan 

0,13 

Misi II : Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamais, berakhlak mulia, yang ditopang 

dengan kesadaran saling menghormati dan saling mendukung antara ulama' dan 

umaro; 

Mewujudkan 

kehidupan 

masyarakat 

Kabupaten Batang 

Hari yang agamis 

dan berakhlak mulia 

1. Terwujudnya komunikasi antara 

ulama, umaro dan masyarakat 

dalam praktik kehidupan beragama 

Jumlah usia sekolah yang 

hatam al qur'an 

300 

Jumlah kasus 

talak/perceraian 

85 

2. Terwujudnya peran serta 

lembaga keagamaan dalam 

pembangunan 

% kegiatan pembangunan 

yang melibatkan lembaga 

keagamaan secara aktif 

60 

3.   Terwujudnya peningkatan 

kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana keagamaan. 

Jumlah DTA 230 

% DTA dalam kondisi baik 65 

Misi III  :  Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk Sumber Daya 

Aparatur; 

Mewujudkan 

kualitas 

pelayanan dasar 

masyarakat, 

profesionalisme 

dan integritas 

aparatur. 

1. Terwujudnya 

peningkatan kualitas 

SDM Masyarakat. 

Angka melek huruf  99,15 

Angka rata-rata lama sekolah 7,85 

Angka putus sekolah 0,31 

Angka usia harapan hidup 70,13 

Angka kematian bayi  (per 1.000 Kelahiran 

hidup) 

5,6 
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Angka kematian ibu melahirkan (per 1,000 

kelahiran hidup) 

5 

2. Terwujudnya 

peningkatan kualitas 

SDM Aparatur 

  

  

Jumlah PNS yang dikenakan teguran/hukuman 

pelanggaran disiplin 

0 

Persentase Unit Layanan yang memiliki SPM 8 

% PNS yang memiliki kompentensi di 

bidangnya 

50,00 

3. Terwujudnya 

peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan 

masyarakat. 

Persentase pelayanan kesehatan Rujukan 

pasien masyarakat miskin 

75 

Persentase pertolongan persalinan Oleh 

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 

kebidanan 

91,51 

4. Terciptanya 

peningkatan kualitas 

sarana dan prasarana 

kesehatan. 

% Puskesmas Induk yang melayani rawat inap 60 

Rasio dokter per satuan penduduk 28 

5. Meningkatnya 

peranan  Perempuan 

dalam pembangunan. 

Persentase partisipasi perempuan di lembaga 

pemerintah 

28 

Persentase Partisipasi angkatan kerja 

perempuan 

16,1 

 

6. Menekan tingkat 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial. 

Jumlah PMKS (KK) 200 

Misi IV   :  Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara proforsional, 

efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan Reformasi Birokrasi 

yang berkeadilan; 

Terwujudnya 

kepemerintahan 

yang baik dan 

Pemerintahan 

yang bersih. 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Terciptanya 

kelembagaan dan 

ketatalaksanaan 

pemerintahan  yang 

bersih, efisien, efektif, 

transparan, 

profesional dan 

akuntabel. 

  

Jumlah temuan pemeriksaan aparat 

pengwasan ekternal dan internal 

  

- BPK 153 

- Inspektorat Provinsi 98 

- Inspektorat Kabupaten 236 

2. Terhapusnya 

peraturan perundang-

undangan dan 

tindakan yang bersifat 

diskriminatif terhadap 

warga negara, 

kelompok, atau 

golongan masyarakat. 

Jumlah Perda yang bersifat diskriminatif  0 

3. Meningkatnya 

partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan 

kebijakan publik. 

Persentase program dan kegiatan ekonomi 

dan sosial budaya daerah yang dialokasikan 

dalam APBD 

11.51 

4.  Terjaminnya 

konsistensi dan 

kepastian hukum 

Jumlah Perda yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan lebih tinggi 

10 
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seluruh peraturan per 

UU-an ditingkat pusat 

dan daerah. 

5.  Berkurangnya 

secara nyata praktik 

KKN di birokrasi. 

  

Jumlah temuan pemeriksaan eksternal tentang 

kasus KKN 

18 

Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal 

tentang kasus KKN 

17 

Misi V   :    Meningkatkan penggalian potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai salah satu 

sumber daya pembangunan, dengan prinsip berkelanjutan serta menjaga 

kelestraian lingkungan dan keseimbangan ekosistem; 

Mewujudkan 

optimalisasi 

pemanfaatan 

SDA melalui 

peningkatan 

kualitas penataan 

ruang dan 

lingkungan. 

1. Terwujudnya 

pemanfaatan SDA 

secara lestari untuk 

mendorong 

peningkatan ekonomi 

daerah dan 

kesejahteraan 

masyarakat.  

Jumlah kasus penebangan liar 30 

Pertambangan tanpa ijin 10 

2.  Terjamin 

kelestarian lingkungan 

dan keseimbangan 

ekosistem. 

Persentase penanganan sampah 28 

Persentase Luas pemukiman yang tertata 10 

Persentase Rumah Tangga (RT) Yang 

menggunakan air bersih 

14 
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BAB III 
AKUNTABILITAS 
KINERJA 
 
 

 
 
3.1.  ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN 
 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 

Anggaran 2013 disusun dalam bentuk laporan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana 

Kinerja Tahunan Tahun 2013.  

Laporan akuntabilitas kinerja 

menyajikan perihal capaian 

kinerja atas pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan, 

baik keberhasilan maupun 

kegagalan. Capaian kinerja 

yang diukur adalah kinerja 

sasaran melalui indikator-

indikator sasaran yang telah 

ditetapkan. Nilai capaian 

kinerja sasaran diperoleh dari 

implementasi, pelaksanaan program dan kegiatan dengan beberapa indikator 

yaitu input, output, outcomes. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah merencanakan/menetapkan 21 

sasaran untuk kurun waktu 5 Tahun; melalui Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 sampai dengan 2016. 

Penetapan sasaran yang hendak dicapai didasarkan atas lima misi sebagaimana 

telah disampaikan di Bab II.  



32 

 

 

 

 

 

  

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 

 

3.1.1   Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Perkapita Melalui Program 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

 

Pasal 33 UUD 1945 mengamanahkan bahwa ekonomi kerakyatan 

merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.  

Ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan identik dengan ekonomi pancasila 

adalah ekonomi yang digerakan berdasarkan prinsip optimalisasi pemanfaatan 

sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumberdaya permodalan, sumber 

daya manusia yang ada untuk sebesar besarnya kepentingan masyarakat 

banyak.  Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah upaya yang merupakan 

pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk 

meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia 

maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan 

produktivitasnya. Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, 

maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah 

penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi 

dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang 

memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, 

pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik 

dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. 

Selanjutnya ekonomi kerakyatan sering disebut sebagai Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, 

makanan, dan sebagainya.  Ekonomi kerakyatan ditujukan terutama untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan 

kepentingan masyarakat lainnya. 

Ekonomi kerakyatan memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, selain itu ekonomi 

kerakyatan juga menginginkan kemakmuran rakyat.  Sistem ekonomi 

kerakyatan memiliki fungsi yang kuat dalam membantu masyarakat 

karenalangsung berhubungan dengan urat nadi kehidupan masyarakat. Sistem 

ekonomi kerakyatan perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu 

mesin bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk 

pemerataan pembangunandan pengentasan kemiskinan. 

Salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan ekonomi 

kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah tersedianya 

infrastruktur yang memadai.  Kondisi infrastruktur secara langsung maupun 

tidak langsung berpengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat.   
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Konsep dasar tentang ekonomi kerakyatan sebagaimana paparan di atas, 

menginspirasi pemerintah Kabupaten Batang Hari menjadikan ekonomi 

kerakyatan sebagai salah satu kebijakan dalam pembangunan daerah.  Sesuai 

dengan visinya maka Pemerintah Kabupaten Batang Hari berkomitmen 

membangun ekonomi kerakyatan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Upaya ini diimplementasikan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas 

infrastruktur serta pelayanan umum.  Infrastruktur yang memadai merupakan 

faktor penting untuk menjamin tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan.  

Sarana infrastruktur sangat berperan dalam upaya untuk memecahkan berbagai 

masalah perekonomian masyarakat berkaitan dengan sains, ekonomi, teknologi, 

budaya dan sosial. 

Dalam konteks untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari senantiasa mengupayakan membangun 

ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana 

infrastruktur.  Berbagai sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 

ekonomi kerakyatan ini  adalah sebagai berikut : 

 

Sasaran 1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur 
Pelayanan Umum 

 

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.  Secara 

ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi 

marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi 

mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap 

efisiensi biaya.  Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan 

kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai 

konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan 

kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro 

ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan 

pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.   

Begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah 

studi yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tingkat 

pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah 

sebesar 60%. Bahkan studi dari World Bank (1994) disebutkan elastisitas PDB 

(Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 

0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1 (satu) persen saja 
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ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% 

sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan. Secara empiris jelas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh 

besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta 

perkembangan suatu negara atau wilayah. 

Selain itu pembangunan infrastruktur diharapkan dapat 

menumbuhkembangkan potensi-potensi ekonomi perdesaan.  Oleh karena itu 

pembangunan infrasturuktur merupakan salah satu focus utama dalam 

pembangunan  Kabupaten Batang Hari tahun 2011-2016.  Meningkatnya 

kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur di perdesaan 

diharapkan berdampak terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan dalam 

mewujudkan cita-cita Batang Hari Berlian 2016. Beberapa aspek penting yang 

menjadi perhatian dalam proses pembangunan infrastruktur diwilayah ini 

antara lain mengupayakan rumah yang layak bagi masyarakat, peningkatan 

kualitas infrastruktur jalan, penyediaan energi listrik yang dapat menjangkau 

seluruh wilayah kabupaten dan penyediaan ruang kelas belajar yang memadai 

bagi peserta didik.  Perbaikan infrastruktur diharapkan juga berdampak 

terhadap nilai tukar petani Batang Hari. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari melakukan berbagai upaya dan 

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran di atas yang diukur melalui 

indikator kinerja sebagai berikut: 

Tabel  7.   
Capaian Kinerja Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur 

Pelayanan Umum, Tahun 2013 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi

Awal 
RPJMD 

Capaian 
Tahun 
2012 

Tahun 2013 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 Rasio rumah layak huni Persen 30 274,72 39 98,90 253,59 

2 Persentase panjang jalan 
kabupaten  dalam kondisi 
baik 

Persen 20,23 123,21 32,20 45,75 142,08 

3 Jumlah desa/kelurahan 
yang dialiri listrik 

Desa 98 100 108 113 104,6 

4 Persentase Ruang Kelas 
kondisi baik 

Persen 76 98,31 78 86,93 111,4 

5 NTP Persen 94.82 94,02 94,41 87,31 92,47 

 Rata-rata   138,05   140,82 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Umum sebesar 140,82 

persen. Bila dibandingkan Tahun 2012 dengan capaian kinerja sebesar 92,65 

persen, maka terdapat peningkatan yang sangat signifikan sebesar 48,18 

persen. Secara keseluruhan Capaian kinerja tersebut telah optimal, hampir 

semua indikator telah tercapai. 

Capaian kinerja rasio rumah layak huni yang sangat signifikan bahkan 

tertinggi dari lima indikator sasaran sebesar 253,59 persen. Hal ini sebagai 

dampak direalisasikannya program Bedah Rumah sebanyak 314 unit di delapan 

kecamatan, terdiri dari 263 unit dari alokasi APBD Kabupaten Batang Hari 

sebesar Rp.3.945.000.000,-  dan pelaksanaan Program Satu Miliyar Satu 

Kecamatan (SAMISAKE) untuk 51 unit dengan sumber bantuan keuangan dari 

Provinsi Jambi sebesar Rp.510.000.000,-.  Program bedah rumah ini bersifat 

stimulan untuk mendorong keswadayaan masyarakat.   

Disamping program di atas capaian tersebut dipengaruhi oleh 

peningkatan kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk memiliki rumah 

yang layak secara swadaya. Peningkatan ini juga disebabkan karena adanya 

kegiatan  pemberdayakan Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR) agar 

mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah agar layak huni secara 

swadaya.  

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu aspek vital dan 

penting dalam pembangunan daerah.  Pembangunan dan peningkatan jalan 

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, 

handal, berkualitas dan aman.  Pembangunan dan peningkatan jalan terutama 

pada daerah-daerah sentra produksi menuju tujuan akhir, sehingga mampu 

menekan biaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan indeks penerimaan 

masyarakat yang mayoritas menggantungkan ekonominya pada sektor 

perkebunan. Selain itu pembangunan infrasturktur jalan bertujuan untuk 

mewujudkan sistem transportasi secara terpadu dengan pembangunan wilayah 

dan menjadi bagian dari suatu sistem distribusi yang mampu memberikan 

pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan 

transportasi antara desa dengan kota. 

Capaian kinerja persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 

pada Tahun 2013 sebesar 142,08 persen. Capaian ini lebih tinggi dari capaian 

Tahun 2012 sebesar 123,21 persen, hal ini dipengaruhi oleh adanya 

peningkatan panjang jalan akibat pembukaan jalan baru yang masih berupa 

pembentukan badan jalan serta kerusakan pada jalan-jalan yang sebelumnya 
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kondisinya masih baik. Akhir Tahun 2012 tercatat panjang jalan kabupaten 

834,463 KM. Sampai dengan akhir Tahun 2013 meningkat menjadi  854,158 KM 

atau meningkat 19,695 KM (0,024 persen). 

Dari 854,158 KM jalan kabupaten, sebesar 61,62 persen diantaranya 

merupakan jalan aspal, atau sepanjang 526,273 KM dan 38,38 persen dari jalan 

aspal dalam kondisi baik, dan sisanya dalam kondisi sedang, rusak ringan dan 

rusak berat sebagai mana terlihat pada tabel 8. 
 

 Tabel 8  
Kondisi Jalan Aspal Kabupaten Batang Hari 

 

Tahun 
Panjang 

(km) 

Kondisi Jalan Aspal (Km) 

Baik Sedang 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

 
Tahun 2012 

515,033 179.053 4.028 45.666 286.286 

Tahun 2013 526,273 240,764 51,930 42,616 190,963 

Peningkatan 7,647 61,71 47,902 -3,05 -95,323 

Sumber : Dinas PU Kabupaten Batang Hari 
 

Tabel di atas menjelaskan bahwa kondisi jalan aspal yang ada di 

Kabupaten Batang Hari hanya 42,65 persen dari total panjang jalan yang 

beraspal, artinya 57,25 persen dari jalan yang beraspal dalam kondisi layak 

berupa jalan yang dalam kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan.  

Tabel 9. 
Kondisi Konstruksi Jalan Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 

 

Jenis Jalan Tahun 

Kondisi KonstruksiJalan (Km) 

Panjang 
(km) 

Aspal Kerikil Tanah 

 

Jalan Kabupaten 

2012 834,463 515,033 80,830 238,600 

2013 854,128 526,273 79,540 246,550 

Peningkatan Kondisi Jalan  19,665 11,24 -1,29 7,95 

Sumber : Dinas PU Kabupaten Batang Hari 
 

Data dari Tabel  9 di atas terlihat bahwa jalan dengan perkerasan aspal 

pada Tahun 2013 sebesar 61,60 persen lebih rendah dari capaian Tahun 2012. 

Arah kebijakan pembangunan jalan di Tahun 2013 lebih kepada peningkatan 
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jalan-jalan dari dan menuju sentra produksi yang menjadi pusat pertumbuhan 

ekonomi.  Pertumbuhan panjang jalan pada Tahun 2013 sebesar 0,024 persen, 

sedangkan pertumbuhan panjang jalan dengan konstruksi aspal sebesar 0,022 

persen dari Tahun 2012.  

Pembangunan infrastruktur listrik dengan mengupayakan penambahan 

jaringan listrik baru sampai ke seluruh desa merupakan salah satu prioritas 

pemerintah Kabupaten Batang Hari yang tertuang dalam RPJMD 2011 – 2016.  

Target yang ditetapkan bahwa sampai akhir 2016, seluruh desa di Kabupaten 

Batang Hari sudah teraliri listrik.  Namun demikian ternyata pada Tahun 2013 

target sudah tercapai, seluruh desa dapat menikmati listrik.  Selain itu dengan 

adanya listrik sampai ke desa-desa diharapkan dapat menumbuhkan usaha 

ekonomi produktif atau home industri yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Program listrik masuk desa ini diharapkan mampu 

menumbuhkembangkan unit-unit usaha ekonomi produktif di Pedesaan, 

sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian desa. 

 Kontribusi dan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan masyarakat salah satunya diimplementasikan dalam bentuk 

penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang belajar.  

Jumlah ruang belajar dalam berbagai tingkatan pendidikan di Kabupaten Batang 

Hari sampai dengan akhir 2013 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel    10 
Kondisi ruang kelas menurut tingkat pendidikan Tahun 2011– 2013 

 

Tingkat 
Pendidikan 

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 

Baik 
Jumlah 
kelas 

% Baik 
Jumlah 
kelas 

% Baik 
Jumlah 
kelas 

% 

SD 875 1,186 73.78% 988 1,280 77.19% 1.232 1.347 91,46 

SMP 244 385 63.38% 263 345 76.23% 306 345 88,69 

SMA/SMK 92 109 84.40% 92 149 61.74% 204 214 95,32 

Pertumbuhan 1,211 1,680 72.08% 1,343 1,774 75.70% 1.742 1.904 91,82 

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari 

 

Tahun 2013 telah dilakukan peningkatan sarana ruang kelas melalui 

pembangunan ruang kelas baru sebanyak 132 ruang kelas dan perbaikan ruang 

kelas sebanyak 267 unit.Pembangunan dan perbaikan ini terdiri dari jenjang 

pendidikan SD, SMP dan SLTA. 
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Pertumbuhan jumlah ruang kelas setiap tahunnya terus meningkat 

sampai dengan Tahun 2013 pertumbuhannya mencapai 1,904 persen 

dibandingkan dengan Tahun 2012 yang hanya 1,744 persen. Begitu pula dengan 

jumlah kelas yang dalam kondisi baik. Secara umum capaian kinerja ruang kelas 

dalam kondisi baik telah terlampaui dimana saat ini capaiannya sebesar 91,82 

persen dari target akhir RPJMD sebesar 80 persen.  

NTP adalah rasio atau perbandingan  indeks yang diterima oleh petani 

dari usaha taninya dengan indeks yang dibayarkan petani dan dinyatakan dalam 

persen.  NTP ini diukur oleh Biro Pusat Statistik di setiap Provinsi  terhadap 

lima subsektor yaitu sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, 

Perkebunan Rakyat  dan Perikanan yang selanjutnya  dikenal dengan istilah 

NTP  Gabungan.  Bila angka NTP lebih besar dari 100 persen memberi indikasi 

bahwa petani secara keseluruhan di lima subsektor di provinsi itu sudah 

sejahtera karena indeks penerimaan lebih besar daripada indeks pengeluaran 

yang berpotensi adanya investasi atau tabungan.  Jika kurang dari 100 persen 

memberi indikasi bahwa petani di provinsi belum sejahtera atau dengan kata 

lain belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik-turunnya NTP di sebuah 

daerah, antara lain; (1) tingkat produktifitas usaha tani,  (2) tingkat penerapan 

integrasi hulu-hilir dari usaha tani itu, dan (3) pengaruh atau dukungan dari 

sektor lain.  Produktivitas usaha tani  tentunya dipengaruhi oleh Penerapan 

Teknologi  yang dianjurkan, dimulai dari penggunaan bibit bermutu, pupuk 

berimbang, pengendalian hama-penyakit sampai kepada pendampingan dalam 

rangka proses transformasi sosial. 

Sektor lain juga sangat berpengaruh terhadap naik-turunnya NTP seperti 

tersedianya  Infrastruktur dasar berupa  irigasi, jalan, sarana transportasi, air 

bersih,  kelistrikan dan pendidikan serta pelayanan kesehatan.  

NTP kondisi akhir Tahun 2013 sebesar 92,47 persen, turun dari realisasi 

Tahun 2012 sebesar 94,02 persen. Kondisi ini disebabkan semakin terpuruknya 

harga beberapa komoditas pertanian akibat belum membaiknya ekonomi 

global. Seperti diketahui bahwa komoditas hasil perkebunan merupakan 

produk ekspor, sehingga harganya sangat dipengaruhi oleh permintaan ekspor 

itu sendiri. Sementara itu inflasi akibat naiknya harga BBM cukup tinggi 

sehingga berpengaruh terhadap pengeluaran petani. Selain itu, secara umum 

tingkat produktifitas berbagai produk pertanian relative masih rendah, 

terutama untuk komoditas karet dan tanaman pangan.  Rendahnya 
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produktivitas karet salah satunya disebabkan karena masih dalam proses 

replanting sehingga belum berproduksi optimal.  

Beberapa program/kegiatan pada bidang pertanian yang berkaitan 

dengan upaya peningkatan NTP pada Tahun 2013 di Kabupaten Batang Hari 

yang dilaksanakan antara lain : 

1. Pembangunan jalan produksi perkebunan sepanjang 8 KM dan jalan usaha 

tani sepanjang 31 KM. 

2. Pembinaan  pengolahan dan pemasaran produk pekebunan berupa 

pembangunan sarana dan prasarana pasar lelang karet 

3. Pendataan dan sertifikasi lahan perkebunan. 

4. Penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian tanaman pangan 

berupa alsintan, benih padi dan sayuran serta bibit buah-buahan . 

5. Pengawasan berkala terhadap harga bahan pokok di pasaran dengan 

kegiatan operasi pasar bahan pokok, dan pengembangan informasi pasar. 

6. Peningkatan produksi perikanan melalui kegiatan pengembangan budidaya 

perikanan di kawasan minapolitan dengan pembangunan kolam ikan 

pengembangan budidaya  peternakan melalui kegiatan Inseminasi Buatan 

(IB). 

7.  Ekstensifikasi pertanian dengan kegiatan pembukaan lahan tidur. 

8. Penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian tanaman pangan 

berupa alsintan dari program SAMISAKE Provinsi Jambi 
 

 

Sasaran 2 Tersedianya Lapangan Pekerjaan Melalui Pendekatan 
Ekonomi Kerakyatan 

Ekonomi kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang 

berazas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan 

menunjukkan keberpihakan pada ekonomi rakyat yang berkeadilan sosial. 

Ekonomi kerakyatan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat baik 

sebagai tenaga produktif yang memerlukan lapangan pekerjaan, sebagai 

pengusaha, maupun sebagai konsumen.  Ekonomi kerakyatan tidak terbatas 

pada usaha-usaha rakyat seperti UKM dengan organisasi koperasi dan non-

koperasi saja, tetapi termasuk perusahaan swasta nasional dengan skala lebih 

besar, termasuk perusahaan asing yang berada di wilayah negara Republik 

Indonesia.  
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RPJMD 2011-2016 Pemerintah Kabupaten Batang Hari menetapkan 

agenda utama pembangunan yang salah satunya bidang ekonomi rakyat. 

Program-program yang disusun untuk mendukung agenda tersebut diantaranya 

penyediaan lapangan pekerjaan  diupayakan dengan memfasilitasi terciptanya 

kondisi yang kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja 

dapat berkembang dengan tumbuhnya usaha-usaha baru baik dibidang hulu 

maupun hilir di Kabupaten Batang Hari. Peningkatan dan penciptaan lapangan 

kerja bagi masyarakat sebagai upaya mengurangi tingkat pengangguran 

difokuskan pada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, 

peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan serta pembinaan lembaga 

ketenagakerjaan.     

Pada Tahun 2012 terdapat sekitar 69,05 persen masyarakat yang 

bekerja disektor pertanian (primer) dan sektor lain yang memiliki peranan 

cukup besar adalah sektor jasa (sektor tersier) sebesar 30,95 persen, dan 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,26 persen. 

Kinerja sasaran tersedianya Lapangan Pekerjaan Melalui pendekatan 

Ekonomi Kerakyatan telah diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran 

sebagaimana Tabel: 

Tabel 11. 
Capaian Kinerja Tersedianya Lapangan Pekerjaan Melalui Pendekatan 

Ekonomi Kerakyatan, Tahun 2013 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

Awal 
RPJMD 

 Capaian 
Tahun 2012 

Tahun 2013 

Target  Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 Rasio penduduk yang 
bekerja 

Persen 68.86 136,29 72,00 97 134,72 

2 Tingkat Pertumbuhan 
Angkatan Kerja yang 
terdaftar 

Persen 16.67 184,77 17,28 10,10 58,45 

 Rata-rata    160,53   98,58 

 

Data tabel di atas menjelaskan sasaran tersedianya lapangan pekerjaan 

melalui pendekatan ekonomi kerakyatan, secara komulatif persentase capaian 

indikator Tahun 2013 sebesar 96,58 persen, mengalami peningkatan sebesar 

9,91 persen dibandingkan dari tahun sebelumnya sebesar 86,67 persen. Rasio 

penduduk yang bekerja meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 97 persen, 
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jika dibandingkan dengan target Tahun 2013 bahkan target sampai dengan 

akhir RPJMD sebesar 77,05 persen.  Artinya tingkat ketergantungan penduduk 

usia kerja hanya tinggal 3 persen. 

Pada tahun 2013 tingkat produktifitas sektor pertanian yang terdiri dari 

subsektor perkebunan, perternakan perikanan dan tanaman pangan mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan.  Kenaiakan tingkat produktifitas ini 

menggambarkan bahwa ketersediaan lapangan perkerjaan bagi masyarakat 

yang berbasis pendekatan ekonomi kerakyatan menjadi sangat signifikan 

kontribusinya, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Batang Hari 

berkerja pada bidang pertanian sebesar 68,11 Persen dengan jumlah 75.370 

Orang yang berkerja pada bidang ini. 

Upaya yang telah dilakukan dalam menciptakan lapangan pekerjaan 

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan diantaranya : 

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada pemuda 

putus sekolah. 

2. Pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat miskin melalui program 

SAMISAKE Provinsi Jambi sebanyak 64 Orang untuk kecamatan Maro sebo 

Ulu dan Maro Sebo ilir 

3. Memberikan modal usaha dan peralatan perbengkelan terhadap peserta 

pelatihan. 

4. Menumbuh kembangkan usaha industri kecil dan menengah. 

5. Mengembangkan pertanian tanaman pangan dengan memberikan bantuan 

benih, bibit unggul , alat dan mesin pertanian, dan sarana prodiksi lainnya. 

6. Melaksanakan pembukaan lahan tidur, PLTB, rehap Jitut dan Jides dengan 

pola swakelola dan padat karya. 

7. Pengembangan usaha bidang peternakan melalui kegiatan pengembangan 

agribisnis peternakan,pembibitan dan perawatan ternak,dan 

pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak. 

8. Pengembangan di bidang perikanan melalui kegiatan Pengembangan balai 

Benih ikan, dan pengembangan pembenihan dan budidaya kolam dan 

keramba. 

9. Pengembangan perkebunan rakyat dengan kegiatan membangun jalan-

jalan produksi ke sentra perkebunan dan mengadakan bibit sawit subsidi 

dan pengembangan integrasi kelapa sawat dan ternak. 
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10. Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri perdesaan dilaksanakan dengan 

swakelola oleh masyarakat di 26 desa dan delapan kecamatan yang 

melibatkan partisipasi masyarakat, dengan kegiatan antara lain 

perkerasan jalan rabat beton, pembangunan gedung sekolah dan 

posyandu, pembangunan saluran air dan pembangunan sumur bor. 
 

 

Sasaran 3 Terciptanya Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah 
Skala Regional dan Nasional 

   Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis 

maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih 

terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Proses menuju kemandirian 

suatu daerah dalam era globalisasi saat ini tidak terlepas dari daya saing. Daya 

saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi, tetapi juga pada 

kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan dan persaingan global. Daya 

saing juga menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan 

daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing banyak faktor yang harus 

diperhatikan antara lain; memetakan potensi daerah, memperkuat 

insfrastruktur ekonomi termasuk SDM nya, menciptakan inovasi produk, 

mendorong ekonomi rakyat dengan meningkatkan penggunaan produksi lokal, 

serta dukungan pemerintah yang intens. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari memiliki peran dalam 

menumbuhkan daya saing daerah terutama dalam mendesain dan 

menginplementasikan berbagai kebijakan yang menawarkan lingkungan usaha 

yang kondusif kepada dunia bisnis dan menciptakan iklim usaha yang 

memungkinkan dunia usaha tumbuh dalam berkompetisi dengan produsen 

asing.  

Daya saing yang tumbuh dari sektor industri merupakan pendorong 

utama daya saing secara nasional. Melalui sektor industri, sumberdaya manusia, 

modal, kekayaan alam dikelola dan dimanfaatkan untuk memproduksi 

barang/jasa pada tingkat biaya yang efisien dan kualitas yang prima serta 

menjualnya ke pasar domestik dan global secara kompetitif. Pemerintah daerah 

harus  mencari dan mengenal potensi yang harus dikembangkan dan dapat 

berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Semakin terbukanya 

pasar bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah-daerah, 

tentunya harus di atasi dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif yang 

dapat menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong 
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tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. 

Potensi yang menjadi prioritas di Kabupaten Batang Hari adalah 

pertanian dan perkebunan, sebagai salah satu daerah agraris, maka Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari terus mengembangkan produk-produk unggulan untuk 

menembus pasar domestic dan pasar global sehingga perekonomian di 

Kabupaten Batang Hari terus meningkat. 

Standarisasi industri/perusahaan adalah suatu kenyataan yang 

diperlukan di dalam suatu sector industri tertentu bila mayoritas barang dan 

jasa yang dihasilkan harus memenuhi suatu standar yang telah dikenal dan 

konsumen (pengguna) akan lebih percaya pada barang/jasa yang telah 

mendapatkan jaminan sesuai dengan standar internasional. 

Standarisasi hasil produk suatu perusahaan/industri yang beredar 

dipasaran juga sangat diperlukan karena dengan adanya stantar tertentu dari 

suatu produk akan menjamin mutu barang yang dihasilkan. Di negara Indonesia 

ketentuan standarisasi mutu barang/jasa yang dihasilkan disebut dengan 

Standar Nasional Indonesia, sedangkan untuk legalitas yang diakui oleh dunia 

adalah International Organization for Standarization (ISO). 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam menciptakan iklim investasi 

yang berdaya saing dalam arti suasana dan lingkungan yang kondusif senantisa 

memberikan kemudahan bagi para dan/atau investor. Kemudahan yang 

diberikan berupa pengurusan perizinan, murah, cepat, dan jaminan kepastian 

hukum terhadap investasi.  

Pencapaian kinerja sasaran Terciptanya peningkatan daya saing 

perekonomian daerah skala regional dan nasioanl diukur melalui pencapaian 

indikator kinerja sebagai berikut : 

Tabel 12. 
Capaian Kinerja Terciptanya Peningkatan Daya Saing 

PerekonomianDaerah Skala Regional dan Nasional, Tahun 2013 
 

 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

Awal  
RPJMD 

Capaian 
Tahun 
2012 

Tahun 2013 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1. Jumlah perusahaan yang 
menerapkan ISO 

Perusahaan 0 0 0 1 100 

2. Jumlah komoditi produksi 
potensial daerah yang 
sudah SNI 

Jenis 0 0 0 1 100 

 Rata-rata   0   100 
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 Tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian kinerja sasaran terciptanya 
peningkatan daya saing perekonomian daerah skala regional dan nasional pada 
Tahun 2013 sebesar 100 persen. Bila dibandingkan pada Tahun 2012 dengan 
capaian kinerja 0 persen, maka terdapat peningkatan yang sangat signifikan 
sebesar 100 persen. 

Kondisi di atas terlihat bahwa pada indikator kinerja jumlah perusahaan 

yang menerapkan ISO,  pada Tahun 2013 dengan 0 persen, PT. IIS (Inti 

Indosawit Sejahtera) sebagai salah satu perusahaan yang telah menerapkan ISO 

di kabupaten Batang Hari, hal ini menggambarkan bahwa ISO bagi perusahaan 

sangat penting dalam meningkatkan standar, legalitas dan mutu produk yang 

dihasilkannya, sehingga meningkatkan daya saing untuk pasar domestic, 

regional dan internasional. 

Pada indikator jumlah komoditi produksi potensial daerah yang sudah 

SNI di kabupaten Batang Hari telah tercapai 1 (satu) jenis komoditi pertanian 

sub sektor perkebunan pada PT. Aneka Bumi Pratma yang sudah mendapat 

legalitas Standar nasional Indonesia (SNI), dari target capaian pada Tahun 2013 

yang hanya 0 terjadi pencapaian kinerja yang sangat signifikan yaitu 200 

persen. Dilihat dari capaian tersebut menunjukkan bahwa telah tumbuhnya 

kesadaran perusahaan/ UMKM untuk meningkatkan Standar produk, sesuai 

dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia, sehingga meningkatnya mutu 

dan standarisasi produk untuk menembus pasar domestic, regional, maupun 

internasional.  

Sasaran 4 Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif 

  

Substansi otonomi menuntut setiap pemerintah daerah mandiri dan 

kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan serta aktif mencari berbagai 

peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Banyak peraturan 

daerah (perda) dan kebijakan diformulasikan dalam rangka meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD). Umumnya perda dan kebijakan yang diterapkan 

Pemda tidak jauh dari urusan pajak, retribusi, perizinan dan pelayanan 

birokrasi yang disadari atau tidak disadari dapat membebani kegiatan dunia 

usaha sehingga daya tarik investasi di daerah menjadi rendah. 

Sesuai hasil kajian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah 

(KPPOD), saat ini masih banyak daerah yang menilai keberhasilan otonomi 

daerah adalah dengan meningkatnya PAD. Tinggi rendahnya PAD digunakan 

sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan otonomi 
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daerah. Target peningkatan PAD ini seringkali memicu munculnya berbagai 

kebijakan yang kontraproduktif (counter productive) terhadap iklim usaha dan 

investasi. Sementara itu iklim investasi yang kondusif juga dapat meningkatkan 

kegiatan ekonomi, baik berskala besar maupun kegiatan ekonomi kerakyatan 

sehingga mendongkrak kemampuan pemda, swasta dan masyarakat. Kegiatan 

ekonomi yang bergairah akan mampu menciptakan pasar tenaga kerja, iklim 

usaha yang kompetitif, meningkatkan perputaran uang dan mendatangkan 

pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. 

Daya tarik para penanam modal baik dari dalam maupun investor asing 

sangat dipengaruhi oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam 

menciptakan iklim usaha yang bersahabat, terutama dalam memanfaatkan 

pontensi sumber daya primer. Peraturan-peraturan dan regulasi daerah yang 

memberatkan bagi calon investor perlu disempurnakan.  

Komitmen Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam mewujudkan 

kemudahan investasi maka pada Tahun 2013 telah merubah nomenklatur dan 

tupoksi SKPD yang melayani perizinan dari Badan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (BPTSP) menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BPMPPT). Perubahan ini dimaksudkan untuk mendorong investasi 

daerah, memberi kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha serta 

menghindari beban ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Substansi 

kebijakan perubahan ini adalah untuk mengakomodir persoalan peningkatan 

investasi permodalan dari pihak swasta menjadi salah satu kebijakan strategis 

pemerintah terhadap kebutuhan dunia usaha yang perlu menjadi perhatian 

khusus oleh salah satu SKPD teknis.  

Pada dasarnya para investor dan pelaku usaha sangat membutuhkan 

kepastian hukum, keamanan, kestabilan perekonomian dan politik. Kontrak-

kontrak kerja antara  Pemerintah daerah dan atau masyarakat dengan pihak 

swasta perlu mendapat kepastian iklim investasi yang kondusif.  Oleh karena 

itu, selain membenahi dan melengkapi tugas pokok dan fungsi salah satu SKPD 

teknis yang menangani penanaman modal dan perizinan, komitmen pemerintah 

Kabupaten Batang Hari dalam upaya peningkatan investasi daerah telah 

diimplementasikan dalam bentuk beberapa regulasi dan tindakan nyata untuk 

menciptakan kondisi investasi yang kondusif bagi pelaku usaha.  

Indikator-indikator perekonomian nasional saat ini memperlihatkan 

potensi cukup besar untuk berkembangnya sebuah investasi. Nilai kurs rupiah 

relatif menunjukkan kecenderungan membaik, laju inflasi terkendali dan suku 

bunga SBI stabil.  Trend kurs rupiah, tingkat inflasi yang terkontrol dan suku 
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bunga yang stabil merupakan faktor utama kenyamanan berinvestasi. Kondisi 

makro seperti ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi 

dalam bentuk kebijakan kemudahan berinvestasi bagi pihak swasta oleh 

pemerintah Kabupaten Batang Hari.  Pada tahun 2013 terdapat berbagai upaya 

yang telah dilakukan, antara lain seperti; penyelesaian konflik secara 

komfrehensif, membentuk tim terpadu penanganan penyelesaian konflik, 

pembenahan kelembagaan, menetapkan persoalan pelayanan perizinan menjadi 

quick wins dalam Road Map Reformasi Birokrasi. 

Namun demikian, untuk mewujudkan kondisi investasi yang kondusif, 

masih banyak yang perlu dibenahi.  Faktor-faktor makro ekonomi di atas akan 

bermakna jika didukung oleh kebijakan daerah yang bijaksana dan responsif 

atas perkembangan. Pemerintah daerah harus mampu membuat kebijakan 

ekonomi yang sifatnya mendorong dunia usaha secara lebih progresif.  Sistem 

perpajakan dan retribusi daerah juga hendaknya didesain untuk menarik 

investasi baru dan menjaga kenyamanan pengusaha.  

Iklim investasi kondusif terjadi jika pemerintah, swasta dan masyarakat 

umum sama-sama dapat mengambil keuntungan atas keberadaan sebuah 

investasi. Pendapatan pajak pemerintah daerah meningkat, pelaku usaha 

memperoleh laba tinggi dan tenaga kerja terserap sehingga mengurangi jumlah 

pengangguran. Kondisi ideal ini dapat terjadi jika ada pola kemitraan antar 

ketiga pihak di atas.  

Membangun iklim investasi daerah yang kondusif tidak bisa terlepas dari 

sistem informasi pasar nasional maupun internasional. Promosi dan didukung 

dengan kondisi riil daerah atas kenyamanan investasi harus diciptakan. Pemda 

dan stakeholder harus menyadari bahwa terjadi persaingan ketat antar daerah 

dalam memperebutkan 

investasi baru. Pemda yang 

mampu membuat daerahnya 

menarik untuk investasi baru 

akan banyak didatangi 

investasi. Sebaliknya, Pemda 

yang daerahnya justru tidak 

menarik bagi investasi, 

jangankan masuknya investasi 

baru, investasi yang telah ada 

saja di daerah itu besar 

kemungkinan akan keluar atau pindah ke daerah lain.  
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Dalam rangka menjawab semua deskripsi  tersebut di atas, berbagai 

kebijakan baik   program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka 

menciptakan iklim investasi yang kondusif oleh pemerin-tah Kabupaten Batang 

Hari. Kebijakan-kebijakan tersebut   antara lain menyediakan pela-yanan 

perizinan, yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau melalui 

pelayanan satu pintu, dengan harapan semua yang terkait dengan semua 

perizinan tidak lagi menyebar di SKPD teknis. Upaya lain adalah meningkatkan 

kuantitas dan kualitas infrastrukutr khususnya jalan, pelabuhan, jembatan dan  

komunikasi, transfortasi, air bersih, perbankan, serta ketenagalistrikan sebagai 

infrastruktur pendukung, menyediakan sistem pelayanan investasi secara 

elektronik (SPISE) untuk perizinan penanaman modal yang telah terintegrasi 

secara on-line dengan Badan Koordinasi Penamanan Modal, melakukan promosi 

dan sosialisasi investasi melalui berbagai media dan even baik daerah maupun 

nasional, menyusun buku profil dan peluang investasi daerah baik potensi 

bidang perkebunan, pertanian, industri dan pertambangan, meningkatkan 

produktivitas dan kompetensi tenaga kerja dan melakukan koordinasi dengan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis dan stake holder secara berkala terkait 

penanaman modal daerah. 

Upaya- upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

pada tahun 2013 untuk mewujudkan terciptanya iklim investasi yang kondusif 

dapat dilihat dari beberapa indikator makro daerah berikut ini. 

 

Tabel 13. 
Capaian Kinerja Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif, Tahun 2013 

 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian kinerja sasaran terciptanya 

iklim investasi yang kondusif pada Tahun 2013 sebesar 121,55 persen, bila 

dibandingkan Tahun 2012 dengan capaian kinerja sebesar 97,74 persen, maka 

terdapat peningkatan  sebesar 23,81 persen, kenaikan realisasi nilai investasi 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

Awal 
RPJMD 

Capaian 
Tahun 
2012 

Tahun 2013 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1.  Nilai Investasi PMDN Triliun  0 92,98 0,79 1,49 188,99 

2  Nilai Ekspor Triliun 1,47 77,60 1,50 1,36 90,67 

3  Nilai Impor Triliun 1,7 122,63 2,0 1,7 85 

 Rata-rata   97,74   121,55 
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PMDN yang signifikan ini karena adanya tambahan realisasi penanaman modal 

dalam negeri Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 dari sektor pertanian pada 

sub sektor perkebunan dan sektor pertambangan. Faktor lain, juga sejak Tahun 

2012 lalu, nilai investasi yang terus menunjukkan peningkatan yang disebabkan 

oleh tingginya pembangunan fisik baik oleh pemerintah ataupun swasta. 

Kondisi ini juga didukung oleh peningkatan kredit investasi yang mencapai. 

Selain menurut pendapat pengusaha melalui hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha 

(SKDU), optimisme pengusaha dalam memandang kondisi bisnis masih cukup 

baik meskipun sedikit melemah. Hal ini terlihat dari masih positifnya Indeks 

Situasi Bisnis yaitu sebesar 16,67%9. Dari 150 responden yang disurvei, 

88,11% responden menyatakan bahwa situasi bisnis kedepan relatif stabil, 

sementara 9,79% menyatakan akan baik dan hanya 2,10% yang menyatakan 

akan memburuk. 

Kemudian capaian indikator kinerja nilai ekspor Kabupaten Batang Hari 

dari Rp.1,5 Triliun hanya teralisasi Rp.1,36 Trilun atau 90,67 persen namun jika 

dibandingkan Tahun 2012 naik 13,07 persen. Kondisi  realisasi ekspor yang 

tidak tercapai pada Tahun 2013 lebih disebabkan  menurun berdasarkan jenis 

komoditinya adalah pada nilai ekspor terbesar dicapai oleh komoditas karet 

mentah (crude rubber) dari total ekspor non migas, diikuti oleh batu bara,  serta 

minyak nabati (fixed vegetable oil) masing-masing berdasarkan struktur ekspor 

non migas  terlihat bahwa ekspor produk primer masih mendominasi baik 

untuk hasil perkebunan maupun pertambangan. Di sisi lain, ekspor batu bara 

tumbuh  namun jika dibandingkan dengan tahun  sebelumnya nilai ekspor 

batubara turun. Dari sisi volume, ekspor batubara juga mengalami penurunan. 

Menurunnya permintaan global serta merosotnya harga batubara internasional 

menyebabkan penurunan kegiatan produksi pada perusahaan batubara. Selain 

itu, adanya peraturan mengenaidistribusi batu bara di Jambi serta harga yang 

belum membaik menjadi disinsentif bagi pengusaha untuk mengembangkan 

produksi batu bara di Jambi. Rendahnya kualitas batu bara yang memiliki kadar 

energi yang rendah turut menyebabkan terbatasnya harga jual.  

Adanya aturan jalur khusus untuk batu bara membuat margin 

keuntungan semakin menipis. Sementara dari sisi pemerintah, pendapatan yang 

didapatkan dari batu bara juga relatif rendah sementara biaya yang ditimbulkan 

akibat kerusakan jalan angkutan relatif lebih tinggi. Selanjutnya, nilai ekspor 

minyak dan lemak sayur menunjukkan penurunan sejalan dengan 

berkurangnya volume ekspor sebesar. Produksi kelapa sawit  Batang Hari 

sebenarnya cukup tinggi, namun untuk menyiasati dampak penurunan 
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permintaan dunia dan rendahnya harga jual CPO dalam setahun terakhir ini, 

perusahaan kelapa sawit cenderung untuk menjual hasil produksi di dalam 

negeri. Berdasarkan negara tujuan, ekspor Provinsi Jambi didominasi oleh 

negara Jepang  dan diikuti oleh Amerika Serikat. Menurunnya ekspor Kabupaten 

Batang Hari dan Jambi secara umum disebabkan oleh menurunnya ekspor ke 

Eropa, Amerika Serikat dan Malaysia terutama ekspor komoditas kelapa sawit. 

Infrastruktur pelabuhan dan terbatasnya muatan kapal di Jambi merupakan 

salah satu kendala untuk dapat mengekspor secara langsung kenegara tujuan 

selain adanya keterbatasan armada dalam beberapa waktu terakhir ini 

menyebabkan adanya pengalihan ekspor karet dari sebelumnya melalui 

Singapura menjadi melalui Palembang.  

Terakhir capaian indikator nilai Impor Kabupaten Batang Hari Tahun 

2013 sebesar 85 Persen, realisasi  indikator ini turun dibandingkan realisasi 

capaian Tahun 2012 yang mencapai 122,63 persen, secara ekonomi penurunan 

ini merupakan kondisi yang positif sekaligus menunjukan bahwa ketergatungan 

produk impor mulai turun dan ini menggambarkan neraca perdagangan yang 

surplus. Produk- produk impor didominasi oleh produk non migas seperti 

mesin industri tertentu/khusus, mesin industri dan perlengkapannya, alat 

pengangkuran lainnya, besi dan baja dan mesin pembngkain tenaga. Secara 

akumulatif  dilihat dari untuk indikator  Sasaran Terciptanya Iklim Investasi 

yang Kondusif rata-rata mencapai 688,52 persen, sebuah angka yang sangat 

signifikan dan mengindikasikan bahwa iklim investasi di Kabupaten Batang Hari 

sangat kondusif bagi investor yang ingin menanamkan modalnya diberbagai 

sektor potensial  seperti Pertanian subsektor perkebunan baik Karet, sawit dan 

holtikultural, Pertambangan dan sektor lainnya yang menjadi unggulan. 

Sasaran 5 Terciptanya Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin 

 

Kondisi obyektif menunjukan bahwa kemiskinan merupakan masalah 

multidimensi yang memerlukan penangangan secara menyeluruh dan bersama 

dengan mengedepankan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak 

dasar manusia. Kemiskinan terjadi bukan semata kaena kurangnya pendapatan, 

tetapi karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk 

mempertahankan dan memenuhi  kehidupan yang bermartabat sebagai bagian  

dari hak manusia yang paling azasi. Strategi penanggulangan kemiskinan 

memandang bahwa pendekatan hak dasar  manusia menjadi titik tolak paling 

esensial untuk menghormati dan melindungi setiap masyarakat.  Sebagaimana 
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yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945, hal ini juga merupakan wujud 

komitmen terhadap pencapaian Millenium Development Goals, maka pemerintah 

telah menyusun strategi nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK) yang 

melibatkan lintas pelaku pembangunan secara partisipatif yang ditindaklanjuti 

dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai pedoman 

bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk 

mengatasi akar persoalan kemiskinan yang terjadi di daerah sesuai dengan 

karakteristik dan sumber daya yang tersedia. 

Strategi nasional penanggulangan kemiskinan menggunakan pendekatan 

berbasis hak sebagai pendekatan utama untuk mencapai tujuan pembangunan 

millinium. Kebijakan dan hak-hak dasar yang menjadi target adalah pemenuhan 

hak dasar pangan, pemenuhan hak atas pendidikan, pemenuhan hak atas 

layanan kesehatan, pemenuhan hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha, 

pemenuhan hak atas tanah, pemenuhan hak atas air bersih dan aman serta 

sanitasi, pemenuhan hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup, 

pemenuhan hak untuk berpartisipasi, pemenuhan hak atas rasa aman dan 

pemenuhan hak atas perumahan.  

Pendekatan yang berbasis hak dasar tersebut untuk mengatasi akar 

permasalahan kemiskinan di Daerah dinilai tepat untuk mengejar tujuan 

pengentsan kemiskinan. Pendekatan ini mendorong proses  identifikasi sumber 

kemiskinan, kiat mengatasinya dan program dan kegiatan peanggulngan 

kemiskinan yang dilakukan dengan proses partisipatif dan berkesinambungan. 

Dengan proses partisipatif berarti perlu mendengarkan dan memahami keluhan 

dan suara dari kelompok masyarakat miskin. Dengan proses partisipatif dapat 

ditumbuhkan rasa kebersamaan untuk mengatasi kemiskinan yang semakin 

kronis. Berkesinambungan berarti perlu disusun suatu program dan kegiatan 

yang terencana, terpadu, bertahap dan melibatkan semua komponen. Program-

program kegiatan dalam rangka penanggulngan kemiskinan tidak tepat hanya 

dirancang untuk jangka yang singkat. 

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program 

pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan 

bersinergi dengan dunia usaha  dan masyarakat untuk mengurangi jumlah 

penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan pokok prioritas nasional dalam pengentasan kemiskinan 

berkomitmen jelas sekali tergambar dalam regulasi pemerintah Dalam 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2010-2014,  peraturan presiden Nomor 15 Tahun 
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2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskina,  Intruksi Presiden  nomor 

3 Tahun 2010 tentang Program pembangunan Berkeadalan, kemudian secara 

teknis untuk pelaksanaan didaerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota 

serta Peraturan dalam negeri Republik Indonesia  nomor 34 Tahun  2009 

tentang Pedoman pembentukan tim koordinasi penanggulngan kemiskinan 

provinsi dan kabupaten/kota dan Peraturan menteri dalam negeri nomor 42 

Tahun 2010 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Batang Hari Tim Koordinasi dan sekretariat 

penangulangan kemiskinan (TKPK) berdasarkan surat keputusan  Bupati 

Batang Hari nomor 405 Tahun 2013.  

Grafik 

Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Kemiskinan Terhadap Jumlah Penduduk 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 – 2012. 

 

Strategi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja 

berdasarkan Rencana Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 berupaya  

mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan 

dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin 

keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil, memberikan kemudahan bagi masyarakat 

miskin dalam membeli sesuatu dengan harga murah dan sebagian dibantu oleh 
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Pemerintah dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan. 

Pada Tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang Hari 

sebanyak 25.600 jiwa angka ini naik jika dibandingkan tahun sebelumnya 

23.777 Jiwa naik sebanyak 1.823 Jiwa atau sekitar 0,5 persen. Ada beberapa 

penyebab mengapa angka kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten 

Batang Hari pada tahun tersebut antara lain adalah penurunan permintaan 

ekspor dari negara Amerika, Jepang dan Negara-Negara Eropa pada komoditas 

produk primer masih mendominasi baik untuk hasil perkebunann karet mentah 

(crude rubber) dan minyak nabati (fixed vegetable oil) dari komoditas kelapa 

sawit.  Hal ini dapat dilihat dari indikator Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai 

Tukar Petani (NTP) yang mengalami penurunan. Menurunnya NTP tersebut 

juga disebabkan oleh menurunnya semua indeks NTP selain perkebunan yaitu 

tanaman padi dan palawija, hortikultura,  peternakan dan perikanan. Faktor lain 

juga disebabkan oleh meningkatnya inflasi karena adanya kenaikan BBM dan 

kenaikan harga elfiji serta kenaikan tarif listrik, menyebabkan tingginya 

kenaikan biaya yang dibayar petani sementara kenaikan harga pada kelima 

komoditi tersebut masih relatif terbatas. Dengan penurunan daya beli 

masyarakat khususnya petani akhirnya menggeser jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Batang Hari. Kondisi kenaikan jumlah penduduk miskin ini tidak 

hanya  di Kabupaten Batang Hari tetapi hal ini juga terjadi pada wilayah 

Kabupaten lain dalam Provinsi Jambi. 

Tabel 14. 
Capaian Kinerja Terciptanya Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin, 

 Tahun 2013 
 

 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

Awal 
RPJMD 

Capaian  
Tahun 
2012 

Tahun 2013 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1. Persentase penduduk di atas 
garis kemiskinan 

Persen 11,91 155 15,57 10.10 64,86 

2 Tingkat kedalaman 
kemiskinan 

Persen 1 50 0,7 1,26 80 

3 Jumlah tingkat keparahan 
kemiskinan Persen 0,23 50 0,13 0,25 92,30 

 Rata-rata   85   79,05 
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  Secara defenitif  indeks kedalaman kemiskinan merupakan indikator 

untuk mengukur kondisi  umum kemiskinan suatu daerah, apabila angka indeks 

kedalaman kemiskinan suatu daerah itu besar berarti semakin dalam 

kemiskinan yang berada di daerah tersebut sebagai ukuran rata-rata 

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis 

kemiskinan. 

Metodologi ini 

berguna untuk 

melihat Nilai agregat 

dari poverty gap index 

menunjukkan biaya 

mengentaskan 

kemiskinan dengan 

membuat target 

transfer yang 

sempurna terhadap 

penduduk miskin 

dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil 

nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan 

kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga 

untuk target sasaran bantuan dan program. Berikut adalah gambaran indeks 

kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Batang Hari sebagai analisis antar  

sebagaimana yang tergambar pada grafik berikut ini 

Capaian pada indikator kinerja tingkat kedalaman kemiskinan 

Kabupaten Batang Hari 

dalam dua tahun terakhir 

terlihat relatif meningkat 

dari 1,20 persen menjadi 

1,26 persen, penurunan 

nilai indeks kedalaman 

kemiskinan 

mengindikasikan bahwa 

rata-rata pengeluaran 

masing-masing penduduk 

miskin cenderung 

diKabupaten Batang Hari 

makin mendekati garis 
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kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin 

menyempit. Kemudian Sebagaimana indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks 

keparahan kemiskinan (P2) juga memberikan gambaran mengenai penyebaran 

pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin 

tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, hal ini juga dapat 

menggambarkan bahwa persebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di 

Kabupaten Batang Hari tingkat ketimpangannya cukup rendah dibandingkan 

provinsi jambi dan nasional. 

Capaian indikator Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2013 0,25 persen, angka indeks ini  lebih baik dibandingkan dengan 

capaian indikator Indeks Keparahan Provinsi dan nasional, hal ini 

mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk 

miskin Kabupaten Batang Hari dibandingkan Provinsi Jambi sebesar 0,44 

Persen dan nasional sbesar 0,48 persen.  

 

Pendekatan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang 

dilakukan dengan membagi klaster-klaster tersebut di atas adalah merupakan 

langkah percepatan pengentasan kemiskinan didaerah sehingga diharapakan 

empat tujuan utama yaitu memperluas pertumbuhan ekonomi (pro-growth), 

perluasan kesempatan kerja (pro-job), penurunan kemiskinan (pro-poor), dan 

grenn economy (pro-enviroment) akan tercapai. 

Upaya-upaya Sinergisitas program dan kegiatan pembangunan dalam 

pengurangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang Hari pada Tahun 

2013 dilakukan berdasarkan pendekatan kebijakan pengentasan kemiskinan 

daerah, program new inisiatif Provinsi dan nasional dan program-program 

tersebut berada pada lintas SKPD terkait dalam pemerintah kabupaten Batang 

Hari. 
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- Klaster pertama dengan program bantuan sosial berbasis keluarga terdiri 

dari  Program Keluarga Harapan pada Tahun 2013 sebesar 

Rp.1.523.775.000, program 

ini diperuntukan bagi 

masyarakat miskin untuk 

bantuan pendidikan dan 

kesehatan berupa bantuan 

langsung kepada penerima 

dengan syarat penerima 

adalah Ibu hamil, balita dan 

anak sekolah. Kemudian 

untuk jaminan kesehatan 

masyarakat Daerah 

(Jamkesda) total dana yang dialokasikan melalui APBD sebesar 

Rp.4.599.924.000,- untuk 54.761 jiwa, sementara untuk Jaminan Kesehatan 

Masyarakat yang bersumber dari Dana APBN sebesar Rp.2.741.164.000,- 

untuk 69.032 jiwa. Program beras murah untuk masyarakat miskin (raskin) 

sebesar Rp.324.984.000,- untuk 13.541 Rumah Tangga Sasaran Penerima 

Manfaat (RTSPM) yang didampingi dengan kegiatan pengawasan 

penyaluran beras miskin sebesar Rp.49.769.000,-. Kemudian untuk program 

beasiswa  dari jenjang pendidikan Diploma III, Strata Satu dan Strata Dua 

baik study  di dalam atau luar Provinsi Jambi sebanyak 270 orang dengan 

total alokasi dari APBD Kabupaten Batang Hari Rp.1.100.000.000,-.  Selain 

beasiswa yang bersumber dari dana APBD, juga bersumber dari program 

Samisake sebesar Rp.2.090.500.000,- dengan jumlah 2.140 siswa dengan 

harapan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. 

-  Klaster kedua pemberdayaan masyarakat dengan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dengan alokasi 

anggaran Rp.7.505.000.000,- 

bersumber dari Pendanaan APBN 

dan APBD Kabupaten Batang Hari  

yang diperuntukan untuk 

pembangunan infrastruktur desa 

seperti Sekolah, Posyandu, Jalan, 

Jembatan, Drainase, Madrasah, 

Paud, TK, sumur bor, sumur gali 

dan MCK dan program non fisik adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP), 

pelatihan menjahit, pelatihan home industri dan tata rias. Untuk Program 
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Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM) Integrasi sebesar 

Rp. 4.000.000.000,- yang juga bersumber dari APBD dan APBN  

diperuntukan untuk kegiatan infrastruktur dengan program dan kegiatan 

infrastruktur yang harus terintegrasi seperti jalan, pasar, dermaga perahu, 

jembatan dan gedung sekolah yang harus mengakomodir kebutuhan 

minimal dua atau lebih desa yang terintegrasi, dan yang terakhir adalah 

PNPM Pariwisata dialokasikan sebesar Rp.75.000.000,- yang pada tahun 

2013 ini dipergunakan untuk kegiatan pengembangan potensi dan seni 

budaya kelompok basale Suku Anak Dalam (SAD), Rebana dan kelompok 

Hadra dengan lokasi Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian yang dikelola 

oleh LKM Desa Semua program-program pada klaster kedua tersebut 

diharapkan dapat memberdayakan masyarakat guna meningkatkan 

kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. 

- Klaster ketiga pemberdayaan 

usaha mikro dan kecil dengan 

program Kredit Usaha bagi 

masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan tabungan dan 

jaminan keberlanjutan berusaha 

pelaku UMK. Program-program 

tersebut adalah Penyediaan skim 

kredit baik melalui Kupem sistem 

chanelling, Bantuan modal usaha 

untuk Kepala Keluarga (KK) Miskin sebesar Rp.238.792.250,- untuk 79 KK, 

bantuan alat mesin pertanian Rp.272.700.000,- untuk 17 unit dari Program 

Samisake dan fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

- Klaster keempat program rumah 

murah untuk rakyat dengan 

program bedah rumah. Pada Tahun 

2013 Pemerintah Kabupaten Batang 

Hari menganggarkan program 

bedah rumah untuk 299 unit, 

dengan  masing-masing unit 

Rp.16.475.000,- sehingga total dana 

yang dialokasikan sebesar 

Rp.4.926.025.000,- selain didanai melalui dana APBD Kabupaten Batang Hari 

bedah rumah juga dialokasikan melalui dana Samisake sebesar 
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Rp.1.002.000.000,-  dengan jumlah 142 unit yang dibedah dan sekaligus 

disandingkan dengan program pembuatan sertifikat sebanyak 99 persil 

dengan alokasi anggaran Rp.70.041.140,- 

 
3.1.2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Batang Hari Yang 

Agamis dan Berakhlak Mulia 
 

 

Pembangunan agama sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sekaligus 

menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat 

mendukung terwujudnya manusia yang religius, demokratis, mandiri, 

berkualitas sehat jasmani-rohani, serta tercukupi kebutuhan material-spiritiual.  

Mencermati Visi Misi Pemerintah Kabupaten Batang Hari 2011-2016, 

akan tergambar betapa ideal dan tingginya cita-cita yang ingin dicapai. Tinggi 

dan luhurnya suatu cita-cita masyarakat diukur dari sejauh mana cita-cita 

tersebut mengandung nilai-nilai agama, filosofi, moral dan budaya.  

 Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam mewujudkan kehidupan 

masyarakat yang agamis telah menetapkan salah satu misi dalam RPJMD 

”Meningkatkan Kualitas Kehidupan Yang Agamis, Berakhlak Mulia, Yang 

Ditopang Oleh Kesadaran Saling Menghormati Dan Saling Mendukung 

Antara Ulama’ Dan Umaro”, yang dituangkan dalam beberapa sasaran sebagai 

berikut : 

 

Sasaran 1 Terwujudnya Komunikasi Antara Ulama, Umaro dan 

Masyarakat dalam Praktek Kehidupan Beragama 

Dalam rangka mewujudkan 

komunikasi antara ulama dan umaro 

dalam menciptakan kehidupan 

masyarakat yang agamis dan 

berakhlak mulia dalam pembangunan 

daerah, melalui  Program Kerja 

Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten 
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Batang Hari telah melaksanakan kegiatan  antara lain :  

1. Merekrut petugas juru dakwah melalui seleksi yang dilakukan oleh Tim 

Seleksi Da’i Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari Tahun 2013.  Tim 

ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 762 Tahun 2012 

tanggal 14 Desember 2012 yang terdiri dari utusan MUI, FKUB, LPTQ, dan 

Kementerian Agama. Hasil seleksi sebanyak 103 orang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati Nomor 77 Tahun 2013. Da’i ini ditugaskan di 

desa/kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari, dengan berpedoman kepada 

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari nomor 8 Tahun 2007. Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari mengalokasikan Insentif dan bantuan operasional 

untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.554.000.000,- melalui Belanja Tidak 

Langsung pada APBD Tahun 2013. 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui  pertemuan dengan para Da’i, 

dan pengawas setiap bulan untuk mendapatkan masukan-masukan serta 

menginventarisir  permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat.  

Hasil Evaluasi ini dihimpun oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten 

Batang Hari yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Komisi Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia untuk dikomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari, dalam rangka mendapatkan solusi dan pemecahannya.  

3. Memfasilitasi pelaksanaan pengajian yang dilaksanakan oleh pengurus Badan 

Kontak Majelis Ta’lim (BKMT) kabupaten Batang Hari. 

4. Melaksanakan kegiatan 

pelatihan bagi guru 

Pengajian Antara Maghrib 

dan Isya (PAMI)  sebanyak 

2.521 orang.  Kegiatan ini 

bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas para 

guru PAMI dalam mendidik 

anak untuk mengenal dan 

membaca Alqur’an, dengan melibatkan tokoh agama, Pimpinan Pondok 

Pesantren dan Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari.  Pelatihan ini 

dilaksanakan 16 angkatan, masing-masing selama 4 hari,  dengan dukungan 

dana APBD Rp. 3.415.471.500,-  
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5. Memberikan insentif kepada Guru pengajian antara Magrib dan Isya (PAMI), 

sebanyak 2.427 orang pada 113 desa / kelurahan dalam Kabupaten Batang 

Hari,  melalui dana APBD sebesar Rp.1.456.200.000,-  

6. Memberikan insentif kepada Pegawai Syara’ sebanyak 2.049 orang yang 

bertugas pada 291 masjid dalam 

Kabupaten Batang Hari, melalui dana APBD 

sebesar Rp.3.688.200.000,- 

7. Memberikan insentif kepada Guru Diniyah 

Takmiliyah Awaliyah (DTA) sebanyak 

1.237 orang pada 196 DTA, melalui dana 

APBD sebesar Rp.4.453.200.000,- 

8. Memberikan insentif kepada Pimpinan Pondok Pesantren sebanyak 15 orang, 

melalui dana APBD sebesar Rp.108.000.000,- 

9. Melaksanakan Manasik Haji serta 

menyediakan biaya domestik bagi Calon 

Jema’ah Haji Kabupaten Batang Hari 

melalui APBD Tahun 2013, sebesar Rp. 

217.800.000,- 

Capaian kinerja sasaran 

Terwujudnya Komunikasi Antara Ulama, 

Umaro dan Masyarakat dalam Praktek 

Kehidupan Beragama disajikan pada tabel 

berikut :  

Tabel 15. 

Capaian Kinerja Terwujudnya Komunikasi Antara Ulama, Umaro dan 
Masyarakat dalam Praktek Kehidupan Beragama, Tahun 2013 

 

No Indikator Kinerja Satuan 

Kondisi 

Awal 

RPJMD 

Capaian   

Tahun 

2012 

Tahun 2013 

target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1. Jumlah usia sekolah yang 

hatam al qur'an 
Org 800 - 3000 3210 107 

2. Jumlah kasus talak Kasus 145 103,3 85 213 -50,5 

 Rata-rata   103,3   78,7 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diukur nilai capaian  kinerja 

sasaran terwujudnya komunikasi antara ulama’ umaro dan masyarakat dalam 

praktek kehidupan beragama sebesar 61,4 persen, nilai capaian tersebut 

diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagai berikut : 

1. Jumlah anak usia sekolah yang khatam Al-Qur’an pada Tahun 2013 

sebanyak 3210 anak didik dari target yang ditetapkan Tahun 2013 

sebanyak 3000 anak didik, dengan nilai capaian indikator sasaran sebesar 

107 persen.  Disamping itu Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah  

menetapkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang kewajiban 

mampu baca tulis Al-Qur’an  dan melaksanakan sholat fardhu bagi siswa 

yang beragama Islam, dan telah didukungpula dengan Peraturan Bupati 

Nomor 66 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi dan 

melaksanakan shalat fardhu bagi siswa yang beragama Islam, hal ini 

mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kehidupan 

masyarakat Kabupaten Batang Hari yang Agamis dan Berakhlak Mulia.  

Jumlah usia sekolah yang khatam Al-Qur’an Tahun 2013 terdiri dari :  

- Siswa SD /MI sebanyak ......  690  anak didik 

- Siswa SMP/MTs sebanyak .. 1065  anak didik 

- Siswa SLTA/MA sebanyak ...1455  anak didik 

2. Tahun 2013 Kasus talak/cerai di Kabupaten Batang Hari sebanyak 213 

kasus, sangat tinggi jika dibandingkan dengan target di RPJMD yang hanya 

85 kasus. Namun demikian relatif menurun bila dibandingkan dengan 

jumlah kasus Tahun 2012 yang lalu sebanyak 273 kasus, atau turun 

sebanyak 60 kasus. Menyikapi hal tersebut, perlu upaya peningkatan peran 

para pemuka agama dan para da’i agar berupaya memberikan bimbingan 

kepada masyarakat akan pentingnya membangun kerukunan hidup 

berkeluarga demi terjaminnya hak hidup anak sebagai penerus bangsa.  

Selain itu perlu adanya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, kualitas, 

serta peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan 

serta memberikan pelayanan pendidikan dan pengembangan sumber daya 

melalui kelompok-kelompok pengajian untuk menunjang perubahan sosial 

masyarakat ke arah yang lebih baik.   Upaya ini diharapkan dapat 

mengurangi kasus talak/cerai dimasyarakat. 
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Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah 

Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Suatu 

perkawinan harus dimulai dari niat yang ikhlas yang diikat dengan perjanjian 

suci sehingga cita- cita untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia akan 

tercapai.  Inilah tujuan yang ensensial dan mulia dari sebuah perkawinan 

sehingga akan dapat menjadi sebuah Keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan 

warohmah”. Keluarga Sakinah akan melahirkan generasi yang berkualitas, 

beriman,bertaqwa dan berakhlak mulia sekaligus sebagai upaya untuk 

meningkatkan ketahanan keluarga.  

Seorang yang merasakan Sakinah apabilaterpenuhi unsur-unsur hajat 

hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, terpeliharanya 

kesehatannya, cukup sandang, pangan, papan, diterima dalam pergaulan 

masyarakat yang beradab, serta hak-hak azasinya terlindungi oleh norma 

agama, norma hukum dan norma susila. Prinsip ini yang mendasari pemerintah 

Kabupaten Batang Hari menjadikan kerukunan keluarga sebagai salah satu 

indikator pembangunan daerah. 

Pada Kabupaten Batang Hari masih terdapat masyarakat yang 

pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Seiring 

dengan berjalannya waktu dan kewajiban sebagai warga negara telah tumbuh 

rasa tanggung jawab akan pentingnya Akta Nikah sebagai ketetapan hukum 

dalam berkeluarga.  Atas kesadaran sendiri telah banyak masyarakat yang 

mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian, hal ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 16. 

Jumlah Kasus Talak Cerai dan Isbat Nikah di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2010-2013 

Sumber : Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2013 

 

NO Jenis Perkara 

Keadaan Tahun 

Keterangan 

2010 2011 2012 2013 

1. Perceraian 169 227 273 213 
Menurun 

21,9% 

2.  Itsbat Nikah  8 13 23 Naik 76,9% 



62 

 

 

 

 

 

  

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 

 

Dari tabel di atas tergambar angka perceraian Tahun 2013 menurun 

sebesar 21,9 % bila dibandingkan dengan Tahun 2012. Ternyata pihak yang 

mengajukan perceraian lebih didominasi oleh perempuan (cerai gugat) 

sebanyak 170 kasus, sedangkan yang diajukan oleh suami (cerai talak) 

sebanyak 43 kasus. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kasus 

talak/cerai antara lain faktor ekonomi, gangguan pihak ketiga, tidak ada 

tanggung jawab, tidak ada keharmonisan dan krisis akhlak. 

Permintaan pencatatan pernikahan Tahun 2013 sebanyak 23 kasus, 

meningkat sebesar 76,9 persen bila dibandingkan dengan  Tahun 2012 yaitu 

sebanyak 13 kasus, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam suatu 

perkawinan, karena dengan dilakukannya pencatatan pernikahan akan  

memberikan kepastian hukum kepada keluarga dan anak-anak dalam suatu 

keluarga.  

Sasaran 2 Terwujudnya Peran Serta Lembaga Keagamaan Dalam 

Pembangunan 

 

 

Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan 

yang penting dalam masyarakat.  Asosiasi agama merupakan kelompok orang 

yang terorganisasi yang secara bersama-sama menganut keyakinan dan 

menjalakan praktek suatu agama dan merupaka suatu sistem terpadu yang 

terdiri atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal yang suci.  

Agama memiliki peran penting dalam kehidupan umat manusia. Ia 

memberikan landasan normatif dan kerangka nilai bagi kelangsungan hidup 

umatnya. Ia memberikan arah dan orientasi duniawi di samping orientasi 

ukhrowi (eskatologis). Dalam konteks ini, secara sosiologis agama merupakan 

sistem makna sekaligus sistem nilai bagi pemeluknya.  

Keberadaan lembaga-lembaga keagamaan memberikan rasa aman bagi 

setiap warga negara dan umat beragama agar dapat beribadah kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa tanpa diliputi rasa ketakutan kepada pihak lain. Setiap umat 

beragama dapat selalu meningkatkan dan mengembangkan diri dalam 

mempelajari dan memahami serta melaksanakan agama yang dianutnya dalam 

rangka meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Lebih dari itu, lembaga keagamaan juga memberikan sumbangan pada 

pengembangan ilmu pengetahuan, penyelenggaraan pendidikan,  kegiatan 

sosial, ekonomi,  dan lain-lain.  Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan, 



63 

 

 

 

 

 

  

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 

 

sekalipun masih terbatas jumlahnya, ternyata dilakukan dari motivasi 

keagamaan. Selain itu,  betapa besar jumlah lembaga pendidikan yang dirintis 

dan dikembangkan atas dorongan semangat agama. Munculnya sekolah-sekolah 

Islam, kristen, katholik, hindu, budha dan lain-lain, di berbagai tempat adalah 

bukti konkrit betapa 

besar peran dan 

sumbangan agama di 

negeri ini.  

Hal serupa 

juga akan dilakukan 

dalam  kegiatan sosial 

keagamaan.  Di 

berbagai daerah  

berdiri panti asuhan 

anak yatim, 

perawatan orang 

jompo, pembangunan klinik, rumah sakit, gerakan pengentasan kemiskinan dan 

lain-lain.  Demikian pula di Kabupaten Batang Hari. Gerakan itu  muncul  atas 

inisiatif dan prakarsa masyarakat melalui lembaga keagamaan yang dilakukan 

sebagai bagian dari wujud ketaatannya terhadap agamanya, kelompok yasinan 

MUI, NU, LPTQ, Muhammadiyah, MDI, Muslimat NU, Fatayat NU, Festival Anak 

Soleh Indonesia (FASI) dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT).  Gerakan  itu 

dirintis dan diselenggarakan tanpa menunggu bantuan dan pembiayaan dari 

pemerintah, namun demikian Pemerintah Kabupaten Batang Hari berkomitmen 

meningkatkan peran lembaga ini dalam proses pembangunan dalam bentuk 

program dan kegiatan. 

Beberapa bentuk kegiatan pokok yang dilakukan dalam rangka 

mewujudkan peran serta lembaga keagamaan dalam pembangunan pada Tahun 

2013 antara lain : 

1. Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti kelompok-

kelompok pengajian dan organisasi keagamaan. 

2. Memberikan bantuan dana melalui APBD kepada pengelola lembaga sosial 

keagamaan, yaitu Panti asuhan sebanyak 8 buah panti terdiri dari Panti 

Asuhan Darma Ibu, Panti Asuhan Muhamadiah, Panti Asuhan Umul Masakin, 

Panti Asuhan Irsyadul Ibad, Panti Asuhan  Darul Qur’án, Panti Asuhan Nurul 

Jadid dan Panti Asuhan Tiara Bakti (SDLB) dan Panti Hidayatuttulab dengan 

total dana sebesar Rp. 808.110.000,- 
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3. Memberikan bantuan 

penyelenggaraan 

Peringatan Hari Besar 

Islam Tingkat 

Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2013 

dengan total dana 

sebesar Rp. 

437.050.000.-  

4. Memberikan bantuan 

untuk kegiatan – 

kegiatan yang diselenggarakan oleh MUI Kabupaten batang Hari 

diantaranya pelaksanaan kegiatan  Safari Ramadhan serta kegiatan 

keagamaan lainnya, dengan total dana sebesar Rp. 784.350.000,- 

5. Memberikan bantuan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an 

(LPTQ) untuk penyelenggaraan pendidikan keagamaan,  pengiriman 

peserta diklat qori-qoriah, trening center (TC) dan pelaksanaan Musabaqoh 

Tilawatil Qur’an Tingkat Kabupaten Batang Hari serta Pengiriman peserta 

ke Tingkat Provinsi Jambi dengan dukungan dana sebesar 

Rp.5.892.561.000,-.   

6. Penguatan jaringan komunikasi antar umat beragama dalam bentuk 

pertemuan Forum Keagamaan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Batang 

Hari, dengan total dana sebesar Rp.132.188.500,-  

7. Penguatan jaringan kerja sama lintas sektoral serta masyarakat untuk 

memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, penyalahgunaan 

narkoba, perjudian, prostitusi dan berbagai jenis praktik asusila.  

Peran serta lembaga sosial keagamaan sangat diharapkan dalam 

perencanaan, pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun 

spiritual.  Indikator keberhasilan peran serta lembaga keagamaan dalam 

pembangunan dapat dilihat dari keterlibatan lembaga social keagamaan dalam 

Kabupaten Batang Hari sebanyak 21 lembaga sosial keagamaan, 18 pondok 

pesantren dan 218 unit Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA). 
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Adapun capaian  indikator kinerja sasaran 1 sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 17 
Capaian Kinerja Terwujudnya Peran Serta Lembaga Keagamaan Dalam 

Pembangunan,Tahun 2013. 
  

No Indikator Kinerja Satuan 

Kondisi 

awal 

RPJMD 

Capaian 

tahun 

2012 

Tahun 2013 

Target  Realisasi  
Capaian 

(%) 

1. Persentase kegiatan 

pembangunan yang 

melibatkan lembaga 

keagamaan secara aktif 

Persen 50 13,3 60 2,69 4,94 

 Rata-rata   13,3   4,94 

 

Tabel di atas memperlihatkan  nilai capaian kinerja sasaran  

Terwujudnya peran serta lembaga keagamaan dalam pembangunan Tahun 

2013 belum optimal, jika dibandingkan dengan nilai capaian Tahun 2012 

sebesar 13,3 persen maka terdapat penurunan capaian kinerja sasaran sebesar 

8,36 persen.  

Nilai capaian tersebut disebabkan dari total jumlah 371 kegiatan 

pembangunan Tahun 2013 hanya terdapat 11 kegiatan yang melibatkan 

lembaga keagamaan secara aktif atau sebesar 2,69 persen. 

Sasaran 3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana 
dan Prasarana Keagamaan 

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang 

agamis, berakhlak mulia yang ditopang dengan kesadaran saling menghormati 

dan saling mendukung antara ulama’ dan umaro’ maka dibutuhkan dukungan 

sarana dan prasarana keagaamaan yang memadai. Untuk itu Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 

sarana dan prasarana keagamaan melalui beberapa program kegiatan Tahun 

2013 sebagai berikut : 

1. Peningkatan pembangunan Rumah Ibadah 

Bantuan dana sebesar Rp. 366.000.000,- untuk pembangunan 79 unit 

Rumah Ibadah dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari . 

2. Pemberian Dana Operasional Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) kepada 

18.893 siswa pada   196 unit DTA, dana bantuan tersebut diberikan 

berdasarkan jumlah siswa pada setiap DTA dengan jumlah bantuan yang 

telah disalurkan pada Tahun 2013 sebesar Rp.1.416.975.000,- 
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3. Merehabilitasi sarana prasarana lembaga sosial keagamaan dan lembaga 

pendidikan keagamaan melalui kegiatan PNPM mandiri pedesaan dan 

PNPM terintegrasi Tahun 2013 sebanyak 8 unit dengan rincian 

- Pembangunan gedung DTA baru sebanyak 7 unit 

- Perehapan/penambahan lokal gedung DTA sebanyak 1 Unit. 

 

 Capaian sasaran peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana keagamaan diukur melalui indikator berikut ini. 

Tabel 18. 

Capaian Kinerja Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana 
dan Prasarana Keagamaan Tahun 2013 

 

 

Tabel tersebut di atas menggambarkan nilai capaian kinerja jumlah DTA  

sebesar 94,78 persen.  Nilai capaian ini diperoleh melalui kegiatan 

pembangunan DTA sebanyak 218 unit dari target yang ditetapkan sebanyak 

230 unit Tahun 2013, jika dibandingkan Tahun 2012 terdapat penambahan DTA 

sebanyak 7 unit melalui kegiatan PNPM Mandiri pedesaan.   Jumlah DTA  dalam 

kondisi baik sebanyak 190 Unit  DTA dari jumlah DTA sebanyak 218 atau 87,15 

persen.  

Secara kumulatif capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan dan 

kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keagamaan dengan nilai capaian 

sebesar 114,39 persen, jika dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Tahun 

2012 sebesar 118, 54 persen, maka terjadi penurunan nilai capaian sebesar  

4,15 persen, hal tersebut disebabkan karena terdapat peningkatan jumlah 

target indikator kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2013. Namun demikian 

nilai capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas 

Sarana dan Prasarana Keagamaan masih cukup baik. 

No Indikator Kinerja Satuan 

Kondisi

Awal 

RPJMD 

Capaian 

(%) 

Tahun 

2012 

Tahun 2013 

Target   Realisasi  Capaian (%) 

1. Jumlah DTA Unit 215 93,77 230 218 94,78 

2. 
Persentase DTA 

dalam kondisi baik 
Persen 50 143,3 65 87,1 134 

 Rata-rata    118,54   114,39 
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3.1.3 Mewujudkan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat, Profesionalisme 

Dan Integritas Aparatur 

 

Tuntutan untuk mewujudkan pelayanan yang baik harus ditunjang oleh 

aparatur yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya serta birokrasi yang bersih dan berwibawa.Birokrasi yang baik 

didasarkan pada perwujudan perilaku aparatur yang berintegritas dan 

profesional.Harapannya adalah agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat 

dapat ditingkatkan.Hal ini menjadi indikator kesuksesan pemerintahandalam 

memberikan pelayanan publik. 

Permasalahannya adalah, pemerintah belum dapat menyediakan 

pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan yang 

dihadapi.Kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan beragam menuntut 

aparatur yang memiliki integeritas yang tinggi dan profesional. 

Seiring hal di atas maka perlu dilakukan tindakan untuk pengembangan 

sumber daya aparatur.Beberapa masalah atau alasan utama yang perlu 

dilakukan pengembangan sumber daya aparaturantara lain sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya pengetahuan dan kemampuan aparatur untuk  

melaksanakan tugas dan fungsinya;  

2. Masih kurangnya pemahaman aparatur tentang tugas pokok dan fungsi 

organisasi;  

3. Rendahnya pemahaman sebagian aparatur tentang aturan kepegawaian;  

4. Semakin beragamnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang 

berkualitas;  

Mengacu kepada RPJMD Batang Hari 2011 – 2016, menuntut 

sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan teknis administarasi dan 

teknis manajerial. Oleh karena itu untuk mewujudkan kualitas pelayanan dasar 

masyarakat, profesionalisme dan integritas aparatur diPemerintah Kabupaten 

Batang Hari ditempuh melalui sasaran-sasaran sebagai berikut : 
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Sasaran 1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya 
Manusia Masyarakat 

 

Menghadapi era globalisasi, diperlukan sumber daya manusia 

berkualitas yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, intelektual 

(pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual (kejuangan).  

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu masalah 

yang harus di atasisecara komprehensif. Beberapa upaya yang telah dan sedang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk mengatasi rendahnya 

tingkat pendidikan antara lain : 

(1) Memperluas kesempatan belajar, baik melalui jalur pendidikan sekolah 

maupun luar sekolah.   

(2) Meringankan dan atau membebaskan biaya pendidikan, terutama bagi 

masyarakat yang tidak mampu, memberikan beasiswa bagi siswa yang 

berprestasi, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945. 

(3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 

seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran. 

Selain pendidikan, kesehatan penduduk merupakan faktor penting yang 

perlu ditingkatkan untuk mewujudkan sumberdaya yang berkualitas. 

Paradigma sehat merupakan suatu strategi pembangunan kesehatan yang 

memandang masalah kesehatan sebagai suatu variabel kontiniu direncanakan 

dalam suatu sistem desentralisasi. 

Pelayanan terhadap kesehatan masyarakat sudah berorientasi promotif, 

dan untuk mengentaskan masalah kesehatan masyarakat perlu didukung tenaga 

kesehatan profesional dengan melibatkan masyarakat secara partisipasif. Selain 

itu, kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam 

mengukur paradigma sehat tidak hanya dilihat dari indikator negatif seperti 

pengukuran kesakitan/kematian tetapi lebih ditekankan pada pencapaian hasil 

peningkatan angka kesehatan (indikator positif). Nilai indikator positif ini 

diperoleh sebagai dampak dari upaya promotif yang telah dilaksanakan oleh 

tenaga kesehatan profesional dan didukung  besarnya penempatan biaya upaya 

promotif yang sesuai. Hal ini didukung dengan kebijakan anggaran di bidang 

kesehatan. 
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Kebijakan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dapat 

diukur dari beberapa indikator sebagaimana pada tabel berikut : 

Tabel 19. 

Capaian Kinerja Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Masyarakat, Tahun 2013 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

Awal 
RPJMD 

Capaian 
2012 

Tahun 2013 

Target  Realisasi  
Capaian 

(%) 

1. Angka melek huruf % 98,67 101,14 99,15 99,98 100,84 

2. Angka rata-rata lama 
sekolah 

% 7,52 107,70 7,85 7,93 101,02 

3. Angka putus sekolah % 0,32 22,58 0,52 0,49 105,77 

4. Angka usia harapan hidup Tahun 69,45 99,36 70,13 69,40 98,96 

5. Angka kematian bayi (per 
1.000 kelahiran hidup) 

Orang 5 130,22 5,6 4,03 126,73 

6. Jumlah kematian ibu 
melahirkan  

Orang 3 163,64 5 3 140,00 

 Rata-rata   104,10   112,22 

 

Tabel 19 menginformasikantingkat capaian kinerja sasaran secara 

komulatif sebesar 112,22 persen, keadaan ini menunjukkan bahwa kinerja 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam meningkatkan SDM Masyarakat telah 

tercapai dengan optimal, bahkan sudah melampaui target serta relatif lebih baik 

dibandingkan dari capaian 2012 yang lalu.  

Tingginya capaian sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia 

ini didukung oleh peningkatan alokasi anggaran APBD. Tahun Anggaran 2013 

untuk bidang pendidikan sebesar Rp.290.051.814.980,73 atau 27.38 persen dari 

total APBD.  Jumlah alokasi anggaran ini meningkat 1,02 persen, bila 

dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2012 sebesar 26.36 

persen.Peningkatan anggaran ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas 

bidang pendidikan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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Beberapa kegiatan yang didanai melalui APBD untuk peningkatan 

kualitas sumber daya manusia pada tahun 2013, antara lain; penambahan ruang 

kelas belajar (13 sekolah), rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (5 

sekolah), pengadaan meubelair sekolah, menyelenggarakan pendidikan 

kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C), pembangunan ruang perpustakaan SD 

dan Dana Operasional Sekolah (DOS), pelatihan kompetensi tenaga pendidik, 

pelatihan guru bidang studi yang di Ujian Negara (UN), Workshop Analisis 

Konteks Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan, Musyawarah guru mata 

pelajaran, pembinaan kelompok kerja guru, pemilihan guru berprestasi, Pekan 

olah seni dan budaya, Workshop Pendidik Tenaga Kependidikan PAUD dan 

Jambore PTK PAUD. 

Realisasi persentase angka melek huruf di kabupaten Batang Hari pada 

tahun 2013 sebesar 99,98 dengan capaian kinerja sebesar 100,84 persen.  

Namun demikian capaian ini turun sebesar 0.3 persen bila dibandingkan dengan 

capaian kinerja tahun 2012 dengan realisasi 99,98 persendan capaian sebesar 

101,14 persen. 

Selanjutnya,realisasi kinerja rata-rata lama sekolah sebesar 7,93 tahun 

dengan capaian kinerja 101,02 persen. Upaya optimal yang dilakukan untuk 

mencapai sasaran adalah dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2007 tentang Pendidikan Dasar 12 

tahun.  

Tabel 20. 
Jumlah Siswa dan Tingkat Kelulusan Program Pendidikan Paket A, B dan 

Paket C di Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 dan 2013 

No Uraian 

Tahun 2012 Tahun 2013 

Jumlah 
siswa 

Jumlah 
kelulusan 

Persentase 
Jumlah 
siswa 

Jumlah 
kelulusan 

persentase 

1 Paket A 205 175 85,36 20 20 100 

2 Paket B 980 712 72,65 100 100 100 

3 Paket C 557 396 71,09 225 225 100 

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari 

             Tabel 20 menunjukkan terjadi peningkatan angka melek pada tahun 

2013, hal ini mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh 

masyarakat Kabupaten Batang Hari. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah 

berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah 
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yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke 

atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti.  

Indikator ke tiga untuk sasaran ini adalah angka putus sekolah, jika 

dilihat meurut jenjang pendidikan ternyata angka putus sekolah pada jenjang 

sekolah menengah. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah siswa yang tidak 

melanjutkan sekolah. Capaian kinerja Indikator angka putus sekolah  tahun 

2013 sebesar 0,49 persen masih dibawah target (0,52%) dengan capaian 

indikator kinerja sebesar 105,77%. Angka ini jauh lebih tinggi dari realisasi 

tahun 2012 (22,58%). Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang 

Hari untuk mengurangi angka putus sekolah antara lain : 

1. Kegiatan perbaikan ruang kelas. 

2. Penyediaan Dana BOS dan DOS  

3. Penyelenggaraan Paket A setara SD, paket B setara SMP, dan Paket C setara 

SMA; 

4. Memberikan beasiswa kepada siswa miskin dan berprestasi; 

5. Mengadakan berbagai lomba kejuaraan tingkat Kabupaten, Provinsi maupun 

Nasional baik dalam bidang akademik maupun non akademik seperti 

olahraga, seni dan kegiatan sosial. 

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang 

Hari untuk mengurangi angka putus sekolah, diperlukan peningkatan APM dan 

APK, seperti ditunjukkan pada tabel berikut: 

 
Tabel 21 

Cakupan APM dan APK di Kabupaten Batang Hari tahun 2012 -2013 
 

No Uraian 
Tahun  

2012 2013 
1. Angka partisipasi murni 

- APM SD sederajat 
- APM SLTP sederajat 
- APM SMA sederajat 

 
99,12 

 
82,70 

74,38 74,75 

49,84 55,82 

2. Angka partisipasi kasar (APK) 
- APM SD sederajat 
- APM SLTP sederajat 
- APM SMA sederajat 

 
116,59 

 
97,79 

83,94 92,68 

71,83 70,59 
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Secara umum angka partisipasi sekolah di Kabupaten Batang Hari 
mengalami peningkatan seperti terlihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 22 
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2011-2012 

 

No Angka Partisipasi Sekolah  
Tahun  

2012 2013 
1. 7- 12 Tahun 98,41 98,22 
2. 13-15 Tahun 90,14 91,32 
3. 16-18 Tahun 50,94 60,74 

Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan yang sangat signifikan 

pada APS 16-18 Tahun sebesar 9,8 sebagai dampak dari program wajib belajar 

12 Tahun. 

Melalui berbagai kegiatan di atas diharapkan pada tahun yang akan 
datang angka putus sekolah dapat berkurang. 

Usia harapan hidup masyarakat merupakan salah satu syarat ukuran 

pembangunan manusia yang dapat dijadikan strategi dalam penanggulangan 

kemiskinan.Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

telah melakukan berbagai upaya diantaranya meningkatkan akses terhadap 

pelayanan kesehatan, meningkatkan kepedulian masyarakat, memenuhi 

kebutuhan gizi dan, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat sehingga 

dapat memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai.  

  Capaian kinerja indikator angka usia harapan hidup masih di bawah 

target. Hal ini pada umumnya sangat tergantung pada perilaku yang belum 

berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga memacu timbulnya 

penyakit degeneratif (jantung, hipertensi, diabetes dan lain-lain).Pada tahun 

2013 angka usia harapan hidup di Kabupaten Batang Hari sebesar  69,4 tahun, 

capaian ini hanya berada 0,73 tahun di bawah target yang telah ditetapkan 

70,13 tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,96 persen. Bila 

dibandingkan dengan tahun 2012 realisasi capaian sebesar 99,36 persen dari 

target sebesar 69,85. 

  Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Batang Hari lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan angka usia harapan hidup nasional sebesar 69 tahun.  

Capaian ini menunjukkan tetap tingginya derajat kesehatan masyarakat di 

Kabupaten Batang Hari yang diperoleh dari meningkatnya kesadaran 
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masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan sehat serta keberhasilan 

pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Batang Hari. 

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah : 

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 

Pengadaan obat Pelayanan Kesehatan Dasar dilakukan untuk menjamin 

ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan (RSUD HAMBA, 

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poskesdes) dengan jumlah anggaran 

sebesar Rp.6.831.607.803,- yang dianggarkan dari dana APBD Kabupaten 

Batang Hari. 

b. Pelayanan Kefarmasian dan perbekalan kesehatan 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas pengelola 

obat dan tata cara penyimpanan obat di Puskesmas, Puskesmas Pembantu 

dan Poskesdes dengan jumlah anggaran sebesar Rp.83.202.000,-  yang 

bersumber dari dana  APBD Kabupaten Batang Hari. 

c. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan 

makanan, melalui kegiatan sebagai berikut : 

- Pembinaan tempat pengelolaan makanan (TPM) ke 16 

rumahmakan/warung nasi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Muara 

Bulian (10 TPM), dan Muara Tembesi (6 TPM). 

- Pemeriksaan sampel makanan dan air minum di tempat pengelolaan 

makanan di rumah makan/warung nasi di enam kecamatan, yaitu 

Kecamatan Muara Bulian, Muara Tembesi, Kecamtan Bajubang, 

Kecamatan Marosebo Ulu, Kecamtan Mersam dan Kecamatan Pemayung. 

- Pengambilan dan pemeriksaan sampel makanan yang diduga 

mengandung bahan berbahaya di tujuh pasar tradisional, kantin SD dan 

warung, dengan jumlah sampel 144 sampel.  Berdasarkan hasil 

pemeriksaan terdapat bahan yang berbahaya diantaranya;     Siklamat, 

boraks, rhodamin B, formalin.  Kepada para pedagang diberi pembinaan 

tentang bahaya penggunaan  BTM (Bahan Tambahan Makanan). 

- Pembinaan kesehatan kepada industri rumah tangga pangan yang 

memproduksi keripik pisang sale, kerupuk ketumbar, stik ubi ungu, 

kerupuk pangsit udang, keripik tahu, stik udang, kembanga goyang, 

keripik bawang dan roti. 
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Kualitas kesehatan masyarakat salah satunya dapat diukur dari angka 

kematian bayi (infant mortality rate).Angka kematian bayi ini merupakan salah 

satu aspek yang sangat penting dalam mendiskripsikan tingkat pembangunan 

manusia disuatu daerah dari sisi kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi di 

Kabupaten Batang Hari  sebesar 4,03  dari 1.000 kelahiran hidup. Jumlah 

kematian bayi sebanyak 21 bayi dari 5.217 kelahiran hidup, dengan capaian 

126,73 persen. Capaian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian  

tahun 2012 sebesar 130,22 persen.Namun demikian tingkat kematian bayi kita 

relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan angka nasional sebesar 32 per 

1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). 

Penyebab kematian bayi ini, sebagian besar dikarenakan berat badan 

lahir rendah (BBLR) : 9 bayi (45%), lain-lain : 5 bayi (25%), Asfiksia : 3 bayi 

(15%), Pneumonia  : 1 bayi (5%), infeksi : 1 bayi (5%), kelainan kongenital : 1 

bayi (5%) . Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Grafik 9. 
 

Grafik 9. 
Proporsi Penyebab Kematian Bayi 0-11 Bulandi Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2013 
 

 
 

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk menekan jumlah 

kematian bayi adalah; (a) melakukan kunjungan neonatus (bayi berumur <28 

hari) minimal sebanyak 3 kali oleh bidan desa, (b) melakukan Audit Maternal 

Perinatal (AMP) oleh tim kesehatan, sehingga dapat diketahui penyebab 

Diare,
9.38 Pneumonia,
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kematian bayi serta ditindaklanjuti upaya pencegahan terhadap temuan 

tersebut, (c) Pertemuan Sosialisasi Brain Booster bagi petugas kesehatan (51 

orang), (d) Pertemuan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang 

(SDIDTK) diikuti  34 bidan, (e) Stimulasi Brain Booster di kelas ibu hamil di 4 

puskesmas (Selat, Jembatan Mas, Sei Rengas, Pasar Terusan) diberikan kepada 

56 ibu hamil, serta (f) Pemberian imunisasi dasar kepada 5.386 bayi. 

Salah satu tujuan MDGs adalah meningkatkan kesehatan ibu melalui 

upaya penurunan angka kematian ibu pada tahun 2015.  Jumlah kematian ibu 

melahirkan sebanyak 3 orang pada tahun 2013, ini lebih rendah dari maksimal 

sasaran yang ditetapkan sebanyak 5 orang dengan persentase capaian sebesar 

131,61 persen, angka ini lebih rendah jika dibandingkan capaian tahun 2012 

sebesar 163,64 persen. 

Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam 

menekan jumlah kematian ibu melahirkan diantaranya (1) penempatan bidan di 

desa dalam meningkatan 

status kesehatan ibu, (2) 

pemgembangan sistim 

Pemantauan Wilayah 

Setempat Kesehatan Ibu 

dan Anak (PWS-KIA), (3) 

Kerja sama lintas sektoral 

antara lain Gerakan Sayang 

Ibu (GSI), (4) Jaminan 

Persalinan (Jampersal) 

upaya tersebut didukung 

dengan tersedianya dana 

sebesar Rp.2.741.164.000,- bersumber dari dana APBN dan APBD Kabupaten 

Batang Hari.  

Selain itu dalam  meningkatkan pelayanan penanggulangan kesehatan 

telah dilaksanakan kegiatan berupa : (1) Pertemuan kemitraan Bidan Praktek 

Swasta kepada 46 orang, (2) Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program KIA 

diikuti 52 orang, (3) Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) kepada 9 

Orang, (4) Pemberian honor bidan koordinator di 17 Puskesmas sebesar Rp. 

200.000,- selama 12 bulan, (5) Pengadaan sarana penunjang administrasi 

(register kohort, buku KIA, kartu ibu, buku MTBS)  
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Grafik 10. 
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 - 2013 

 

Ada beberapa indikator yang ditetapkan pada rencana kerja bidang 

kesehatan sebagai pendukung indikator kinerja utama pada RPJMD tahun 

2011-2016  di antaranya : 

 

(1) Angka Kematian Balita 

 

Angka Kematian Balita (AKABA) menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan 

anak dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap anak balita seperti gizi, 

sanitasi, penyakit dan infeksi serta kecelakaan.  

Dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2012, diketahui Angka 

Kematian Balita Nasional sebanyak 40 per 1.000 kelahiran hidup.Angka kematian 

balita pada tahun 2013 diprediksi maksimal 4 orang per 1.000 kelahiran hidup. 

Dalam tahun 2012 angka kematian balita di Kabupaten Batang Hari adalah 0,19 

per 1.000 kelahiran hidup atau 1 balita meninggal dari 5.217 kelahiran hidup. 

Jika ditinjau dari capaian kinerja, terhadap persentase kematian bayi pada 

tahun 2012 sebesar 170,50 persen, maka pada tahun 2013 terjadi peningkatanmenjadi 

193,67 persen. 
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Grafik 11 . 

Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Batang Hari Tahun 2005-2013 

 

 
 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapai target 

tersebut : 

 Pertemuan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 

yang diikuti 20 bidan. 

 Peningkatan imunisasi, terdiri dari : 

a. Program  Imunisasi. 

b. Program Surveilans 

c. Kegiatan Sistem Kewaspadaan Dini- Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) 

 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, yang terdiri 

dari : 

a. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria. 

b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD. 

c. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru. 

d. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare. 

e. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA. 
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(2) Persentase balita gizi buruk 

Status gizi buruk adalah bila berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) 

kurang dari -3 Standar Deviasi (<-3SD) dan atau dengan tanda-tanda klinis 

(marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Persentase gizi 

buruk di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2013sebesar 0,02 persendari 

target sebesar  0,15 persen atau terjadi 5 kasus gizi buruk dari 26.368 

balita. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2012 

sebesar 0,07 persen atau terjadi 18 kasus gizi buruk dari 26.368 balita. 

Capaian persentase kinerja tahun 2013 adalah 186,67 persen, dalam 

mendukung program peningkatan ini pemerintah Kabupaten Batang Hari 

mengalokasikan dana sebesar Rp. 670.129.230,- yang bersumber dari 

APBD. 

Sebenarnya realisasi tersebut masih dibawah angka nasional sebesar 5,3 

persen (Riskesdas, 2013). Grafik berikut menunjukkan kecenderungan 

persentase balita gizi buruk di Kabupaten Batang Hari. 

 

Grafik 12. 
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2004 – 2013 di Kabupaten Batang Hari 
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Jika dilihat dari capaian kinerja indikator ini, terjadi penurunan dari 

161,11 persen pada tahun 2012 menjadi 186,67 persen pada tahun 

2013.Namun demikian Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah berusaha 

dengan melakukan kegiatan sebagai berikut. 

a. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan PMT-P Gizi Buruk selama 

90 hari kepada 5 penderita gizi buruk dengan jumlah anggaran sebesar 

Rp. 20.000,-/orang 

b. Pemantauan kondisi balita gizi buruk yang telah menerima PMT-P oleh 

tenaga kesehatan. 

c. Melakukan tata laksana gizi buruk, baik secara rawat inap maupun 

rawat jalan. Penanganan rawat jalan dilakukan dengan pemulihan gizi 

berbasis masyarakat (PGBM) di rumah tangga. 

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat ke Posyandu, sehingga kasus gizi 

buruk yang ditemukan langsung terdeteksi oleh kader/petugas 

kesehatan dan segera diberi bantuan. 

 

(3) Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif 
 

Pemberian ASI 

Eksklusif pada bayi 

merupakan salah satu 

upaya untuk mencegah 

terjadinya gizi buruk. 

Pada tahun 2013 

ditetapkan target bayi 

yang mendapatkan ASI 

Ekslusif sebesar 50 

persen dan terealisasi 

sebesar 68,89 persen 

dengan capaian sebesar 

137,77 persen. Capaian 

ini lebih rendah dari tahun 2012 sebesar 143,40 persen. Realisasi ini lebih tinggi 

dari angka nasional sebesar 30,2% (Riskesdas, 2013). 
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Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator tersebut  seperti 

(1) Peningkatan pengetahuan petugas (2) Melaksanakan inisiasi dini menyusu 

(segera meletakan bayi di dada ibu setelah pemotongan tali pusat) (3) 

Melakukan penyuluhan ASI Eksklusif kepada ibu hamil. 

Dari capaian terwujudnya peningkatan sumber daya manusia 

masyarakat berdampak kepada perubahan indeks pembanguna masyarakat 

yaitu pada Tahun 2011 IPM sebesar 73,44 dan Tahun 2012 sebesar 73,83, 

sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,39. 

 
Sasaran 2 Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur 

 

Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan 

penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara, khususnya pegawai 

negeri sipil. Disiplin kerja yang tinggi dan mental serta moral yang baik, 

merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh aparatur negara atau 

PNS, sebab menyangkut perannya sebagai abdi negara, pengayom masyarakat 

dan pemberi pelayanan terhadap publik. Dalam upaya meningkatkan 

kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, pemerintah Indonesia telah memiliki  

regulasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.   

Kritik masyarakat terhadap semakin buruknya kinerja, produktivitas, 

serta motivasi aparatur pemerintahan daerah diseluruh  Indonesia mulai dari 

pemerintah level atas  hingga pemerintah level paling bawah sebagai penyedia 

layanan (service provider) bagi  masyarakat, kritik itu antara lain disebabkan 

karena kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia bagi aparatur pemerintahan 

daerah. 

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil 

langkah-langkah konkrit untuk perbaikan kinerja aparatur pemerintah sebagai 

penyedia layanan terhadap masyarakat melalui  peningkatan kualitas sumber 

daya aparatur pemerintahan secara profesional dan terencana serta adanya 

kebijakan-kebijakan khusus dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

aparatur pemerintahan sebagai penyedia layanan (service provider) tersebut. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah dan selalu berupaya 

meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya yakni dengan mengadakan 

pengembangan sumber daya aparatur, misalnya dengan pendidikan dan latihan, 
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mengikutsertakan pegawai dalam tugas belajar untuk mengikuti pendidikan 

formal, promosi jabatan dan kegiatan lainnya. 

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam rangka 

mewujudkan SDM Aparatur dapat diukur melalui pencapaian indikator kinerja 

tabel berikut: 

Tabel 23. 
Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Tahun 2013 

 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

awal 
RPJMD 

Capaian 
Tahun 
2012 

Tahun 2013 

Target  Realisasi  
Capaian 

(%) 

1. Jumlah PNS yang dikenakan 
teguran/hukuman 
pelanggaran disiplin 

Orang 2 0 4 5 75 

2. Persentase unit layanan 
yang memiliki SPM 

% 2 50 8 10 125 

3. Persentase PNS yang 
memiliki kompetensi di 
bidangnya 

% 43,31 127,31 50 21,89 43,78 

 Rata-rata   88,57   81,26 

 

Tabel indikator kinerja sasaran secara kumulatif menunjukkan nilai  

sebesar 81,26 persen, selanjutnya secara parsial dapat dijelaskan bahwa 

indikator jumlah PNS yang dikenakanteguran/hukuman pelanggaran disiplin 

pada tahun 2013diharapkan tidak ada, namun dalam pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, terdapat 6 orang PNS 

yang dikenakan hukuman disiplin, yang terdiri 2 hukuman disiplin sedang 

(penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun), 4hukuman disiplin 

ringan (pernyataan tidak puas =1 orang, pernyataan teguran tertulis = 2 orang, 

pernyataan teguran lisan = 1 orang). 

Selanjutnya untuk indikator unit layanan yang memiliki SPM  

memperoleh capaian  sebesar 125 persen, dari target delapan unit pelayanan  

unit layanan yang telah memiliki SPM sebanyak sepuluh unit layanan. Ini 

menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk meningkan 

pelayanan secara maksimal dengan menyusun Standar Pelayanan Minimal 

sebagai tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam 

memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan terhadap layanan yang 
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diberikan. Sehingga untuk dimasa yang akan datang perlu ada penegasan untuk 

menyusun SPM. 

Indikator PNS yang memiliki kompetensi di bidangnya, capaian yang 

diperoleh sebesar 43,78 persen, yang dihitung dari jumlah Guru PNS yang 

belum bersertifikasi dan jumlah tenaga medis yang sesuai dengan kualifikasi 

pendidikannya.  Jumlah PNS guru sebanyak 2.749 orang dan yang telah 

bersertifikat sebanyak 1.225 orang, sedangkan untuk tenaga medis  dari 758 

orang yang memiliki kompetensi di bidangnya hanya 684 orang, ini 

dikarenakan sebagian tenaga medis beralih ke struktural. Jumlah pegawai yang 

telah mengikuti Diklat PIM IV,III  sebanyak 74 orang.kegiatan ini di alokasikan 

dari dana APBD sebesar Rp.1.149.195.500,-. 

 

Sasaran 3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat 

Terhadap banyak kelemahan atas pelayanan publik yang dilakukan oleh 

aparatur sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan  

masyarakat. Hal ini ditandai dengan  masih adanya berbagai keluhan 

masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media media, sehingga  dapat 

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Salah 

satunya adalah pelayananbidang kesehatan.Kesehatan merupakan salah satu 

aspek penting dalam suatu negara, bahkan menjadi salah satu tolak ukur 

kesejahteraan negara. Jumlah penduduk yang banyak mengakibatkan negara 

harus mengeluarkan biaya yang besar pula, sementara kemampuan Negara 

sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis untuk 

menyikapinya. 

Bidang Kesehatan merupakan salah satu fokus pembangunan Kabupaten 

Batang Hari. Kebijakan pembangunan di bidang ini diarahkan untuk 

meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat agar mendapatkan 

pelayanan yang berkualitas dan mudah. Kebijakan tersebut meliputi : 

(1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga bagi 

keluarga miskin (gakin). 

(2) Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi 

masyarakat dan pengendalian penyakit.  

(3) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga medis dan non medis 

kesehatan yang dimiliki. 
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Mengacu pada arah dan kebijakan di atas, maka disusunlah berbagai 

kegiatan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

masyarakat yang dapat diukur melalui indikator pada tabel berikut. 

Tabel 24. 
Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Layanan, Tahun 2013 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi awal 

RPJMD 

Capaian 
Tahun 
2012 

Tahun 2013 

Target  Realisasi 
Capaian 

(%) 

1. Persentase pelayanan 
kesehatan rujukan pasien 
masyarakat miskin 

% 60 183 75 9,90 186,80 

2. Persentase pertolongan 
persalinan oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan 

% 88 107,58 91,51 97,57 106,62 

 Rata-rata   145,29   146,71 

 

Secara komulatif capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

untuk sasaran ini pada tahun 2013 sebesar 146,71 persen,  meningkat bila 

dibandingkan dengan capaian tahun 2012(145,29 persen). 

Secara parsial capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat layanan rujukan pasien 

pada tahun 2013 sebesar 186,80 persen, meningkat sangat signifikan bila 

dibandingkan dengan capaian tahun 2012 yang hanya 186,80 persen.   Jumlah 

masyarakat miskin di Batang Hari 84.032 jiwa, sebanyak 8.321 jiwa di 

antaranya melakukan layanan rujukan kesehatan, atau sebesar 9,90 persen. 

Rendahnya persentase rujukan pasien masyarakat miskin ini menunjukan 

bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas secara umum sudah dapat mengatasi 

penyakit pasien. 

Adanya kepedulian masyarakat akan kesehatan dan peranan pemerintah 

dalam  peningkatan kualitas kesehatan menjadi strategi penting untuk 

dilakukan dalam bidang kesehatan.  Upaya ini didukung dengan anggaran 

sebesar Rp. 4.599.924.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Batang Hari. 

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin sebagaimana 

diamanatkan konstitusi dan undang-undang, saat ini pemerintah Kabupaten 

Batang Hari sedang memantapkan jaminan kesehatan tentang masyarakat 

miskin.Pelayanan kesehatan diberikan mulai dari bidan di desa hingga 

pelayanan rujukan ke rumah sakit. 
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Persentase Realisasi Kinerja Indikator  Pertolongan Persalinan oleh 

Tenaga Kesehatan tahun 2013 sebesar 97,57 persen  dari target 91,51 persen 

dengan capaian 106,62 persen, capaian ini lebih rendah jika dibandingkan 

dengan tahun 2012 realisasi capaian sebesar 107,58 persen. Berdasarkan hasil 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) tahun 2013, persentase pertolongan oleh 

tenaga kesehatan untuk nasional sebesar 87,1 persen. Jika ditinjau dari 

persentase capaian kerja indikator ini, sudah cukup baik. 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam meningkatkan 

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan antara lain berupa penyediaan 

tenaga bidan di desa, kesinambungan keberadaan bidan desa, penyediaan 

fasilitas pertolongan persalinan pada polindes/pustu dan puskesmas, kemitraan 

bidan dan dukun bayi, serta berbagai pelatihan bagi petugas. 

Dari capaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

masyarakat tergambar melalui indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan 

seperti tabel berikut ini 

Tabel  25. 
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2011-2012 
 

No Variabel  
Tahun  

2012 2013 
1. IKM di Puskesmas 75,25 75,75 
2. IKM di RSUD HAMBA 77 79,25 

 

Tabel tersebut menunjukan peningkatan IKM di puskesmas dan Rumah 

Sakit sehingga secara umum IKM di Kabupaten Batang Hari bidang kesehatan 

mengalami peningkatan sebesar 1,38. 
 

Sasaran 4 Terciptanya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana 
Kesehatan 

 

Pembangunan kesehatan 

merupakan upaya untuk memenuhi 

salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak 

untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan. Peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan sangat erat kaitannya dengan 

kualitas sarana dan prasarana yang baik.  
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Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun dan menyediakan sarana 

dan prasarana kesehatan yang memadai yang tergambar melalui arah kebijakan 

dan penganggaran. Kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas 

sarana dan prasarana kesehatan, Antara lain 

(1) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas 

Pembantu, Rumah Dinas Medis, Paramedis, dan Poskesdes. 

(2) Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan 

penduduk di daerah tertinggal dan terpencil. 

Untuk mewujudkan capaian kinerja sasaran di atas, Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari menetapkan beberapa indikator sebagai alat ukur 

pencapaian kinerja sebagai berikut:  

Tabel  26. 
Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan, 

Tahun 2013 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

awal 
RPJMD 

Capaian 
Tahun 
2012 

Tahun 2013 

Target  Realisasi 
Capaian 

(%) 

1. Persentase puskesmas 
induk yang melayani rawat 
inap 

% 50 67,22 60 47,06 78,06 

2. Rasio dokter per-100.000 
penduduk 

Orang 18 62,22 28 17 60,70 

 Rata-rata   64,72   69,57 

 
1. Persentase pengguna pelayanan kesehatan yang merasa puas di 

Puskesmas 

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk mengetahui 

kualitas pelayanan kesehatan, dengan melakukan survei Indeks Kepuasan 

Masyarakat. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat 

sebesar 75,75 (termasuk kategori baik), dengan realisasi capaian kinerja 

sebesar 98,38% dari target yang ditetapkan yaitu 77%. 
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2. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk 

 

Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan tidak terlepas dari ketersediaan 

dokter spesialis di Rumah Sakit. Ratio dokter spesialis per 100.000 

penduduk sebesar 9 orang dengan capaian kinerja sebesar 57,14 persen.  

Capaian kinerja ini lebih rendah jika dibandingkan tahun 2012 yang capaian 

kinerjanya mencapai 50 persen. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari tetap berupaya meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan dengan mewujudkan Puskesmas bersertifikat ISO 

9001:2008. Pada tanggal 6 Desember 2013, Puskesmas Muara Bulian berhasil 

mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dan merupakan puskesmas ISO 

9001:2008 pertama di Propinsi Jambi. 

Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk 

mencapai terciptanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan baik yang 

dilakukan di Puskesmas maupun di Rumah Sakit dilihat dari cakupan rawat 

inap di Puskesmas Perawatan, pada tahun 2013 sudah memberikan pelayanan 

kesehatan rawat inap sebanyak 2,413 kunjungan dari 8 Puskesmas. 

Pelayanan kesehatan di rumah sakit yang diukur melalui Bed Occcupancy 
Rate (BOR) mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 58,2 meningkat 
menjadi 59,12 pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan sebesar 0,92. 
 

Sasaran 5 Meningkatnya Peranan Perempuan dalam Pembangunan 

 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari memiliki pandangan bahwa 

perempuan merupakan salah satu pontensi sumber daya manusia yang 

memiliki peranan penting dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, agar 

memberi manfaat dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten 

Batang Hari maka potensi sumber daya perempuan perlu diberdayakan dalam 

berbagai aspek pemerintahan dan proses pembangunan. 

Sesuai visi dan misi Kabupaten Batang Hari, arah kebijakan 

pembangunan pemberdayaan perempuan, sebagai berikut : 

(1) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, 

melalui peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas serta 

harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat 

pemerintahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 
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(2) Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui 

upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan. 

(3) Peningkatan kapasitas kelembangan Pengarustamaan Gender (PUG) dan 

Pemberdayaan Perempuan. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari menetapkan beberapa indikator 

sebagai alat ukur pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut: 

Tabel 27 . 
Capaian Kinerja Peningkatan Peranan Perempuan dalam Pembangunan, 

Tahun 2013 
 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

awal 
RPJMD 

Capaian 
Tahun2012 

Tahun 2013 

Target  Realisasi  Capaian  

1. Persentase partisipasi 
perempuan di lembaga 
pemerintah 

% 20 73,6 28 40,39 144,25 

2. Persentase partisipasi 
angkatan kerja perempuan 

% 15,8 123 16,1 22,02 136,77 

 Rata-rata   98,3   140,51 

 

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas secara kumulatif sebesar 

140,51 persen, ini  menunjukkan telah terjadi responsif gender, karena dalam 

proses pembangunan, pada hakekatnya perempuan mempuyai hak dan 

kewajiban sama dalam proses pembangunan baik dalam tahap perumusan, 

implementasi maupun evaluasi. Pemerintah Kabupaten Batang Hari masih terus 

berusaha  merepresentasikan  perempuan dalam mengambil keputusan pada 

lini SKPD. Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan tidak pernah 

membedakan jenis kelamin salah satu contoh adalah tingkat partisipasi kaum 

perempuan pada sektor pemerintah dari 709 jabatan struktural terisi  162 di 

jabat oleh perempuan di berbagiai tataran eselonering yang ada di Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari. 

Sedangkan capaian indikator partisipasi angkatan kerja perempuan dari 

target 16,1 persen tercapai realisasi sebesar 22,02 dengan jumlah capaian 

sebesar 136,77 persen, ini menunjukkan kinerja yang baik dan capaian ini juga 

menunjukkan  peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang capaian kinerjanya 

mencapai sebesar 123 persen partisipasi perempuan dalam dunia 

kerja.Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan diupayakan dengan 
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memberi kesempatan dalam hal peningkatan pendidikan dan tingkat partisipasi 

dalam angkatan kerja diberbagai sektor. 

Sasaran 6 Menekan Tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial 

 

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah bangsa yang penting dan 

harus segera diselesaikan disamping permasalahan strategis lainnya dalam lima 

tahun ke depan. Isu kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan masalah 

pangan (food security), tingkat pengangguran (employment), pembangunan 

sosial (social development) dan peningkatan kualitas hidup melalui pencapaian 

target-target MDG’s. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan diwujudkan 

dalam prioritas program dan kegiatan seperti : peningkatan perhatian terhadap 

penyandang cacat, lanjut usia dan anak terlantar serta peningkatan 

ketersediaan akses dan upaya rehabilitasi sosial untuk kelompok Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

PMKS secara nasional meliputi 27 jenis, namun di Kabupaten Batang 

Hari hanya ada 8 jenis PMKS antara lain;orang terlantar/mayat terlantar, 

penyandang cacat, lanjut usia terlantar, komunitas adat terpencil (KAT), fakir 

miskin, rawan bencana alam, rumah tidak layak huni, gelandangan/pengemis. 

Untuk mewujudkan  keberhasilan  sasaran  di atas,  Pemerintah  

Kabupaten Batang Hari menetapkan indikator kinerja utama berupa jumlah 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)  sebagaimana disajikan pada 

Tabel 25. 

Tabel 28. 
Capaian Kinerja Menekan Tingkat Penyandang Masalah  Kesejahteraan 

Sosial, Tahun 2013 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

awal 
RPJMD 

Capaian 
Tahun 
2012 

Tahun 2013 

Target  Realisasi 
 Capaian 

(%) 

1. Jumlah PMKS KK 300 -50,80 200 205 97,5 

 Rata-rata   -50,80   97,5 
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Tabel 25 menunjukkan capaian kinerja tahun 2013 sebesar 97,5 persen 

dengan realisasi 205 KK dari target 200 KK. Capaian tersebut jauh lebih tinggi 

dari capaian tahun 2012 (-50,80 persen).  

Pemerintah Kabupaten Batang Hari berkomitmen mengatasi berbagai 

jenis persoalan sosial itu sesuai dengan RPJMD dan telah menganggarkan dana 

sebesar  Rp. 230.531.500,-. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2013 

diantaranya; pemberdayaan fakir miskin, pemulangan orang 

terlantar/gepeng/mayat terlantar, penyuluhan pencegahan narkoba di 

kalangan generasi muda. 

 

3.1.4. Terwujudnya Kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang 
bersih 

 

 

Salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tata pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa adalah melalui reformasi birokrasi. Tujuan akhir 

dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima 

(cepat, tepat, murah, transparan, dan akuntabel) Untuk meningkatkan kinerja 

birokrasi. 

Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan 

aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung 

keberhasilan pembangunan bidang lainnya.  

Guna mewujudkan komitmen nasional tersebut, maka Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari terus berupaya melakukan reformasi birokrasi 

sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014.  

Makna reformasi birokrasi adalah  perubahan besar dalam paradigma 

dan tata kelola pemerintahan dengan upaya merevisi dan membangun berbagai 

regulasi, memoderenkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen 

pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi 

pemerintah dengan paradigma dan peran baru. 

Berangkat dari makna tersebut diatas, maka pelaksanaan dengan 

reformasi birokrasi diharapkan dapat: 
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a. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan 

kewenangan publik oleh pejabat di instansi pemerintah. 

b. Menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang bersih, mampu, dan 

melayani. 

c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.     

d. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program 

instansi.  

e. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi 

tugas organisasi.  

f. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam 

menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. 

Kebijakan Reformasi Birokrasi yang komprehensif ditetapkan dengan 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025, dan Permenpan-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Selain itu, diterbitkan pula 9 (sembilan) 

Pedoman dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan 

dengan Permenpan-RB Nomor 7 sampai dengan Nomor 15 yang meliputi 

pedoman tentang Pengajuan dokumen usulan sampai dengan mekanisme 

persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja. 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

dilakukan berdasarkan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan 

serta berbagai pedoman pelaksanaannya.  

 

Sasaran  1 Terciptanya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan 
Pemerintahan yang Bersih, Efisien, Efektif, Transparan, 
Professional dan Akuntabel 

 

Untuk mencapai kelembagaan dan tatalaksana pemerintah yang bersih, 

efisien, efektif, transparan dan professional pemerintah diambil dari tataran 

pelaksana aspek kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan, 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan barang milik 

daerah, dan pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat  yang 

digabungkan ke dalam aspek lainnya meliputi: pengelolaan kelembagaan, 

kepegawaian, perencanaan dan penganggaran, pelayanan publik, keuangan dan 

akuntabilitas daerah. 
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1.  Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, dalam hal ini terkait dengan 

standard pelayanan minimal (SPM), adalah belum tersusunnya semua 

pedoman SPM, kurangnya sosialisasi (bagi yang sudah ada pedoman SPM-

nya), dan kurangnya pemahaman terhadap pencapaian target SPM.  

2.  Penyelenggaraan akuntabilitas daerah, hal ini terutama terkait jumlah 

laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah dan tingkat 

ketaatannya dalam menyusun dan menyampaikan laporan kepada 

Pemerintah.  

3.  Penyelenggaraan keuangan daerah terkait dengan penggalian potensi 

daerah, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah 

melalui implementasi anggaran berbasis kinerja. 

Ruang lingkup peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah meliputi:  

a. Kelembagaan daerah, dengan program penataan kelembagaan daerah, 

kepegawaian daerah, dengan program-program: penataan jabatan, penataan 

pola karir, peningkatan efektivitas kepegawaian daerah, pengembangan 

etika birokrat, peningkatan kompetensi, dan peningkatan kesejahteraan.  

b. Perencanaan dan penganggaran daerah, dengan program-program: 

pemanfaatan perencanaan partisipatif, sinergitas perencanaan dan 

penganggaran, dan monev perencanaan penganggaran. 

c. Peningkatan kualitas pelayanan dengan program capaian SPM, keuangan 

daerah dengan program: penguatan SDM bidang keuangan daerah, 

penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan 

efektivitas audit keuangan daerah, peningkatan kapasitas akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program kapasitas 

akuntabilitas pemda.  

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah 

dilaksanakan dalam suatu mekanisme melalui : 

a. Penilaian Kinerja; Program didasarkan pada hasil evaluasi dan pengukuran 

kinerja pemerintahan daerah (tataran pengambil kebijakan dan tataran 

pelaksana kebijakan) baik pada level individu, organisasi maupun 

sistem/tatalaksana.  

b. Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebutuhan-kebutuhan 

pengembangan dan peningkatan kapasitas yang diperlukan bagi daerah.  
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c. Pengkajian kebutuhan, dilakukan dengan (1) melibatkan stakeholders, (2) 

merujuk pada dokumen-dokumen kebijakan daerah, (2) orientasi jangka 

menengah, (3) pemutakhiran program Capacity Building,            (4) metode 

dan pendekatan.  

Kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas secara ringkas 

dapat diuraikan ke dalam bagian-bagian seperti tersebut di bawah ini:  

1. Memusatkan perhatian pada upaya penyesuaian struktur organisasi 

Pemerintah Daerah (restrukturisasi) dan pembinaan pemerintah provinsi 

terhadap kabupaten/kota.  

2. Memusatkan perhatian pada upaya untuk menciptakan suatu sistem 

manajemen sumber daya manusia di tingkat Daerah. Bagian ini juga 

membahas mengenai pengkajian ulang atas peraturan-peraturan tentang 

PNS, dasar kelembagaan untuk pemberian pelatihan bagi Pegawai Negeri, 

pola karier dan kesejahteraan pegawai.  

3. Memusatkan perhatian pada penyusunan perencanan daerah yang 

partisipatif melalui upaya pengembangan perencanaan partisipatif, 

sinergitas perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, serta 

monitoring perencanaan daerah.  

4. Memusatkan perhatian pada pencapaian target-target standar pelayanan 

minimal (SPM), melalui penyusunan pedoman SPM nasional oleh 

departemen teknis/sektoral, sosialisasi pedoman SPM, pendampingan 

penyusunan capaian-capaian SPM daerah, serta evauasi kinerja SPM.  

5. Memusatkan perhatian pada upaya pengelolaan keuangan daerah secara 

transparan dan akuntabel. Implementasi program diawali dengan 

penyempurnaan sejumlah peraturan-peraturan yang harus segera 

direvisi/diselesaikan dan didesiminasikan. Selain itu dibahas pula tentang 

kebutuhan-kebutuhan pelatihan bagi Pejabat-pejabat Daerah dan anggota 

DPRD mengenai penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. Kegiatan-

kegiatan lain yang diperlukan untuk mengembangkan manajemen keuangan 

daerah adalah dengan memperkenalkan Anggaran Kinerja (performance 

budgeting) dan sistem akuntansi keuangan daerah yang baru.  

6. Memusatkan perhatian pada perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, yang meliputi program/kegiatan antara lain: 

sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pelaporan dan 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis, dan sebagainya.  
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7. Pembiayaan untuk kegiatan peningkatan kapasitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah pada dasarnya sudah melekat (embeded) pada 

anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD. 

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata 

pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya 

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, 

akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan 

membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian 

dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah 

pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber 

daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.  

Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif, efisien, 

akuntabel dan transparan menetapkan 4 sasaran sebagaimana berikut : 

Hasil penting yang dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan dan 

kegiatan dalam pencapaian sasaran antara lain: 

1. Meningkatnya  jumlah SKPD yang melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di 

lingkungan pemerintah daerah;  

2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Terselenggaranya koordinasi, monitoring dan evaluasi  Inpres Nomor 5 

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;  

4. Terbangunnya kerjasama antara Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan dengan Pemerintah Daerah. 

Upaya pencapaian terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan 

pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan 

akuntabel dilakukan dengan penekanan pada pembangunan aparatur negara 

melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Implementasinya adalah reformasi 

birokrasi difokuskan pada upaya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur agar memiliki kinerja yang 

optimal dengan disertai upaya perbaikan tingkat kesejahteraan PNS, 

peningkatan kualitas pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun 

pelayanan lainnya; dan pengembangan sistem pengawasan dan pemeriksaan 
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yang efektif, serta peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah. Hasil 

yang diharapkan adalah terciptanya sosok dan perilaku birokrasi yang lebih 

profesional, bertanggungjawab, efisien dan efektif, bersih, bebas KKN, dan dapat 

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 

Penataan kelembagaan dan ketatalaksanan dilaksanakan dengan Sumber 

Daya Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, 

berkinerja tinggi dan sejahtera sesuai dengan sistem, proses dan prosedur kerja 

yang jelas, efektif, efisien, terukur agar tercapainya tujuan dan sasaran 

pembangunan.  

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari terdiri 

dari 15 Dinas Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; 12 

Lembaga Teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013; 

Sekretariat Daerah terdiri dari 10 Bagian sesuai dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2013 dan 2 Lembaga Lainnya yaitu Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 

2011 dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2013, semuanya merupakan struktur organisasi yang tepat fungsi dan 

tepat ukuran (right sizing). 

Pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yaitu dengan berdirinya Badan 

Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu  (BPMPPT) serta Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).  

Dalam pelaksanaan sistem dan prosedur kerja yang jelas Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 

tentang layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE). Layanan 

tersebut dapat melakukan pengaturan yang diperlukan untuk penyempurnaan 

prosedur dan sistem layanan pengadaan barang dan jasa agar setiap orang 

mengetahuinya dengan pemanfaatan tekhnologi dan informasi dan komunikasi 

(e-services) termasuk penyempurnaan pengaturan penyelenggaraan e-

procurement, kemudian pada Tahun 2012 Bupati Batang Hari mengeluarkan 

Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Struktur 

Organisasi Unit Layanan  Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

yang dapat memberikan Pelayanan/Pembinaan dibidang Pengadaan 
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Barang/Jasa dengan maksud ditetapkan Peraturan tersebut sebagai dasar untuk 

melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang 

dibiayai oleh APBD dan APBN sebagai tujuan untuk meningkatkan efisiensi, 

efektifitas transparansi, terbuka, bersaing, adil/tidak distriminasi dan akuntabel 

dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari, agar terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif, 

efisien, bersih dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan publik yang 

lebih berkualitas kepada masyarakat. 

Capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja utama Jumlah temuan 

pemeriksaan aparat pengawasan eksternal dan internal sebagaimana disajikan 

pada Tabel 26 

Tabel  29. 
Capaian Kinerja Terciptanya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintahan 

yang Bersih, Efisien, Efektif, Transparan, Professional Dan Akuntabel, 
 Tahun 2013 

 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

Awal 
RPJMD 

Capaian 
Tahun 
2012 

Tahun 2013 

Target 
Rea-
lisasi  

Capaian 

(%) 

1 Jumlah temuan pemeriksaan aparat 
pengawasan eksternal dan internal 
pemerintah: 

Temuan 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 BPK  204  153 18 188,24 

 Inspektorat Provinsi  128  98 34 165,30 

 Inspektorat Kabupaten  
404 

 236 222 105,93 

 Rata-rata   172,85 487 274 153,16 

 
 

Pencapaian kinerja sasaran di atas diupayakan dengan melaksanakan 

program tindak lanjut hasil pengawasan dengan kegiatan monitoring dan pra 

pembahasan tindaklanjut hasil-hasil pemeriksaan. Dari tabel di atas dapat 

dilihat bahwa capaian kinerja sasaran terciptanya kelembagaan dan 

ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, 

profesional dan akuntabel sebesar 153,16 persen. Dari tabel sasaran di atas 

menjelaskan bahwa capaian kinerja sasaran telah melebih target yang telah 

ditetapkan dalam RPJMD.  

Capaian kinerja sasaran Tahun 2013 bila dibandingkan dengan target 

sasaran Tahun 2013 telah melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan 
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berkurangnya jumlah temuan pemeriksaan aparat pengawasan ekstern dan 

aparat pengawasan intern. 

Pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui pembinaan dan 

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, meliputi koordinasi, 

pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, 

pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan bagi 

PNS, Kepala Desa, Aparatur Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

Proses kegiatan ditujukan untuk menjamin pencegahan dan mengurangi 

temuan-temuan pemeriksaan dengan meningkatkan fungsi pengawasan, yaitu 

sistem pengawasan internal, maupun pengawasan fungsional. 

Dalam pelaksanaan tindaklanjut dan pemutakhiran data dilakukan 

serangkaian kegiatan: 

a. Melakukan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan yang belum 

ditindaklanjuti, dan temuan-temuan yang mempunyai nilai saldo serta 

kasus-kasus penyimpangan. 

b. Memanggil / menghubungi penanggungjawab satker / proyek dan pihak-

pihak lainnya yang secara langsung mempunyai kaitan dengan hasil 

pemeriksaan untuk memperoleh kepastian pelaksanaan tindaklanjut. 

c. Melakukan rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan antara 

Inspektorat Kabupaten Batang Hari dengan SKPD terkait. 

Pencapaian sasaran tersebut 

juga berdampak positif atas penilaian 

opini oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan RI Perwakilan Provinsi 

Jambi yang telah memberikan Opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

kepada Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari atas Laporan Keuangan 

Daerah Tahun Anggaran 2012 yang 

telah disajikan sesuai standar 

akuntansi pemerintah dan sistem 

pengendalian intern. 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan hasil pemeriksaan 

eksternal dengan nilai opini terbaik  terhadap suatu entitas atas asersi 

(pernyataan) manajemen atas laporan keuangan dalam suatu periode akuntansi 

yang disusun berdasarkan Standart Akuntansi, dan pemeriksaan telah 
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dilakukan melalui Norma pemeriksaan sebagai Standart Profesional 

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) . 

Disamping program di atas, pencapaian sasaran juga diwujudkan dengan 
pelaksanaan program dan kegiatan: 

Tabel  30 
Kegiatan 

 

No Kegiatan Satuan 
Realisasi 

2012 

Target 
2013 

Realisasi 
2013 

Capaian % 

1 Penyusunan LAKIP Laporan 27 31 30 96.77 

2 Evaluasi LAKIP Laporan 27 31 28 90.32 

3 Reviu LKPD Laporan 1 1 1 100 

4 Pemeriksaan Fungsional SKPD 37 45 71 157.78 

5 Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Kasus 32 60 23 38.33 

6 
Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Desa 100 100 100 100 

 

Penyusunan Lakip 

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban pemerintah 

dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan setiap 

kegiatan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

Negara. Pertanggungjawaban disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Capaian kinerja penyusunan laporan akuntabilitas Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari sebesar 96.77 persen, keadaan ini 

disebabkan dari 31 SKPD yang ditargetkan untuk menyusun laporan ternyata 

yang melaksanakan sebanyak 30 SKPD. Adapun 1 SKPD yang belum menyusun 

dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja adalah Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olah Raga. 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan SKPD yang tidak 

menyampaikan laporan disebabkan sebagai entitas yang baru terbentuk pada 

Tahun 2013. 
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Evaluasi Lakip 

Disamping menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP), Pemerintah Kabupaten Batang Hari juga melakukan evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah melakukan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2012 pada 28 SKPD, 

dengan capaian kinerja adalah sebesar 90.32 persen. 

Reviu LKPD 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah, pemerintah kabupaten melalui Inspektorat Kabupaten Batang Hari 

telah melakukan reviu atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2012 

untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada 

modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan 

keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

Capaian kinerja Reviu Laporan Keuangan Daerah sebesar 100 %, tingkat 

capaian ini telah sesuai target yang ditetapkan dikarenakan reviu wajib 

dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai syarat meyakini laporan keuangan 

daerah yang telah diterbitkan untuk selanjutnya akan diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Pemeriksaan Fungsional 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 

Pemeriksaan fungsional merupakan bagian dari proses manajemen 

pemerintahan yang juga merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah 

untuk menyelenggarakan pengawasan internal di daerah yang dilaksanakan 

oleh Inspektorat. Pemeriksaan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung 

tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan kegiatan 

pemeriksaan ke SKPD yang dilaksanakan secara periodik, diharapkan akan 
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mengurangi kesalahan menajemen di tingkat SKPD , di mana temuan hasil 

pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak akan mempengaruhi 

efektivitas dan efisiensi kinerja SKPD. Pemeriksaan Internal secara 

berkala/reguler berpedoman pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 

(PKPT), dilaksanakan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, 

penyelenggaraan kegiatan instansi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang 

daerah, pengelolaan sumber daya manusia. Pada akhirnya diharapkan dapat 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik  (Good Governance) 

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap SKPD diatur dalam Program Kerja 

Pengawasan Tahunan (PKPT) 2013 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati 

Batang Hari Nomor 806 Tahun 2012.  

Capaian pemeriksaan fungsional sebesar 157,78 persen, tingginya 

capaian tersebut dikarenakan pemeriksaan reguler yang direncanakan pada 

program pengawasan fungsional sebanyak 71 satuan kerja melebihi target yang 

direncanakan sebanyak 45 satuan kerja. 

Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat 

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam 

menindaklanjuti amanah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang bersih dan bebas KKN adalah dikembangkannya akuntabilitas 

kinerja aparatur kepada masyarakat. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan 

pelaksanaan PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran 

Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Sebagai wujud dari 

pelaksanaan peraturan tersebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

harus menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.  

Pengaduan masyarakat dapat berbentuk pengaduan tertulis atau bentuk 

lainnya. Pengaduan tersebut ditangani dengan mekanisme dan prosedur yang 

jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

APIP berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, 

antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut: 

1. Hambatan, keterlambatan, dan/atau rendahnya kualitas pelayanan publik. 

2. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang dan aset atau barang milik 
negara/daerah. 



100 

 

 

 

 

 

  

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 

 

Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, 

tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dengan baik antara 

instansi pemerintah dalam penanganan pengaduan masyarakat, untuk 

mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik oleh pemerintah Kabupaten 

Batang Hari dalam penanganan pengaduan masyarakat. 

Pada Tahun 2013 jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan 

kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebanyak 23 pengaduan dan semua 

pengaduan telah dilakukan penanganan atau 100 persen.  

Bila dilihat dari jumlah estimasi pengaduan sebanyak 60 pengaduan 

maka capaiannya adalah 38.33 persen. Capaian ini diperoleh dari lebih kecilnya 

jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah 

dari pada target atau estimasi. 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa telah dilakukan 

terhadap 100 desa pada 8 kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari yang secara 

khusus dilakukan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa (APBDes) dan pada Tahun 2013 semua desa dalam Kabupaten 

Batang Hari telah dilakukan pembinaan. 
 

Sasaran  2 Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan 
tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga 
Negara, kelompok atau golongan masyarakat.  

 

Otonomi daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

merupakan momentum yang tepat untuk menciptakan peraturan perundang-

undangan yang lebih sesuai dengan semangat penghormatan terhadap 

keberagaman dan konteks lokal. Hal ini menjadi sangat visibel karena sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan,  Peraturan Daerah diakui sebagai bagian dari 

hukum positif dan mempunyai tata urutan “resmi” dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia 

Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

dapat menjadi payung hukum yang dapat melancarkan penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah atau melancarkan otonomi daerah. Harus dihindarkan 

adanya kemungkinan terjadinya diskriminatif. Persoalannya adalah bagaimana 
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Perda tersebut tetap dapat diterima didaerah, dan Perda juga berlaku secara 

umum tidak membedakan atau mendiskriminatifkan salah satu 

golongan/ras/sukudan lain sebagainya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah 

dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi ayat (4). Dalam konteks ini yang 

dimaksudkan dengan bertentangan dengan kepentingan umum adalah 

kebijakan yang mengakibatkan  terganggunya kerukunan warga, terganggunya 

pelayanan umum, dan terganggunya ketertiban / ketentraman masyarakat serta 

kebijakan/Peraturan Daerah yang bersifat diskriminatif serta berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat. 

Implementasinya, proses harmonisasi peraturan pusat dengan peraturan 

daerah seringkali tidak berjalan dengan baik. Dalam proses harmonisasi, maka 

berlakulah ketentuan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 yang menegaskan bahwa peraturan daerah yang bertentangan 

dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.  

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bukanlah sebuah proses 

yang semata-mata hanya menyusun pasal-pasal dan ayat-ayat sehingga menjadi 

sebuah peraturan, melainkan satu pekerjaan yang rumit dan penuh pemikiran 

yang mendalam untuk merancang sebuah keadaan pada masa yang akan datang 

melalui seperangkat aturan sekaligus memprediksikan segala sesuatu  sumber 

daya yang dibutuhkan untuk efektivitas pencapaian tujuan pengaturan tersebut. 

Sisi lain, apabila kita tidak menggunakan paradigma ini, maka hukum 

yang akan menjadi wacana pokok dan kemanusiaan hanya akan menjadi 

asesories belaka. Peraturan perundang-undangan haruslah dimaknai lebih 

daripada sekedar hukum yang tertulis, tetapi haruslah menjadi hukum yang 

hidup dan berhati nurani. Peraturan perundang-undangan tidak berada dalam 

ruang hampa, melainkan berada dalam ruang kehidupan sosial yang penuh 

pergulatan kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam lingkungan geopolitik dan 

geostrategis yang dinamis. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah berkomitmen dalam 

pembentukan Peraturan Daerah tidak boleh bersifat diskriminatif atau 

bertentangan dengan kepentingan umum. 

Untuk menjawab pencapaian sasaran indikator sasaran di atas, 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari menetapkan beberapa indikator sebagai 
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alat ukur pencapaian kinerja sasaran Terhapusnya peraturan perundang-undangan 

dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga Negara, kelompok atau 

golongan masyarakat sebagai berikut : 

Tabel 31 
Capaian Kinerja Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan 

tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga Negara, kelompok 
atau golongan masyarakat, Tahun 2013 

 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

Awal 
RPJMD 

Capaian 
Tahun 
2012 

Tahun 2013 

Target  Realisasi  
Capaian 

(%) 

1. Jumlah Perda yang bersifat 
diskriminatif  Jumlah 0 100 0 0 100 

 Rata-rata   100   100 

 

Capaian kinerja sasaran sebesar 100 persen dari target Tahun 2013 

sebesar 0 Perda. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 

2013 telah menerbitkan Peraturan daerah dengan mengacu pada peraturan 

Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan melalui kegiatan harmonisasi 

Peraturan Daerah di Kementrian Hukum dan HAM maupun kepada stake holder 

lainnya, sehingga tidak ada perda yang bersifat deskriminatif untuk tahun 2013. 

Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Batang Hari bekerjasama 

dengan Pemerintahan Provinsi Jambi melalui Biro  Hukum Sekretariat Daerah 

Gubernur jambi telah melakukan harmonisasi Peraturan Daerah dengan 

Kementrian Hukum dan HAM  sebanyak 21 (dua puluh satu)  Perda, sebagai 

berikut: 

1. Perda Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat DPRD  

2. Perda Nomor 2 Tahun 2013  Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 

3 Tahun 2008 tentang Susunan Oranisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  

3. Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas perda Nomor 

4 Tahun 2008 tentang Susunan Oranisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah  
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4. Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja  

5. Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Badan Kerjasama Antar Desa  

6. Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum  

7. Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa  

8. Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Bahaya Kebakaran  

9. Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung  

10. Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten 

Batang Hari Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pesua Atas Kayu Rakyat 

Produksi hutan rakyat / Tanah Milik  

11.  Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten 

Batang Hari Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan 

Hasil hutan/ dan Rotan  

12. Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pencabutan atas Perda Nomor 11 

Tahun 2001 tentang Uang Leges  

13. Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang mencabut  Atas Perda Nomor 42 

Tahun 2001 tentang Retribusi / Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang  

14. Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang mencabut Atas Perda Kabupaten 

Batang Hari Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian 

Bengkel Kendaraan Bermotor. 

15. Perda Nomor 15  Tahun 2013  Tentang Pencabutan Atas Perda Kabupaten 

Batang Hari Nomor 21 Tahun 2003 tentang Iizn Pemungutan Hasil Hutan 

diluar Kawasan Hutan  

16. Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2011-2031  

17.  Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Al 

qur’an dan melaksanakan Sholat fardhu bagi siswa yang beragama islam  

18.  Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera 

Ulang  

19. Perda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada RSUD 

HAMBA Muara Bulian  
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20.  Perda Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjulan Produksi Usaha 

Daerah  

21. Perda Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan  

 

Sasaran  3 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam 
Pengambilan Kebijakan Publik 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. 

Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil 

seseorang / badan  / lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk 

mengatasi masalah-masalah atau tujuan tertentu, terutama dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Publik artinya hal yang berkenaan 

dengan masyarakat luas atau umum. 

Berangkat dari makna tersebut diatas, maka yang dimaksud Kebijakan 

Publik dalam laporan ini adalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

dalam mengambil Keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. 

Prinsip pengambilan kebijakan yang dilakukan menganut azas partisipatif, 

transparans dan akuntabel. 

Pertisipatif maksudnya dalam pengambilan kebijakan senantiasa 

memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat dengan melibatkan 

masyarakat dalam penetapan kebijakan untuk dijadikan produk hukum yang 

harus ditaati. 

Sementara Transparan adalah perwujudan proses pengambilan 

kebijakan yang terbuka untuk semua pemangku kepentingan sehingga dalam 

pengambilan keputusan tidak terdapat pemaksaan kehendak dan tidak saling 

mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan akuntabel 

dimaksudkan sebagai proses pengambilan kebijakan termasuk aktualisasi 

dilapangan pasca penetapan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Maksud dari pengambilan kebijakan publik yang dilakukan dengan 

prinsip-prinsip tersebut adalah untuk menghindari dan mencegah terjadinya 

pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik langsung ataupun tidak 

langsung akibat dari penetapan kebijakan tersebut. Sementara tujuannya adalah 

untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan, 
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mempermudah dan memperluas ruang sosialisasi sekaligus sebagai wujud 

peningkatan pemberdayaan masyarakat. 

Sebelum pengambilan kebijakan dilaksanakan secara tegas dan jelas 

termasuk pola pemberlakuannya, maka kebijakan dikeluarkan melalui proses 

uji coba guna mendapatkan hasil yang efektif. 

Selanjutnya, pada tahapan evaluasi kebijakan publik dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari juga dilakukan secara kontinyu sebelum 

terbentuknya opini atau adanya tuntutan/tekanan publik, yang notabene 

cenderung dijadikan alat 

bargaining 

politik/kepentingan dari 

kelompok-kelompok 

tertentu. Evaluasi ini 

dimaksudkan untuk 

mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya 

konplik kepentingan 

yang berujung pada 

menurunya wibawah 

pemerintah dimata masyarakat. 

Oleh sebab itu, maka konsep dasar pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari bukan masyarakat 

diberdayakan,  tetapi Masyarakat dibimbing untuk memberdayakan dirinya. 

Maksudnya masyarakat tidak dijadikan sebagai objek dan tidak ada aktor 

intelektual yang berdiri dibelakang layar guna menyetir masyarakat dalam 

pengambilan keputusan, namun masyarakat itu dibimbing uantuk secara 

bersama-sama merumuskan kebijakan yang menyangkut kepentingannya yang 

tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Secara eksplisit peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan 

publik di Kabupaten Batang Hari tercermin mulai dari proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan. 

Adapun pencapaian indikator kinerja pada sasaran meningkatnya 

partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di Kabupaten 

Batang Hari dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.  
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Tabel 32 
Capaian Kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengambilan Kebijakan Publik, Tahun 2013 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

Awal 
RPJMD 

Capaian 
Tahun 
2012 

Tahun 2013 

Target  Realisasi  
Capaian 

(%) 

1. Persentase program dan 
kegiatan ekonomi dan 
sosial budaya daerah 
yang dialokasikan 
dalam APBD 

% 10,11 115 11,11 11,83 106,48 

 Rata-rata   115   106,48 

ahwa persentase program dan kegiatan ekonomi dan s  

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik  

yang ditargetkan pada Tahun 2013 sebesar 11,11 %, pada akhir Tahun 2013 

mencapai angka 11,83 % dengan capaian sebesar 106,48 %.   

Sekalipun capaian yang diperoleh pada Tahun 2013 sudah mencapai 

target (106,48%), namun demikian jika dibandingkan dengan capaian Tahun 

2012, maka tingkat capaian relatif menurun. 

Menurunnya tingkat capaian program dan kegiatan Ekonomi sosial dan 

budaya daerah pada Tahun 2013 disebabkan alokasian dana program dan 

kegiatan dimaksud untuk tahun anggaran 2013 lebih banyak diperioritaskan 

kepada sektor infrastruktur dan bidang kepemudaan dan olahraga dikarenakan 

untuk persiapan Kabupaten Batang Hari akan menjadi tuan rumah dalam 

Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Jambi pada tahun 2015 yang akan 

datang. 

Sekalipun demikian, jika ditinjau dari segi alokasi anggaran, maka jika 

dibandingkan alokasi anggaran Tahun 2012 dengan alokasi anggaran Tahun 

2013 untuk Program dan Kegiatan Ekonomi sosial dan budaya daerah terjadi 

peningkatan sebesar 6,38 % dimana pada Tahun 2012 dari Total APBD Rp. 

821.723.700.773 telah dialokasikan untuk program dan kegiatan Ekonomi 

sosial dan budaya daerah senilai Rp.104.122.773.495 atau sebesar 12,67 %. 

Sedangkan untuk Tahun 2013 dari total APBD sejumlah Rp. 

1.059.229.292.179,75,- yang dialokasikan untuk program dan kegiatan ekonomi 

sosial budaya sebesar Rp. 201.808.996.662 atau 19,05 %.  
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Adapun capaian indikator kinerja program dan kegiatan tahun 2013 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 33 
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan 

  

No Indikator Kinerja Satuan 
Target 
Tahun 
2013 

Real Tahun 
2013 

Capaian 
(%) 

1. Jumlah program ekonomi daerah Program 30 30 100 

2 Jumlah kegiatan ekonomi daerah Kegiatan 45 47 104 

3 Jumlah program sosial dan budaya daerah Program 43 45 105 

4 Jumlah kegiatan sosial dan budaya  daerah Kegiatan 87 103 118 

 
 

Sasaran  4 Terjaminnya Konsistensi dan Kepastian Hukum Seluruh 
Peraturan Perundang-undangan ditingkat Pusat dan 
Daerah. 

 

 
 

Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam 
penyelenggaraan  otonomi  daerah,  maka  penyusunannya  perlu 
diprogramkan,  agar  berbagai  perangkat  hukum  yang  diperlukan  dalam 
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara  sistematis, 
terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas serta dapat 
bersifat partisipatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.  

Penyusunan Program peraturan Daerah dituangkan dalam Program 
Legislasi Peraturan Daerah (Prolegda). Dasar hukum Prolegda  tercantum dalam 
Pasal 15 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menentukan 
sebagai berikut: “Perencanaan  Penyusunan  Peraturan  Daerah  dilakukan  
dalam  suatu Program  Legislasi  Daerah”.  Prolegda  dimaksudkan  untuk  
menjaga  agar produk  peraturan  perundang-undangan  daerah  tetap  berada  
dalam kesatuan sistem hukum nasional.   

Prolegda  adalah  instrument perencanaan  pembentukan  Peraturan  
Daerah  yang  disusun  secara berencana,  terpadu  dan  sistematis.  Secara  
operasional,  Prolegda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang 
disusun berdasarkan metode dan parameter  tertentu  sebagai  bagian  integral  
dari  sistem  peraturan perundang-undangan  yang  tersusun  secara  hierarki,  
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dalam  sistem  hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 
Dasar Negara RI Tahun 1945.  Prolegda  merupakan  pedoman  dan  pengendali  
penyusunan peraturan  daerah  yang  mengikat  lembaga  yang  berwenang  
membentuk peraturan daerah. 

Peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang 
tindih, inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu 
dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara 
peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya. Masalah terbesar 
pada berbagai peraturan daerah yang bermasalah tersebut antara lain terkait 
dengan prosedour, standar waktu, biaya, tarif, dan lainnya. 

Pencapaian Indikator kinerja sasaran Terjaminnya Konsistensi dan 
Kepastian Hukum Seluruh Peraturan Perundang-undangan ditingkat Pusat dan 
Daerah dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :  

Tabel 34. 
Capaian Indikator Konsistensi dan Kepastian Hukum Seluruh Peraturan 

Perundang-undangan di Tingkat Pusat dan Daerah, Tahun 2013 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

Awal 
RPJMD 

Capaian 
Tahun 
2012 

Tahun 2013 

 

Target 

 

Realisasi 
Capaian 

(%) 

1. Jumlah Perda yang 
bertentangan dengan 
peraturan perundang-
undangan lebih tinggi. 

Perda 20 33,33 10 13 70 

 Rata-Rata   33,33   70 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 

terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum  seluruh peraturan perundang-

undangan ditingkat pusat dan daerah dengan indikator kinerja pengurangan 

jumlah Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi untuk Tahun 2013 dari target 13  teralisasi masih 

70,00 persen . 

Adapun 13 peraturan daerah yang bertentangan dengan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih  tinggi yang masih dalam proses  sebagai 

berikut : 

1. Perda Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha. 
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2. Perda Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Pemborongan 

sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 32 Tahun 2011. 

3. Perda Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Tanda Daftar 

Perusahaan dan Gudang. 

4. Perda Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi 

sebagimana telah diubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2008. 

5. Perda Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pendirian Bengkel 

Kendaraan Bermotor. 

6. Perda Nomor 35 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha dibidang Industri 

dan Perdagangan. 

7. Perda Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Retribusi Wajib Daftar Kesepakatan 

Kerja Bersama, Perjanjian Kerja, Serikat Pekerja/Buruh dan Pengesahan 

Peraturan Perusahaan serta Dokumen Ketenagakerjaan sebagaimana diubah 

dengan Perda Nomor 29 Tahun 2007. 

8. Perda Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Retribusi Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan bagi Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Perda 

Nomor 7 Tahun 2003. 

9. Perda Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Izin Penggunaan Jalan (IPJ). 

10. Perda Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Izin Praktek Dokter, Bidan, Apoteker 

dan Asisten Apoteker. 

11. Perda Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Izin Apotek, Toko Obat dan Klinik 

Laboratorium dan Optikal. 

12. Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan. 

13. Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.  

14. Dari  13 (tiga belas ) perda tersebut diatas masih dalam penyusunan draft 

rancangan proses pengajuan pada masing - masing Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Teknis.   

Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah melakukan 

analisis berbagai aturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

kebijakan daerah.  Hal ini dilakukan melalui berbagai tahapan / proses yang 

melibatkan berbagai pihak baik eksekutif maupun legislatif.  Capaian kegiatan ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 35. 
Realisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Analisis Kebijakan Daerah 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 
 

No Indikator sasaran Satuan Target Realisasi Capaian 

1 Persentase hasil kesepakatan yang ditindak lanjuti 
penyusunan peraturan perudang – undangan 

Persen 100 97 97 

2. Persentase hasil kesepakatan yang di tindak lanjuti 
Analisis Kebijakan Daerah 

Persen 100 100 100 

3. Persentase hasil kesepakatan yang di tindak lanjuti 
Bantuan Hukum 

Persen 100 80 80 

 Rata-rata    92 

Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Batang Hari 2013 

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Hasil Koordinasi di 

Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan 

Daerah serta Bantuan Hukum dicapai dengan berbagai program dan kegiatan 

sebagai berikut: 

 Meningkatkan hasil Koordinasi dibidang penyusunan peraturan Perundang-

undangan dengan Program kegiatan antara lain: 

1. Program publikasi peraturan perundang-undangan sebanyak 12.900 

eksemplar yang terdiri dari (lembaran daerah, himpunan lembaran 

daerah,berita daerah, himpunan Undang-undang, himpunan PP, 

himpunan lembaran daerah tentang desa, himpunan berita daerah 

tentang Tupoksi, dan Himpunan Peraturan Menteri), dan cetak brosur 

(brosur Peraturan Daerah, Brosur Peraturan Bupati, Brosur Keputusan 

Bupati dan Brosur surat Edaran) dengan tujuan kegiatan ini untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SKPD dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan masyarakat tentang produk 

hokum yang telah diterbitkan oleh pemerintah. 

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan 

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, sosialisasi ini dilaksanakan 

untuk 25 Desa dalam Kabupaten Batang Hari dengan jumlah peserta 

sebanyak 2500 Orang, dan dengan kegiatan ini maka akan meningkatnya 

pengetahuan masyarakat tentang produk hukum daerah Kabupaten 

Batang Hari. 
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3. Program Penataan Perundang-undangan dengan kegiatan sebagai 

berikut: 

 Meningkatkan hasil koordinasi dibidang analisis kebijakan daerah dengan 

program penataan Peraturan Perundang-undangan dan kegiatan Legislasi 

Rancangan Peraturan Perundang-undangan maka akan adanya produk 

hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah 

kabupaten Batang Hari dengan terbitnya Perda pada Tahun 2012 sebnyak 

27 Perda, 74 Perbup, dan 822 SK. 

 Meningkatkan hasil koordinasi dibidang bantuan hukum dengan program 

Peningkatan sistem internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 

terdiri dari 2 (dua) kegiatan anatara lain : 

a. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah 

pemeriksaan kasus khusus) bantuan hokum kepada aparat Pemerintah 

untuk kasus khusus, pengaduan yang masuk sebanyak 10 kasus dan 

diselesaikan sebanyak 6 kasus.  

b. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya, kasus yang 

masuk sebanyak 5 kasus dan diselesaikan sebanyak 4 kasus.  

Pada Tahun 2013 dalam penerbitan Peraturan daerah sudah mengacu 

pada peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak adanya 

Perda yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, 

dan tidak adanya perda yang bersifat deskriminatif. 

 

Sasaran  5 Berkurangnya Secara Nyata Praktek KKN di Birokrasi 

 

 

 Penyelenggarakan pemerintah yang bersih  dan bebas dari KKN sangat 

menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita dalam 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Legislasi berkenaan dengan 

penyelenggaraan pemerintah yang bersih diatur dalam undang-undang nomor 

28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari 

KKN. 

Upaya pencapaian kinerja sasaran 4 diukur dengan menetapkan dua 

indikator kinerja utama berupa: Jumlah temuan pemeriksaan eksternal tentang 

kasus KKN dan Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal tentang kasus KKN. 
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Tabel 36. 
Capaian Kinerja Berkurangnya Secara Nyata Praktek KKN di Birokrasi, 

Tahun 2013 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi 

Awal 
RPJMD 

Capaian 
Tahun 
2012  

Tahun 2013 

Target  Realisasi  
Capaian 

(%) 

1. Jumlah temuan 
pemeriksaan eksternal 
tentang kasus KKN Temuan 

 

 

32 

162,5 18 7 161,11 

2. Jumlah temuan hasil 
pemeriksaan internal 
tentang kasus KKN Temuan 

 

 

26 

25 17 9 147,06 

 Rata-rata Temuan  93,75 35 18 154,08 

Sumber: Inspektorat Kab. Batang Hari 2013 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah temuan 

pemeriksaan oleh internal yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah. Capaian kinerja indikator kinerja sasaran Jumlah temuan hasil 

pemeriksaan internal tentang kasus KKN sebesar 161,11 Persen dan capaian 

kinerja indikator sasaran Tindak Lanjut Hasil-hasil Pengawasan Eksternal 

sebesar 147,06 persen. Jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal 

pada Tahun 2013  sebanyak 18 temuan dari target 35 temuan, sedangkan pada 

Tahun 2012 jumlah temuan 155 temuan dari target 44 temuan. 

Dalam rangka menurunkan dan atau meniadakan praktik-praktik KKN 

dibirokrasi telah diupayakan meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintah berupa: (a) peningkatan 

koordinasi dan sinergi pengawasan intern, pengawasan ekstern, dan 

pengawasan masyarakat; (b) percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil 

pengawasan dan pemeriksaan; dan (c) peningkatan budaya organisasi aparatur 

yang profesional, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan 

bertanggungjawab. 

Dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dengan 

berkurangnya secara nyata praktek KKN dilingkungan pemerintah kabupaten, 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan pengawasan yang 

dikembangkan ke arah layanan yang berkarakter assurance dan consulting 

service pada area tata kelola dan pengendalian khususnya dalam rangka 
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mengatasi permasalahan in-efisiensi dan in-efektivitas pengelolaan keuangan 

dan permasalahan korupsi.  

Disamping   itu,  pemerintah  kabupaten  telah  menyelenggarakan   

layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik  (e-

procurement) sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik, pelayanan 

terpadu satu pintu yang merupakan peningkatan kewenangan unit pelayanan 

satu atap. 

Tabel 37 . 
Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil-hasil Pengawasan 

 

No Kegiatan Satuan 
Target 
2013 

Realisasi 
Capaian 

% 
1 Monitoring Tindak Lanjut Hasil-

hasil Pengawasan 

a. Inspektorat Kabupaten 
b. Inspektorat Provinsi 
c. BPK 

 
Temuan 
Temuan 
Temuan 

 
285 
71 
55 

 
305 
60 
70 

 
 
107,01 
84,5 
127,27 

2 Pelayanan LPSE 
Paket  
Pekerjaan 

296 294 99,32 

Sumber: Inspektorat dan Bagian Pembangunan Setda Kab. Batang Hari 2013 

Atas temuan-temuan di atas telah dilakukan pembahasan pelaksanaan 

tindaklanjut. Realisasi pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan yang telah 

selesai ditindaklanjuti sebanyak 435 temuan dengan persentase tingkat capaian 

sebesar 106,26 persen. 

Untuk memantau tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan dan 

rekomendasi yang diberikan, pemerintah kabupaten telah membangun dan 

menyediakan system untuk monitoring yang dikomunikasikan kepada 

manajemen auditee. Monitoring juga diperlukan dalam penugasan konsultansi 

untuk meyakinkan SKPD telah melaksanakan hal-hal yang telah disepakati 

antara APIP dengan SKPD. 

Pencapaian misi IV dapat dilaksanakan dengan menitik beratkan kepada 

pengawasan intern pemerintah yang merupakan unsur manajemen pemerintah 

yang penting dalam rangka mewujudkan keperintahan yang baik. Pengawasan 

inter pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai 

permasalahan dan perubahan yang terjadi baik dibidang politik, ekonomi dan 

sosial melalui program dan kegiatan dalam suati kebijakan pengawasan 

nasional yang berlalu secara menyeluruh di Indonesia. 

Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan 

untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan 
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mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, 

akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

 

 

Sumber daya alam (SDA) merupakan  segala sesuatu yang muncul 

secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada 

umumnya. SDA tidak hanya berupa komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, 

dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas 

alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. SDA juga dapat dikategorikan 

menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. 

SDA yang dapat diperbaharui merupakan SDA yang dapat dipergunakan secara 

terus menerus dan tidak akan habis seperti air, tanah, udara, tumbuhan dan 

hewan, sedangkan SDA yang tidak dapat diperbaharui merupakan SDA yang jika 

dipergunakan secara terus-menerus akan habis karena jumlahnya yang terbatas 

di bumi seperti barang tambang (Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara) dan 

bahan galian (emas, timah, besi, perak, dll). 

Kabupaten Batang Hari memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah, 

baik itu hasil pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan 

kehutanan. Potensi sumber daya alam ini diharapakan mampu memberikan 

kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian 

sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan 

ekonomi (resource based economy) dan sebagai penopang sistem kehidupan (life 

support system). Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya alam senantiasa 

harus dikelola dengan baik, mengacu kepada aspek konservasi, pelestarian 

lingkungan dan keseimbangan ekosistem untuk menjamin keberlanjutan 

pembangunan (sustainable development). 

Disamping memperhatikan aspek lingkungan, pemanfaatan sumber daya 

alam juga harus sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah. Peningkatan 

aktifitas pembangunan di Kabupaten Batang Hari membutuhkan ruang yang 

semakin besar dan dapat berimplikasi pada perubahan fungsi lahan/kawasan 

secara signifikan. Euphoria otonomi daerah yang lebih berorientasi pada 

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga memotivasi pertumbuhan 

penyediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Batang Hari, yang faktanya 

menyebabkan peningkatan pengalihan fungsi ruang dan kawasan dalam jangka 

3.1.5. Mewujudkan Optimalisasi Pemanfaatan SDA Melalui Peningkatan 
Kualitas Penataan Ruang dan Lingkungan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Biotik
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Abiotik
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Logam
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah


115 

 

 

 

 

 

  

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 

 

panjang. Di antara kenyataan perubahan lahan dapat ditemui pada 

pembangunan kawasan perkotaan yang membutuhkan ruang yang besar untuk 

menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana pemukiman, perindustrian, 

perkantoran, pusat-pusat perdagangan (Bulian Business Center, BBC) dan 

sebagainya. Demikian halnya pada pola perubahan kawasan seperti kawasan 

hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan atau bahkan pertambangan, yang 

menyebabkan penurunan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga, pemelihara 

tata air, pengendali perubahan iklim mikro dan sebagainya. Perubahan fungsi 

ruang kawasan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, seperti 

terjadinya pencemaran, kemacetan, hilangnya ruang publik dan ruang terbuka 

hijau, serta terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan 

dan sebagainya. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Batang 

Hari telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 03 

Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2011 – 2031. Perda ini diharapakan dapat menjadi acuan dan pedoman 

dalam mengambil kebijakan pembangunan sehingga terjadi harmonisasi dan 

keseimbangan dalam pola tata ruang dan wilayah di Kabupaten Batang Hari. 

Dalam pengelolaan sumber daya alam Pemerintah Kabupaten Batang 

Hari menetapkan beberapa sasaran sebagai berikut : 

Sasaran  1 Terwujudnya Pemanfaatan SDA Secara Lestari Untuk 
Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan 
Masyarakat. 

 

Sumber daya alam merupakan salah satu faktor penting untuk 

menunjang tumbuh kembangnya perekonomian daerah. Pemanfaatannya akan 

menunjang perekonomian daerah tergantung dari manajemen atau pengaturan 

pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah 

berupaya mendorong dan memberikan kesempatan masyarakat, pelaku usaha 

maupun investor untuk berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan dalam 

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Kabupaten Batang Hari 

secara berkelanjutan.  

Pemanfaatan sumber daya alam dapat membawa dampak eksternalitas 

terhadap aspek lain, baik positif maupun negatif.  Salah satu dampak 

eksternalitas negatif adalah rusaknya lingkungan seperti membuka lahan 

perkebunan dengan cara dibakar, aktifitas penambangan yang tidak 

berwawasan lingkungan, dan penebangan hutan secara liar. Penataan 
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penggunaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terarah, terorganisir dan 

berkelanjutan sehingga sasaran tersebut dapat tercapai secara optimal. Untuk 

mengantisipasi terjadinya dampak eksternalitas tersebut, pemerintah 

Kabupaten Batang Hari telah melakukan upaya pembinaan dan pengawasan 

terhadap masyarakat maupun pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya 

alam yang merusak tatanan lingkungan. Beberapa tindakan inspeksi dan 

penegakkan hukum telah dilakukan, melalui Inpres nomor 2 tahun 2013 

tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati     Batang Hari 

Nomor 158 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan 

Gangguan Keamanan Dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari. Tim ini nantinya 

diharapkan dapat bekerja secara optimal dalam proses penyelesaian dan 

penanganan gangguan keamanan, salah satunya adalah maraknya penebangan 

liar dan penambangan liar di wilayah Kabupaten Batang Hari. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

menetapkan beberapa indikator sebagai alat ukur pencapaian kinerja sebagai 

berikut : 

Tabel 38. 
Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemanfaatan SDA Secara Lestari untuk 

Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Kondisi Awal 

RPJMD 

Capaian 
Tahun 
2012  

Tahun 2013 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 
Jumlah kasus penebangan 
liar*) 

Kasus - 125 30 3 190 

2 
Persentase Pertambangan 
tanpa izin**) 

% 25 73,89 10 23,94 -39,4 

 
Rata – rata   99,45   75,30 

Sumber : *) Dinas Kehutanan Kab. Batang Hari 
 **) Dinas ESDM Kab. Batang Hari 

Dari tabel 38 secara komulatif Capaian Indikator Terwujudnya 

Pemanfaatan SDA Secara Lestari Untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi 

Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat tahun 2013 sebesar 75,30 persen, hal ini 

menggambarkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam 

mewujudkan capaian indikator kinerja ini telah berjalan dengan baik. Apabila 
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dibanding dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2013 mengalami 

penurunan sebesar 24,28 persen. 

Indikator kinerja jumlah kasus penebangan liar pada tahun 2013 

diperoleh capaian kinerja sebesar 

190 persen, hal ini menunjukkan 

bahwa kinerja yang dilakukan telah 

maksimal. Dari 30 target kasus yang 

ditetapkan, hanya 3 kasus yang 

terjadi selama tahun 2013. 

Lokasinya di kawasan Taman Hutan 

Rakyat (Tahura) Sultan Thaha 

Syaifuddin Senami Kecamatan 

Bajubang.  

Upaya Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam menekan kasus 

penebangan liar pada tahun 2013 dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan 

Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Sosialisasi tentang pencegahan 

perambahan hutan terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah hutan, 

serta mengoptimalkan kinerja personil patroli pengawasan hutan (Polisi 

Hutan). Melalui Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan serta Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan 

Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, diharapkan dapat 

menjadi acuan dan landasan yang kuat untuk melakukan penindakan dan 

pemberantasan terhadap penebangan kayu secara illegal. 

Dalam pelaksanaan program/kegiatan perlindungan dan pengamanan 

hutan, ada beberapa kendala / hambatan yang dihadapi, yaitu ; secara internal 

: personil pengawasan hutan / polisi hutan (Polhut) masih minim, komposisi 

jumlah tenaga polhut yang ada belum mampu mengakomodir luasan hutan yang 

ada, kemudian kebutuhan dana untuk proses penyidikan dan penyelidikan tidak 

sedikit terutama untuk investigasi di lapangan dan penanganan saksi dan 

tersangka, dan belum tersedianya tempat pengamanan/penyimpanan khusus 

untuk barang bukti yang ditemukan sehingga kurang terjaga keamanannya. 

Secara eksternal : proses penyidikan yang belum berjalan secara optimal, 

aparat hukum belum mampu secara keseluruhan menjerat dan membuktikan 

pelaku utama yang membiayai kegiatan illegal logging, kemudian keputusan 

pengadilan belum maksimal menimbulkan efek jera terhadap pelaku illegal 

logging sehingga orang lain tidak takut melakukan kejahatan yang sama. 
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Berikut ini hasil inventarisasi potensi Tahura Sultan Thaha Syaifuddin 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2013. 

Tabel 39. 

Hasil Inventarisasi Potensi Tahura Sultan Thaha Syaifuddin Senami 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 

 

Satuan Hutan Kebun/Belukar 
Lahan 

Terbuka 
Rawa 

Total Luas 

Tahura (Ha) 

Luas (Ha) 2.146,96 2.394,81 166,09 6,08 4.713,95 

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari 

Kegiatan Penertiban kawasan tahura sunami dan kegiatan Perlindungan 

dan pengamanan hutan tahun 2013 mendapatkan alokasi dana APBD sebesar 

Rp. 307.514.000,-. 

Indikator Pertambangan Tanpa Izin tahun 2013 diperoleh capaian 

kinerja sebesar -39,4 persen. Rendahnya capaian indikator kinerja tersebut 

disebabkan karena masih tingginya jumlah penambangan liar di Kabupaten 

Batang Hari. Dari 376 

penambang liar pada 

tahun 2013, hanya 90 

penambang liar saja 

yang ditertibkan. 

Berdasarkan PP No. 

55/2010 tentang 

pembinaan dan 

pengawasan 

penyelenggaraan 

pengelolaan usaha 

pertambangan mineral dan batubara, untuk menekan maraknya pertambangan 

liar pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini Dinas ESDM Kabupaten 

Batang Hari bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP melaksanakan 

kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan mineral bukan 

logam dan batuan serta pertambangan batubara.  

Trend capaian yang terjadi selama 3 tahun terakhir menunjukkan 

penurunan yang cukup signifikan, dari 100,75 persen pada tahun 2011 
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menurun 3,40 persen menjadi 99,45 persen pada tahun 2012, kemudian dari 

tahun 2012 menurun 153,32 persen menjadi -39,4 persen pada tahun 2013. Hal 

ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu : secara internal, pembinaan dan 

pengawasan terhadap par penambang baik secara persuasif, pertemuan berkala 

dengan berbagai pihak dan inspeksi lapangan belum cukup optimal dilakukan, 

dan SDM yang tersedia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan juga 

terbatas. Secara eksternal, tuntutan ekonomi berdampak pada bertambahnya 

jumlah penambang liar, kemudian faktor lain adalah minimnya kesadaran dan 

pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan sektor 

pertambangan, serta belum optimalnya penegakkan hukum yang dilakukan oleh 

aparat kepolisian. 

Perkembangan jumlah penambang bahan galian mineral bukan logam 

dan batuan Kabupaten Batang Hari dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 

dapat dilihat pada grafik berikut ini : 

Grafik 11. 

Perkembangan Jumlah Penambang Bahan Galian Mineral Non Logam dan 

Batuan Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 - 2013 

 

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari 
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Dari grafik 11 di atas menunjukkan bahwa secara akumulatif jumlah 

penambang tiap tahunnya mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari 

jumlah penambang yang memiliki izin mengalami penurunan sebesar 30,3%, 

yaitu dari 297 penambang 

pada tahun 2012 menurun 

menjadi 207 pada tahun 2013. 

Sedangkan penambang yang 

tidak memiliki izin mengalami 

kenaikan sebesar 229,82%, 

yaitu dari 114 penambang 

pada tahun 2012 menjadi 376 

penambang pada tahun 2013. 

 Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah melakukan upaya pembinaan 

dan pengawasan secara langsung terhadap para penambang, khususnya 

Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan. Pengawasan tersebut 

dilaksanakan di beberapa tempat di 6 (Enam) Kecamatan dalam Kabupaten 

Batang Hari yaitu Kecamatan Muara Bulian, Pemayung, Maro Sebo Ilir, Muara 

Tembesi, Maro Sebo Ulu dan Mersam.   

Pembinaan  pertambangan tanpa izin diupayakan melalui pelaksanaan 

program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Umum dengan kegiatan 

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan Mineral Non Logam 

dan Batuan serta Pertambangan Batubara. Adapun alokasi dana yang 

dianggarkan melalui APBD Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 sebesar Rp. 

246.720.000,-. 

Sasaran  2 Terjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan 
ekosistem. 

 

 

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian Lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain. Dengan demikian, lestari atau rusaknya suatu lingkungan hidup 

merupakan tanggung jawab makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Selain 

kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem pun seharusnya menjadi 

perhatian karena ekosistem merupakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan 
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menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling 

mempengaruhi. Bila ekosistem seimbang maka kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan manusia akan terjamin. 

Upaya pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk mewujudkan 

kehidupan adil dan makmur bagi masyarakatnya tanpa harus menimbulkan 

kerusakan ekosistem ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan 

berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan 

lingkungan. Program ini diharapakan dapat mewujudkan keseimbangan dan 

kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup dimasa mendatang. 

Pembangunan sektor sumber daya alam dan lingkungan merupakan upaya 

untuk mendayagunakan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat dengan 

tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan, 

kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta keserasian penataan 

ruang dalam upaya terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan sasaran tersebut di 

atas menetapkan beberapa indikator sebagai alat ukur pencapaian kinerja 

sasaran sebagai  berikut : 

Tabel 40. 
Capaian Kinerja Terjamin Kelestarian Lingkungan dan Keseimbangan 

Ekosistem, Tahun 2013. 
 

No 
Indikator Kinerja 

Sasaran 
Satuan 

Kondisi Awal 
RPJMD 

Capaian 
Tahun2012 

Tahun 2013 

Target  Realisasi  
Capaian 

(%) 

1 
Persentase Penanganan 
Sampah *) 

% 25 134,74 28 39,02 139,35 

2 
Persentase Luas 
Pemukiman yang tertata 
*) 

%  4 461,60 10 23,08 230,80 

3 

Persentase Rumah 
Tangga (RT) yang 
menggunakan Air Bersih 
**) 

% 8 113,45 68 68,4 100,58 

 Rata – rata    236,60 
  

156,91 

 

Dari tabel 40 secara komulatif capaian kinerja terjamin kelestarian 

lingkungan dan keseimbangan ekosistem pada tahun 2013 sebesar 156,91 

persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sasaran telah tercapai secara baik. Jika 

dibanding dengan tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 33,68 persen.  
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Indikator Persentase Penanganan Sampah diperoleh capaian sebesar 

139,35 persen. Walaupun capaian kinerja lebih dari 100 persen ternyata belum 

semua sampah di Kabupaten Batang Hari terkelola dengan baik. Hal ini 

disebabkan karena sampai dengan tahun 2013 pengangkutan sampah di 

Kabupaten Batang Hari baru dapat dilaksanakan pada 4 (empat) Kecamatan 

yaitu Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Maro 

Sebo Ulu dan Kecamatan Mersam, sedangkan 4 (empat) kecamatan lainnya 

dikelola oleh swadaya masyarakat. Wilayah yang belum tersentuh program 

pengangkutan sampah oleh pemerintah tersebut sebagian besar masyarakatnya 

berinisiatif mengubur, membakar dan mengolah menjadi pupuk organik.  

Ada beberapa persoalan utama penanganan sampah di Kabupaten Batang Hari 

antara lain : 

1. Pemerintah :  

- Penanganan sampah di Kabupaten Batang Hari baru sebatas pada 

pengangkutan, belum ada pengelolaan dan pengolahan sampah secara 

terpadu. Walaupun ada masih relatif kecil. 

- Sosialisasi tentang pengelolaan sampah belum berhasil memotivasi dan 

menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap penanganan 

sampah. 

- Sarana dan prasarana pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan 

sampah belum memadai. 

- Belum adanya upaya pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat 

untuk membentuk kelompok usaha pengelolaan sampah secara mandiri. 

2. Masyarakat : 

- Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan sampah 

belum memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

- Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan penanganan 

sampah masih rendah. 

- Masyarakat belum maksimal dalam memanfaatkan peluang usaha 

pengelolaan sampah (limbah sampah). 

- Masyarakat belum mengurangi produksi sampah dalam rumah tangga. 
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3. Pihak Swasta 

- Belum ada pihak ke-3 yang membuat badan usaha pengangkutan 

pengelolaan sampah (daur ulang) untuk menjadi barang setengah jadi 

(barang baku). 

- Belum adanya investor yang tertarik dalam usaha penanganan dan 

pengelolaan sampah. 

Penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Batang Hari masih 

menggunakan paradigma lama yaitu pengumpulan, pengangkutan dan 

pembuangan. Berdasarkan UU No. 18/2008 mengenai Pengelolaan Sampah dan 

Peraturan Pemerintah no. 81/2012 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa paradigma baru 

penanganan dan pengelolaan sampah menekankan pada prinsip mengurangi 

(reduce) – menggunakan kembali (reuse) – mendaur ulang (recycle), kerjasama 

antara badan usaha dan pemerintah, serta sistem dan teknologi pengelolaan 

sampah berstandar internasional. Meskipun Undang-Undang ini menetapkan 

tujuan yang ambisius untuk meniadakan pembuangan terbuka, tampaknya 

masih panjang jalan yang harus ditempuh sebelum tujuan ini tercapai. 

Berikut ini data pengelolaan sampah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 

:  

Table 41. 
Data Pengelolaan Sampah Kabupaten Batang Hari  Tahun 2013 

 

NO URAIAN SATUAN BESARAN 

1 2 3 4 

I. Data Pengumpulan Sampah 
1. Jumlah Penduduk  Jiwa 252.731  

2. Asumsi Produksi Sampah  Ltr/Hari /Jiwa 0,4 

  M3/Hari/Jiwa 0,0004 

3. Perkiraan Volume Sampah  M3/Hari 101,09 

4. Volume Sampah yang tertangani  M3/Hari 40 

5. Selisih sampah yang tidak tertangani M3/Hari 61,09 

6. Cakupan Layanan Geografis  Ha 25.904 

II. Data TPA 
1. Jumlah Pelayanan   M3/Hari 40 

2. Luas TPA  Ha 16 ,32 

3. Kapasitas  M3 97.920 

4. Jarak dari Pemukiman  KM 0,5 

III. Data Peralatan  
1. Truck  Unit 6 

2. Pick UP  Unit 1 
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NO URAIAN SATUAN BESARAN 

1 2 3 4 

3. Gerobak Motor Unit 8 

4. Tong Sampah Unit 150 

5. Jumlah TPS  Unit 21 

6. Water Tank Unit 1 

7. Eskavator Unit 1 
 

 Sumber : Dinas Perkotaan  
 

Dari tabel 41 di atas dapat diketahui 

bahwa volume sampah yang tertangani 

pada tahun 2013 sebesar 40 m3/Hari 

dan perkiraan volume timbulan sampah 

pada tahun 2013 sebesar 101,09 

m3/Hari. Volume timbulan sampah ini 

diperoleh dari perkalian jumlah 

penduduk Batang Hari tahun 2013 

sebanyak 252.731 Jiwa terhadap timbulan sampah Kabupaten Batang Hari 

sebesar 0,0004 m3/Hari/Jiwa yang didapat dari data Statistik Nasional untuk 

wilayah Sumatera. Sehingga dapat diketahui juga volume sampah yang tidak 

terangkut sebesar 61,09 m3/Hari. 

Pengangkutan sampah di Kabupaten Batang Hari dilaksanakan oleh 

Dinas Perkotaan. Pengangkutan ini dilaksanakan dengan sarana dan prasarana 

yang cukup memadai, seperti truck, mobil pick up, gerobak motor roda tiga, dan 

eskavator. Pengangkutan sampah di jalan-jalan protokol, daerah perkantoran, 

dan tempat sampah yang tersedia di pinggir jalan diangkut dengan 

menggunakan truck. Apabila muatan sampah pada truck masih tersedia, truck 

pengangkut sampah juga 

berfungsi untuk mengangkat 

sampah di TPS (Tempat 

Pembuangan Sementara). 

Pengangkutan sampah di 

pemukiman warga yang relatif 

sempit digunakan mobil pick up 

dan gerobak motor roda tiga. 

Seluruh sampah yang terangkut 

akhirnya dibuang pada TPA 

(Tempat Pembuangan Akhir). 
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Sedangkan eskavator digunakan untuk meratakan dan merapikan tatanan 

sampah di TPA. Prosedur ini diterapkan untuk mencegah dan mengurangi 

masyarakat membuang sampah secara ilegal. 

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang Hari  tahun 2013  diupayakan 

melalui program dan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 

Sampah dengan dana sebesar Rp 1.776.350.000,00. Meningkatnya dana 

program dan kegiatan dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya sebesar Rp 

373.066.000,00 karena adanya pembelian alat berat berupa satu unit Eskavator 

yang berguna sebagai sarana dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten 

Batang Hari. 

Indikator Persentase Luas Pemukiman yang tertata diperoleh 

capaian sebesar 230,80 persen, dari target sebesar 10 persen, realisasinya  

sebesar 23,08 persen. Luas areal pemukiman yang tertata sampai dengan tahun 

2013 seluas 2.832.225,12 M2 dari luas areal pemukiman keseluruhan seluas 

12.271.549,13 M2 (sumber : data advice planning tahun 2013) 

Untuk menunjang capaian indikator persentase luas pemukiman yang 

tertata, Pemerintah Kabupaten Batang Hari melaksanakan kegiatan Pengawasan 

dan Pengendalian Pembangunan yang sesuai dengan Tata Ruang Daerah dengan 

mendapatkan alokasi dana APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 66.558.800,-, dan 

Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan mendapatkan alokasi dana APBD 

tahun 2013 sebesar Rp. 2.886.918.000,-.   

Indikator Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air 

Bersih diperoleh capaian sebesar  100,58 persen.  Berikut adalah data Rumah 

Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 

Tabel 42. 
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih   Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2013 
 

No 
Kecamatan 

 

Jumlah 
Keluarga 
Yang Ada 

Jumlah  
Keluarga 
Diperiksa 

Sumber Air 
Bersihnya 

%  keluarga 
Diperiksa 

Sarana Air 
Bersih 

% Sarana Air 
Bersih 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mersam 6.932 398 5.7 251 63 

2 Muara Bulian 13.053 1.342 10.28 980 73 

3 Muara Tembesi 6.742 518 7.7 377 72.8 

4 Maro Sebo Ulu 6.444 423 6.5 282 66.7 

5 Batin XXIV 6.407 998 15.6 626 62.7 
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No 
Kecamatan 

 

Jumlah 
Keluarga 
Yang Ada 

Jumlah  
Keluarga 
Diperiksa 

Sumber Air 
Bersihnya 

%  keluarga 
Diperiksa 

Sarana Air 
Bersih 

% Sarana Air 
Bersih 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Pemayung 6.844 506 7.4 343 67.7 

7 Bajubang 10.150 716 7.1 492 68.7 

8 Maro Sebo Ilir 3.316 411 12.4 284 69.1 

   Jumlah  59.891 5312 8.9 3635 68.4 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari 

 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam usaha  meningkatan persentase 

rumah tangga yang menggunakan air bersih  dilakukan melalui kegiatan  

Community Water Services and Health Project (CWSHP) di 20 Desa, Kemitraan 

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan mengalokasian dana sebesar 

Rp.84.450.000,-, Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat sebesar 

Rp.126.672.500,-, Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat sebesar 

Rp.167.858.000,-  dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar 

hidup Sehat sebesar 255.030.000,-.  Dari pelaksanaan kegiatan tersebut  di atas 

saat ini telah terwujud:   

- Kelompok Pemakai Air (POMKAIR) di 10 Desa  

- Desa yang melaksanakan Community Lead Total Sanitation / Pemicuan 

Sanitasi Total Dipimpin Masyarakat di 10 Desa  

- Depot Air Minum isi ulang (DAMIU) yang telah memenuhui standar 

kesehatan sebanyak   43  unit  dari 57 unit yang diperiksa. 

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu 

baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam 

melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Air Bersih merupakan kebutuhan  yang 

sangat penting bagi seluruh masyarakat sehingga bermanfaat  bagi rumah 

tangga dalam kehidupan sehari – hari dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

terus berupaya melakukan beberapa kegiatan dalam menyediakan prasarana  

sarana penunjang air bersih dan melaksanakan pembinaan terhadap 

masyarakat tertang perlunya air bersih dengan melaksanakan  kegiatan  antara 

lain : Pemeriksaan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)  dan Lingkungan Bersih 

dan Sehat  (LBS). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada  Tabel di bawah ini  
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Tabel 43 
Data Sumber Air Minum Masyarakat Kabupaten Batang Hari Tahun2013 

 

NO KECAMATAN PUSKESMAS 
JUMLAH  KELUARGA 
DIPERIKSA SUMBER 

AIR MINUMNYA 

SUMBER AIR MINUM KELUARGA 

AIR KEMASAN AIR ISI ULANG 

JUMLAH % JUMLAH % 

1 Mersam Mersam 234 - - 34 14.5 

  
Sungai Puar 164 - - 42 25.6 

2 Muara Bulian Muara Bulian 512 15 2.9 78 15.2 

  
Pasar Terusan 213 - - 31 14.6 

  
Tenam 265 - - 32 12.1 

  
Aro 352 - - 11 3.1 

3 Muara Tembesi Muara Tembesi 231 3 1.3 67 29 

  
Pasar Ma. Tembesi 287 1 0.3 41 14.3 

4 Maro Sebo Ulu Sungai Rengas 423 - - 59 13.9 

5 Batin XXIV Durian Luncuk 631 - - 89 14.1 

  
Jangga Baru 367 - - 27 7.4 

6 Pemayung Jembatan Mas 287 - - 33 11.5 

  
Selat 219 - - 39 17.8 

7 Bajubang Penerokan 452 - - 65 14.4 

  
Batin 264 - - 30 11.4 

8 Maro Sebo Ilir Maro Sebo Ilir 298 - - 54 18.1 

  
Tidar Kuranji 113 - - 27 23.9 

JUMLAH 
 

5312 19 0.4 759 14.3 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari   
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3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Dukungan anggaran mutlak diperlukan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan 

dan Sasaran Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016. Pada Tahun Anggaran 

2013 ditargetkan anggaran pembangunan dalam bentuk belanja langsung dan 

belanja tidak langsung pada APBD Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 sebesar 

Rp.1.059.229.292.179,85 dengan realisasi sebesar Rp.960.487.530.552,00 atau 

sebesar 90,68 persen. 

Target dan realisasi APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2013, 

sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 44. 
Target dan Realisasi APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2013 

 

URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI  2013 % 

PENDAPATAN DAERAH 731.218.650.309,00 803.791.649.530,81 
 PENDAPATAN ASLI DAERAH 46.118.485.212,20 50.623.238.098,26 109,77 

Hasil Pajak Daerah1) 10.631.973.716,20 13.497.867.495,72 126,96 

Hasil Retrebusi Daerah 1) 17.185.091.300,00 17.461.687.174,09 101,61 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 8.000.000.000,00 4.625.011.821,47 57,81 

Lain-lain Pendapat Asli Daerah yang 
Sah 10.301.420.196,00 15.038.671.606,98 145,99 

Dana Perimbangan 828.967.993.929,91 809.236.850.285,00 97,62 

Bagi Hasil Pajak,Bagi Hasil Bukan 
Pajak 271.805.056.929,91 252.073.913.285,00 92,74 

Dana Alokasi Umum 507.478.487.000,00 507.478.487.00,00 100 

Dana Alokasi Khusus 49.684.450.000,00 49.684.450.000,00 100 

Lain-Lain Pendapatan Daerah 
yang sah 86.181.289.705,80 88.837.348.274,80 103,08 

Hiibah - - - 

Dana Darurat - - - 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 
2) 21.345.761.239,00 27.152.526.000,00 127,20 

Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus 54.327.284.192,00 51.176.578.000,00 94,20 

Bantuan keuangan dari provinsi atau 
pemerintah daerah lainnya 10.508.244.274,80 10.508.244.274,80 100 

JUMLAH  961.267.768.847,91 948.697.436.658,06 98,69 

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 484.721.609.476,40 460.053.758.350,00 94,91 

BELANJA PEGAWAI 410.712.107.695,40 388.829.594.720,00 94,67 

BELANJA BUNGA -- - 
 BELANJA SUBSIDI 900.000.000,00 900.000.000,00 100,00 

BELANJA HIBAH 14.875.500.000,00 14.316.106.900,00 96,24 

BELANJA BANTUAN SOSIAL 32.011.374.230,00 30.281.648.230,00 94,60 

BELANJA BAGI HASIL 
   BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

KEPADA 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,PEM
ERINTAH DESA DAN PARTAI 
POLITIK 25.222.627.551,00 24.753.408.500,00 98,14 

BELANJA TIDAK TERDUGA 1.000.000.000,00 973.000.000,00 97,30 
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BELANJA LANGSUNG 574.507.682.703,45 500.433.772.202,00 87,11 

BELANJA PEGAWAI 50.866.105.208,00 47.209.730.241,00 92,81 

BELANJA BARANG DAN JASA 228.588.094.772,45 197.485.762.005,00 86,39 

BELANJA MODAL 295.053.482.723,00 255.738.279.956,00 86,68 

JUMLAH 1.059.229.292.179,85 960.487.530.552,00 90,68 

SURPLUS/(DEFISIT) (97.961.523.331,90) (11.790.093.893,94) 12,04 

    

URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI  2013 % 

PEMBIAYAAN 97.961.523.331,98  97.961.523.331,98  100  

Penerimaan Pembiayaan Daerah 112.961.523.331,98 112.961.523.331,98 100,00 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Daerah Tahun sebelumnya 112.961.523.331,98 112.961.523.331,98 100,00 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 15.00.000.000,00 15.00.000.000,00 100,00 

Penyertaan Modal (Investasi 
Pemerintah Daerah) 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100,00 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 
ANGGARAN (SILPA) 0,00 86.171.429.438,04 
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BAB  IV  
PENUTUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. KESIMPULAN 
Capaian kinerja yang tersaji dalam LAKIP Kabupaten Batang Hari 

merupakan cerminan yang dilaksanakan selama tahun 2013. Hal ini 
merupakan media pertanggungjawaban dari upaya visi, misi dalam RPJMD 
Kabupaten Batang Hari  2011-2016.  

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum dari lima misi, capaian 
kinerja Pemerintah Kabupaten Batang hari pada tahun 2013 relatif baik 
hampir mendekati realisasi maksimum yaitu 98,96 persen. Jika dilihat per-
misi, tiga misi sudah melampaui target kinerja yaitu meningkatkan 
kesejateraan rakyat dengan menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi 
dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, dengan capaian sebesar 108 
persen,  meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk sumber daya 
aparatur dengan capaian 107,96 persen dan meningkatan penggalian potensi 
sumber daya alam sebagai salah satu sumber daya pembangunan dengan 
prinsip berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan dan 
keseimbangan ekosisitem dengan capaian 116,105 persen.  Sementara dua 
misi lainnya belum mencapai kinerja yang ditargetkan, yaitu Meningkatkan 
kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara proforsional, efektif, 
efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan Reformasi Birokrasi 
yang berkeadilan dengan capaian 96,744 persen dan Meningkatkan kualitas 
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kehidupan yang agamis, berakhlak mulia, yang ditopang oleh kesadaran saling 
menghormati dan saling mendukung antara ulama’ dan umaro dengan 
capaian 66,01 persen. 

Fakta di atas mengisyaratkan perlu dilakukan upaya dan langkah-
langkah perbaikan kinerja terhadap program kegiatan pada misi yang capaian 
kinerjanya belum mencapai target, serta strategi untuk mempertahankan 
capaian kinerja yang telah maksimum. 

 

4.2. PERBAIKAN KINERJA 
Bertitik tolak dari hasil analisis dan evaluasi kinerja pelaksanaan 
kegiatan/program maka perlu dilakukan penyempurnaan kinerja pemerintah 
Kabupaten Batang Hari dalam bentuk strategi kebijakan, program, 
penganggaran dan strategi aparatur.  Penyempurnaan capaian kinerja ini 
dilakukan secara komperhensip yang meliputi; perencanaan kinerja, 
pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dan pencapaian sasaran kinerja. 

Langkah-langkah tersebut sebagai berikut : 
 

1. Meningkatkan membenahi kualitas dokumen perencanaan kinerja yang 

terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Dalam konteks ini antara lain; mensinkronkan antara Renstra SKPD 

dengan RPJMD, RKPD dengan RPJMD, Renja SKPD dengan RKPD dan APBD 

dengan RKPD. Perbaikan dokumen ini terutama pada proses perencanaan 

tahun anggaran 2015. Perbaikan ini diharapkan, agar antara dokumen-

dokumen tersebut dapat berjalan sinergis, selaras dan terukur sehingga 

dapat terlihat capaian keluaran (output), hasil (outcome), hingga manfaat 

(benefit) yang mencerminkan kinerja Kabupaten Batang Hari yang 

optimal, efektif dan efisien; 

2. Membuat sistem dan SOP tentang pengumpulan data kinerja, 

menselaraskan IKU RPJMD dengan IKU SKPD, memperbaikan penetapan 

kinerja SKPD yang mengakomodir seluruh target kinerja dalam renstra 

SKPD,  

3. Mengintensifkan kegiatan review, monitoring dan evaluasi capaian kinerja 

setiap program kegiatan pada SKPD secara berkala serta di 

dokumentasikan secara sempurna minimal satu kali triwulan terhadap 

pelaksanaan tiap indikator kinerja yang diamanatkan dalam dokumen 

Penetapan Kinerja. 

4. Menindaklanjuti hasil evaluasi capaian kinerja dalam bentuk langkah-

langkah perbaikan dan kebijakan pemerintah daerah. 
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5. Perlu meningkatkan peran serta lembaga keagamaan dan pengalokasian 
APBD yang memadai untuk mendanai program kegiatan yang dapat 
menunjang perbaikan kinerja meningkatkan kualitas kehidupan yang 
agamis, berakhlak mulia, yang ditopang oleh kesadaran saling 
menghormati dan saling mendukung antara ulama’ dan umaro yang 
nilainya masih jauh di bawah target. 

 

 

Plt.BUPATI  BATANG HARI 
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